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Salam Darijogja

Sajian Jumal Civics untuk edisi ini menyviguhkan tema pokok pen^akan hak
asasi manusia. Tema ini mengeksploiasi beberapa substansi seputaGr pergu^ulaii
hak asasi manusia mulai dari tanah polidk, hukum, ekonomi, kesehatan, dan
pendidikan. Kajian hak asasimanusiasecaraspesifikmenyoroti problem penegakah
hak asasi manusia di Indonesia, yang sejak kemerdekaan Republik Indonesia h^gga^
era reformasi sekarang, belum menunjukkan indikasi yang membaik. Era Orde
Baru di masa Rejim Soeharto banyak mendapat sorotan dari beberapa penulis
Jurna/ Civics edisi ini.

Pembahasan tema kali ini masih banyak ditulis oleh para al^demisi di
Hngkungan Jurusan/Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegar^an
(PPKn) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Di satu sisi, ini
merupakan pertanda baikadanya peningkatanapresiasi para kolega di Prodi PPiKn
FIS UNY untuk mewujudkan budaya publish orperish. Di bagian lain, minimnya
jumlah penulis dari Jurusan/Prodi inibelum menunjukkan minatuntuk menulis di
media ini. Meskipun demikian, pen5runting berharap di masa mendatang akan
banyak kiriman naskah-naskah yang sangat variatif dan meiiingkat bobot
akademiknya.

Kepada para pembaca kami ucapkan selamat menikmati sajian Jttmal Civics
edisi ini. Kami mengundang para pembaca untuk menulis pada edisi mendatang
dengan fokus kajian CitncSy khususnya dan perspektif politik, hukum, dar)i mor^.

Selamat membaca!

Peiiyunting Pelaksana
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PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM PENEGAKAN

HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Oleh: Cholisin

Jurusan PPKh Fakultas Ilmu SosM Universitas N^eri Yogyakarta

Abstrak

Government polig on human rights reinforcement include law and political dimenUon.
Political dimention human right reinforcement nedeed to completed law dimention. Citizen
participation on human rights reinfonxment can reaU^edinlaw dimention andpoliticaldimenHon.

Kitta Kunci: partisipasi warga negara^ penegakan HakAsast Manusia.

Pendahuluan

Pemerintah sehatusnya pertama-tamayang bemngungjawab dalam pen^kkan
(Hak Asasi Manusia^ HAM, karena salah tugas pemerintah adalah menjamin rasa
aman dan mewu}tidkan kesejahteran rakyat. Namun dalam kenyataan justru
pemerintah lebih banyak melakukan pelanggaran HAM. Dalam kondisi yang
demikian upaya penegakkan HAM menjadi sesuatu yang ddak mudah^ oleh karena
itu watga negara secara individual maupun kolektif perlu secata aktif untuk
betpartisipasi Halam upaya penegakkan HAM. Tulisan ini akan memfokuskan pada
upaya mengidentifikasi berbagjii bentuk partisipasi warga negara dalam penegakkan
HAM dengan melihat kondisi proses penegakkan HAM dan hambatan dan tantangan
pen^kka^ HAM.

Pengerdan dan Macam-macam Hak Asasi Manusia
Apabila dianalisis maka didapatkan beraneka ragam pengertian HAM.

Pengertian HAM antara lain dapat dilihat dan dimensi visi, perkembangan, Deldarasi
Hak Asasi Universal/PBB (Universal Declaration ofHuman %/&//UDHR), dan
menurut UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pengertian hak asasi manusia dilihat dari dimensi visi menurut Saa£tx>edin
Bahar (1997), mencakup visi filsafati, visi ^yuridis-konstitusional dan visi politik.
Visi filfafati sebagian besar berasaldan teoldgi agama-agama, yang menempatkan
jati^ manusia pada tempat yang tinggi sebagai makhluk Tuhan. Visi yuri(^s-
konstitusional, mengaitkan pemahaman hak asasi manusia itu dengan tugas, hak,
wewenang dan tanggungjawab negara sebagai suatu tiation-state. Sedangkan visi
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polidk memahami hak asasi manusia dalam kenyataan hidup sehari-hari^ vaiig
umumnya berwujud pelanggaran hak asasi manusia, baik oleh sesama warga
masyaiakat yang lebih kuat maupun oleh oknum-oknum pejabat pemerintah.

Todung Mulya Lubis (1987) memberipengertianHAMdarisegiperkembangan^
Imk asasi manusia, maka pengertian hak asasi manusia mencakup Generasi I,
Genetasi H, Generasi III, dan pendekatan struktural. Generasi I konsep HAM,
sacatden^n hak-hak yuridis, seperti ddak disiksa dan ditahan, hak akan persamaan
dihadapan hukum {equality before the law)^ hak akan peradilan yang jujur (fair trial),
praduga tak bersalah dan sebagainya. Generasi I ini merupakan reaksi terhadap
kehidupan kenegaraan yang totaliter dan fasistis^yang mewarnai tahun-tahun
sebehmi Perang Dunia II.

Generasi II konsep HAM, merupakan perluasan secara horizontal Generasi I,
sehingga konsep HAM mencakup juga bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya.
Generasi II, merupakan terutama sebagai reaksi bagi negara dunia k^tiga yang
telah memperoleh kemerdekaan dalam rangka mengisi kemerdekaannya setelah
Perang Dunia II.

Generasi III konsep HAM, merupakan ramuan *dari hak hukum, sosial,
ekonomi, politik dan budaya menjadi apa yang disebut hak akan pembangunan
{the right to development). Hak asasi Hinilai sebagai totalitas yang tidak
boleh dipisah-pisahkan. Dengan deiraildan, hak as^i manusia sekaligus menjadi
sato masalah antar disiplin yang hams didekiti secara interdisipliner.

Pendekatan struktural (melihat akibat kebijakan pemerintah yang diterapkan)
dalam hak asasi manusia seharusnya merupakan Generasi FV dari konsep HAM.
Karena dakm realitas masalah-masalah pelanggaran hak asasi manusia cenderung
merupakan akibat kebijakan yang tidak berpihkk pada hak asasi manusia. Misalnya,
berkembangnya sistem sosial yang memihak ke atas memelaratkan mereka
yang dibawah, suatu pola hubungan yang menekan {repressive). Sebab jika konsep
ini ddak dikembang^can, maka yang kita laknlcan hanya memperbaiki gejala, bukan
penyakitSehmgga perjuangan hakasasi manusia akanberhenti sebagai pelampiasan
emosi {emotional outlet).

Pengertian hak asasi manusia menurut UDHR dapat ditemukan dalam
Mukaddimah yang pada prinsipnya dinyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan
pengakuan akan martabat yang terpadu dalam diri setiap orang akan hak-hak yang
sama dan tak teralihkan dari semua anggota keluarga manusia ialah dasar dari
kebebasan, keadilan dan perdamaian dunia.

UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, mengartikan hak asasi manusia
adalah se^rangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai
makhluk'TuhanYat^Maha Esadanmerupakan anugerahNya yang wajib dihormiari,
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang
demi kehormalanxian perlindungan harkat dan martabat manusia. UU RI No. 39
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Tahun 1999 juga mendefinisikan kewajiban dasat manusia adalah seperangkat
kewajibaii yang apabila ddak dilaksanakan ddak memungkinkan terlaksana dan
tegaknya hak asasi manusia.

Ada berbagai pandangan tentang macam-macam HAM. Misalnya, Thomas
Hobbes berpendapat bahwa satu-satunya hak asasi adalah hak hidup. Sedangkaji
menurut JoHn Locke dan, aliran Libetalisme klasik, hak asasi meliputi hak hidup
{the right to Ufi), kemerdekaan {the right to Uber^ dan hak milik {the right to proper^
(Rodee & Anderson, 1988: 194).

Pendapat John Locke ini sangat dipengaruhi oleh gagasan hukum alam {natu
ral Ian) ketika dalam keadaan alamiah {state ofnature)^ yaitu suatu keada^ di niana
belum terdapat kekuasaan dan otoiita apa-apa, semua orang sama sekali bebas dan
sama derajatnya. Dalam perkembangan selanjutnya, diantara orang-orang itu sering
tetjadi percekcokan karena perbedaan pemilikan harte benda dan karena ada or-
ang yang hidup diatas penderitaan otang lain. Kondisi seperti itu telah menggeser
keadaan alamiah ke keadaan perang {state war), menimbulkan pemildran untuk
melindungi kedga hak-hak fundamental di atas (hak hidup, merdeka dan memiliki);
Untuk itu kemudian berkumpul dan mengadakan peijanjian untuk bermasyarakat
untuk menyerahkan sebagain hak-hak mereka kepada seorang pemimpin yang
bertugas untuk melindungi ketiga hak tersebut sebagai hak individu dan masyaiakat
yang ddak dapat dipisahkan dan diiinya dan disetahkan kepada pemimpin//ff casu
negara dan ditetima manusia sejak lahit dan bukan merupakan petnbetian hukum
manusia atau masyaiakat (Baut & Hatman, 1988: 6-7).

Dalam UDHR yang memuat 30 pasal, 31 ayat apabila ditelaah lebih lanjut
secara gatis besar macam-macam hakasasi manusia dapatdikelompokan ke dalam
tiga bagian yaitu: (1) hak-hak polidk dan yuridik, (2) hak-hak atas martabat dan
integritas manusia, dan (3) hak-hak sosial, ekonomi dan budaya.

Apa perbedaan antara hak politik dengan hak sipil? Perbedaan antara keduanj^
idapat dikemukakan bahwa hak politik merupakan hak yang didapat oleh seseorang
dalam hubimgan sebagai seorang anggota di dalam lembaga polidk, seperti: hak
memilih, hak dipOih, hak mencalonkan din untukmenduduki jabatan-jabatan politik,
hak memegang jabatan-jabatan umum dalam negara atau hak yang menjadikan
seseorang ikut serta di dalam mengatur kepentingan negara atau pemerintahan
(Abdul Karim Zaidan, 1983:19). Dengan kata lain lapangan hak-hak politik sangat
luas sekali, mencakup asas-asas masyarakat, dasar-dasar negara, tata hukum
partisipasi rakyat didalamnya, pembagaian kekuasaan dan batas-batas kewetiangan
penguasa terhadap warga negaranya. Sedangkan yang dimaksud hak-hak sipil dalam
pengertian yang luas, mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan
merupakan hak yangdinikmati oleh manusia dalam hubungannya dengan warga
negara yang lainnya, dan tidak ada huburgannya dengan penyelenggaraan
kekuasaan negara, salah satu jabatan dan kegiatonnya.
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Dalam Perianjian tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Perjanjian tentang
Hak-hak Sosial, Ekonomi dan Budaya, macam-macam hak asasi manusia dapat
dikemukakan sebagai berikuL Yang termasuk hak-hak sipil dan politik antara lain:
1. hak atas hidup, >1^
2. hak atas kebebasan dan keamanan dirinya.
3. hak atas keamanan di muka badan-badan peradilan.
4. hak atas kebebasan berpikir, mempimyai keyakinan {conscience), beragama.
5. hak untuk mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan.
6. hak atas kebebasan berkiimpul secafa damai.
7. hak untuk berserikat

Sedangkan macam-macam hak asasi manusia menurut Perjanjian tentang Hak-
hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mencakup antara lain :
1. hak atas pekerjaan.
2. hak untuk membentuk setikat keija.
3. hak atas pensiun.
4. hak atas dngkat kebidnpan yang la^ak bagi dirinya serta keluarganya, termasuk

makanan, pakaian dan perumahan yang layak.
5. hak atas pendidikan.

Pembagian hak asasi manssia yang agak mirip dengan kedua covenant tersebut
di atas, adalah yang mengikud pembedaan sebagai berikut:
1. Hak-hak asasi pribadi atau personalrightr yang meliputi kebebasan menyatakan

pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak dan sebagainya.
2. Hak-hak asasi ekonomi atau ^^property rights,yaim hak untuk memiliki sesuatu,

membeli dan menjuakiya serta memanfaatkannya.
3. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan

pemedntahan atau yang biasa disebut rights of legal equality."
4. Hak-hak asasi politik atau political rights,^ yaim hak untuk ikut serta dalam

pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemihhan umimi), hak
mendirikan pattai politik, dan sebagainya-

5. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau "mw/ and culture rights" misalnya
hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.

6. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan
pedindungan atau **proceduralrights** misalnya peraturan dalam hal penangkapan,
penggeledahan, peradilan, dan sebagainya (Kansil, 1984: 91).
Pendapat lain tentang macam-macam hak asasi manusia dikemukakan Franz

Magnis Suseno (1987; 125-130) yang mengelompokanya menjadi empat kelompok
yaitu hak asasi negatif atau Viak asasi akdf atau demokratis, hak asasi positif
dan hak asasi sosial. Uraian masing-masing sebagai berikut:
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1. Hak Asasi Negatifatau Liberal.
Kelompok hak asasi pertama ini diperjiwngkan oleh libeialisme dan pada

hakekataya mau melindungi kehidupan pribadi manusia terhadap campur
tangan negara dan kekuatan-kekuatan sosial Iain. Hak asasi ini didasarkan
pada kebebasan dan hak individu vintuk mengurus din sendiii dan.bfeh kaieria
itu juga disebut hak-hak kebebasan (Kberal). Sedangkan dikatakan negatif,
karena prinsip yang dianutnya bahwa kehidupan saya ^badi) ddalc boleh
dicampunpihak luan Kehidupan pribadi merupakan otonomi sedapp^ng yang
harus dihormati. Otonomi ini merupakan kedaultan atasinya sendiri merupakan
dasar segala usaha lain, maka hak asasi negatif ini tetap merupakan inti hak
asasi manusia. Macam-macam hak asasi manusia negatif aiitara kin:
a. hak atas hidup.
b. hak keutuhan jasmani.
c. kebebasan bergerak.
d. kebebasan untuk memilih jodoh.
e. perlindungan terhadap hqk mililf
f. hak untuk mengurus kerumahtanggaan sendirL
g. hak untuk memilih pekerjaan dan tempat tinggaL
h. kebebasan beragama.
i. kebebasan imtuk mengikuti suara hati sejauh tidak'mengurangi kebebasan

serupa orang lain.
j. kebebasan berpildr.
k. kebebasan untuk berkumpul Han berserikat.
1. hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang.

2. Hak Asasi Akdf atau Demoktatis
Dasar hak ini adalah keyakinan akan kedaulatan takyat yang menuntut

agar rakyat memerintah dirinya sendiri dan setiap pemerintah di bawah
kekuasaan rakyat. Hak ini disebut aktif karena merupakan hak atasuatu ^
aktivitas manusia untuk ikut menentukan arah perkembangan masyarakat/ i
negaranya. Yang termasuk hak asasi aktif, antara kiin :
a. hak untuk memilih wakil dalam badan pembuat undang-undang;
b. hak untuk mengangkat dan mengontroi pemerintah;
c. hak untuk menyatakan pendapat;
d. hak atas kebebasan pers;
e hak untuk membentuk pcrkumpulan politik.

3. Hak Asasi Positif
I^u hak-hak negatif menghalau camput tangan negara dalam urusan

pnbadi manusa. maka sebaliknya hai-hak positif justru menuntut prestasi-
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prestasi tertentu dari negara. Paham hak asasi
bahwa negara bukan tujuan pada diiinya senditi,melai^TeriLi pelayanan-
yang didptakan dan dipelihara oleh masyarakat untuk aL anggota
pelayanan tertentu (pelayanan publik). Oleh ^ ^
masyarakat yang tidak mendapat pelayanan itu hanya kare
untuk membayar biayanya. Yang termasuk hak asasi positi antara
a. >iq1f atas perlindungan hukum (misalnya: hak atas perlakuan yang

depan hukum, hak atas keadilan);
b. hak warga masyarakat atas kewarganegaraan.

ini merupakan paham teotang
menjamin hasH kerja kaum buruh yang wajar dan merupakan as
kaum buruh melawan kaum burjuasL Hak asasi sosial menc ., ^ henda
bahwa setiap anggota masyarakat berhak atas bagman yang adi ^ . i i •
material dan kultural bangsanya dan. atas bagian yang wajar l- h k
ekonomis. Hak ini harus dijamin dengan tindakan negara. Yang terma
asasi sosial antara lain :

a. hak atas jaminan sosial;
b. hak atas pekerjaan;
c. hak membentiik serikat kerja;
d. hak atas pendidikan;
e. hak ikut serta dalam kehidupan kultural masyarakatnya.

V

Proses Penegakan HAMProses penegakan HAM di Indonesia dilakukanmelahiilembagaKomnasHf ,
Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM ad hoc.
1. Proses penegakan HAM melalui Komnas HAM melalui prosedur sebagai

berikut:

Tabap pertama^ menerinlk pengaduan* Yakni meneritna pengaduan dan setiap
orang atau kelompok yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya te a
dilanggar. Pengaduan dapat Hilalnikan secara lisan atau tertulis.
Tahap keduoy melakukan pemedksaan. Yakm pemeriksaan atas pengaduan.
Untuk kepentingan pemeriksaan dapat memanggil pengadu, korban, saksi atau
pihak lain yang terkait. Hasil pemeriksaan dapat diputuskan untuk dihentikan
atau dilanjutkan sejalan detigan Peraturan Tata Tertib dalam Komnas HAM.
Dihentikan apabila antata lain: tidak memiliki bukti awal yang memadai, bukan
masalah pelanggatan HAM, tidak ada kesungguh^ dari pengadu.

i
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Tahap ketiga^ melakukan penyelesaian. Yakni kewenangan Komnas HAM untuk
menyelesaikan pengaduan setelah melaui tahap ^pemeiiksaan. Kewenangan itu
bisa berupa ;
a. perdamaian kedua belah pihak;
b. -penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negoisasi, mediasi,. kotlsiliasi,

dan penilaian ahli;
c. pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa m^lui

pengadilan;
d. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia

kepada Pemerintah untuk ditindaklanjud penyelesaiannya. dan
e. penyampaian rekomendasiatas suatu kasus pelanggaran hak asasi maousia

kepada Dewan Perwaldlan Rakyat untuk didndaklanjuti.
2. Proses penegakkan HAM melalui Pengadilan HAM, melalui psrosedur sebagai

berikut (UU No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM):
Tahap pertamay penangkapan. Jaksa Agung melakukan penangkapan untuk
kepentingan penyidikan, dengan memperlihatkan surat tugas. Dalam hal
tertangkap tangan tidak diperlukan surat perintah tetapi cukup dengan
menyerahkan barang bukd.
Tahap keduoy penahanan. Jaksa Agung berwenang melakukan penahanan untuk
kepenting penyidikan paling lama 90 had, dan dapatdiperpanjang paKng lama
60 hari. Penahanan untuk kepentingan penuntutan paling lama 30 hari dan
dapat diperpanjang paling lama 20 hari. Sedangkan penahanan untuk
kepentingan pemedksaan di sidang Pengadilan JIAM palinglama 90 hari dan
dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Kemudian penahanan untuk banding
di Pengadilan Tinggi paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang paling lama
30 hari. Penahanan imtuk kepentingan kasasi di Mahkamah Agung lamanya
sama dengan untuk kepentingan bading di Pengadilan Tinggi.
Tahap ketigOy penyeHdikan. Penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM. Untuk
kepentingan penyelidikan Komnas HAM dapat membentuk Timad hoc yang
terdiri dari Kotnnas HAM dan unsur masyarakat.
Tahap keempat, penyidikan. Penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung. Jaksa Agui^
dapat mengangkat penyidik ad hoc. Apabila ddak diperoleh bukti yang cukup,
maka dikeluarkan surat penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung.
Tahap kelimay penuntutan. Jaksa Agung, dapat mengangkat penuntut umum ad
hoc.

Tahap keenamy pemeriksaan diSidang Pengadilan. Pemeriksaan sidang Pengadilan
dilakukan oleh 5 orang hafeirn terdiri dari 2 hakim Pengadilan HAM dan 3
orang hakim ad hoc. Pemeriksaan sidang pengadilan paling lama 180 hari.
Untuk banding ke Pengadilan Tinggi paling lama 90 hari, sedangkan untuk
kasasi paling lama 90 hari.
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3. Proses Pengadilan HAM^^ Hoc.
Proses Pengadilan HAM Ad Hoc prosedumya pada dasamya sama dengan

Pengadilan HAM. Perbedaannya pada kasus pelanggaran HAM yang diperiksa,
yakni khusus menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebeluna
diimdangkannya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pengadilan HAM ad
hoc dibentuk atas usul DPR berdasarkan peristwa tertentu dengan Keputusan
Presiden. Jadi sifatnya ddak permanen, sedangkan Pengadilan HAM bersifat
permanen.

Upaya penegakkan atau penyelesaian ka§us pelanggaran HAM di atas
melalui ajudikasi. Penyelesaian melalui ajudftasi (dimensi hukum) seringkali
menimbulkan rasa keddakadilan bagi korban oleh karena itu kebijakan
pemerintah RI untuk tnelengkapinya melalui non-ajudikasi (dimensi politik)
yaitu melalui Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dalam bagan dapat dilihat seperti
di bawah ini.

Tabel 1. Kebijakan Pemerintah RI dalam

Subjek Dimensi Hu^^um Dimensi Politik

Pelaku Pengadilan HAM
(Penghukuman)

Kebenaran dan Rekonsiliasi

Kotban Kompensasi Restitusi Rehabilitasi

Kebedbasilan kedua dimensi diatas, telah diteliri diArgentina, Chile, Uru
guay dan dalam kualitas perbandingan antar. negara seperti yang dinyatakan
Romli (2001:187) sangat tergantung dari kuat atau lemahnya 5variabel berikut:
1• Teror dari aparatur negara {stafe terror)-,
2. Keseimbangan kekuatan {balance ofpower)\
3. Kepemimpinan {leadership preferences)-,
4. Perdmbangan-pertimbangan strategis {strate^c cakulatior^)-,
5. Tekanan-tekanan tnassa {socialpressure^.

Tekanan-tekanan massa dalam upaya keberhasilan kebijakan penegakan
ham dimensi hukum dan dimensi politik dewasa ini tampak sangat kuat.
Berbagai kegiatan demo maupun kegiatan mendatangi Kantor Komnas HAM,
LSM HAM dan Demokrasi, DPR bahkan Pengadilan HAM untuk menuntut
perlindungan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM secara tuntas dan adil
merupakan indikator semakin intensifnya tekanan massa. Tetapi keempat
variabel yang lain yang terkait dengan pemerintah tampak masih lemah. Hal
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inibisa dilihat pada hambatan dalam penegakan HAM sebagaimana diutaiakan
di bawah ini.

Hambatan dan Tantangan dalam Penegakkan HAM
Penegakan'HAM di Indonesia masih menemui berbagai hambatan dan

tantangan. Adanya hambatan dapat dilihat masih banyaknya pelanggaran HAM di
Indonesia. Terutama pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah {^vermenUd
crimes), seperti pelanggaran hukum oleh aparat intelejen (polisi rahasia), pencidikan
dan penyik-saan oleh aparat keamanan (polisi, militer), penyadapan telpon dan lain-
lain. Jliga pelanggaran HAM yang bemuansa kejahatan politik {politicalcrimei)^ seperti
demonstrasi illegal, terorisme, gerakan subversi dan sebagainya.

Dengan demikian pelanggaran HAM mempunyai nuansa khusus, yakni
penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgnnaan kekuasaan dalam arti para pelaku
berbuat dalam konteks pemerintah dan difasilitasi oleh kekuasaan pemerintah.
Dengan kata lain pelaku mplalnikan perbuatan ddak sah dalam statusnya sebagai
pemerintah. Di Indonesia menunjukkan bahwa beberapa individu dan kelompok
yang memegang kekuasaan berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya yang
otoriter dengan mengkombinasikan antara ideologi dengan teror. Misalnya, dengan
melakukan penculikan terhadap aktivis partai politik lain ^ang s^dang tidak
berkuasa), pemerintah melakukan diskniminatif terhadap k^ompok bin
yang tidak sejalan dengan kepentingannya. Padahal pemerintah seharusnya
memberikan perlakuan dan pelayanan yang sama terhadap semua warga negara,
tanpa memandang perbedaan ideologi politiknya.

Kombinasi ideologi dan teror bahkan tidak jarang dikokohkan dalam hukum
positif yang merupakan instrumen kekuasaan dengan dalih untuk mewujudkan
ketertiban umum {public order) dan pembangunan ekonomi. Hukum positif yang
efilahirVan oleh aparat negara tanpa melibatkan jpartisipasi rakyat, akan melahirkan
hukum yang sering tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Dengan perkataan
lain hukum positif hanya berperan sebagai alat legitimasi bagi pcnguasa.

Oleh karena itu, tidak mengherankan dewasa ini Indonesia disorot oleb dunia
intemasional sehubungan dengan dakwaan telah terjadinya pelanggaran HAM berat
khususnya dalam masalah Timor Timur, Aceh, Tanjung Priok, dan sebagainya.
Sorotan itu terutama karena upaya penegakan HAM melalui Pengadilan HAM ad
hoc Hinilai belum mampu mengadili penanggung jawab utama. Sehingga ada kesan
yang dikorbankan adalah bawahan. Dalam hal ini tampak deng^ jelas ada hambatan
yang sangat kuat ketika ingin menegakkan HAM tetapi yang dihadapi menyangkut
pa :a pejabat tinggi negara. AS pun yang mengkalim sebagai promotor HAM tetapi
senyatanya juga sebagai pelanggar HAM yang menonjol. Seperti dengan
diberkkukannya PatriotAct (undang-undang yang memberikan kewenangan untuk
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tentata meminta kartu kridit danmeminta dokvimen-dokumen sipil terhadap or-
ang-orang yangdiciirigai akan mengganggu kepenringan AS), skandal pelanggaran
HAM di Abu Ghraib dan Giiantamao.

Pertanyaannya, siapakah yang bertanggung jawab ketika pelanggaran H^M
yang dikelompokan dalampelanggaran HAM yangdilakukan pemerintah?Menurut
Muladi (2000) seorang pakar Hukum Pidana terkemuka di Indonesia menyatakan
bahwa dalam pelanggaran dikenal apa yang dinamakan pertanggungjawaban indi
vidual {individual criminal responsibility). Maksudnya orang dianggap mempunyai
pertanggungjawaban pidana apabila yang bersangkutan di samping telah melakukan
perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana dan bersifat melawan hukum serta
tidak ada alasan pembenar, jiiga mempunyai kemampuan bertanggungjawab,
melakukannya dengan kesalahan (sengaja atau alpa) serta tidak ada alasan pemaaf.
Muladi, menjelaskan lebih lanjut bahwa pertanggungjawaban individu dalam
pelanggaran HAM mempunyai arti khusus sebagai berikut :
1. Pelaku kejahatan (mereka yang merencanakan, menggerakan, memerintahkan,

melakukan atau memberikan bantuan di dalam perencanaan, persiapan atau
pelaksanaan kejahatan) tidak dapat fierdalih bahwa perbuatannya dilakukan
untuk kepentingan atau karena perintah negara dan melemparkan
tanggungjawabnya kepada ne^ra {state responsibili^;

2. Kedudukan resmi si pelaku tSiak dapat dijadikan alasan untuk membebaskan
yang beisangkuatan darai tanggungjawab atau pengurangan pidana;

3. Alasan bahwa pelaku melakukan kejahatan atas perintah dati pemerintahnya
atau karena perintah atasan {crimes by obedience) bukan merupakan alasan
pembenar. Paling-paling dapat dipertimbangkan sebagai salah satu alasan
peringanan pidana.

4. Kenyataan bahwa perbuatan dilakukan oleh bawahan tidak menghapuskan
tanggungjawab atasan, apabila ia mengetahui atau cukup beralasan untuk
mengetahui bahwa bawahan tersebut sedang melakukan kejahatan atau telah
melakukannya dan atasan gagal untuk mengambil tindakan yang diperlukan
untuk menceg^ perbuatan atau memidana si pelaku
Apabila hambatan penegakan HAM menyangkut masalah yang menjadi kendala

tidak efektifhya ketika upaya penegakan HAM dilakukan, maka tantangan
penegakan HAM merupakan masalah yang menghadang dihadapan kita ketika akan
melakukan upaya penegakan HAM. Oleh karena itu tantangan akan bisa merupakan
peluang ketika kita bisa memanfiiatkanya, dan akan menjadi hambatan ketika kita
tidak mampu memanfaatkanya. Apa saja t^antangan dalam penegakan HAM di In
donesia? Tantangan itu bisa diilnsi-raaikan sebagai berikut.
1. Pasca Perang Dmgin, penegakan HAM tidak lagi dianggap sebagai masalah

internal suatu negara, tetapi telah menjadi masalah intemasional. Oleh karena
Itu, persoalan-persoalan domestik akan menjadi urusan intemasional.
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2. Kemajuan teknologi komunikasi menyebabkan terjadinya arus penyebaran
informasi secara cepat ke seluruh penjuru dunia. Oleh karena suatu pelanggaran
HAM domestik ddak lagi dapat diisolir sebagai masalah internal. Misalnya,
peristiwa kerusuhan di Santa Cruz, Timor Timur (awal 1990-an), diungkap
secara besar-besaran oleh media massa. intemasionaL . ^

3. Munculnya desakan yang kuat dari berbagai kelompok dalam masyarakat.
Desakan dari kelompok masyarakat dapat dikelompok menjiadi tiga, yakni
pertsuna, kelompok masyarakat yang kebutuhan primer dan sekunder rela^f
tidak menjadi masalah. Kelompok ini menuntut terpenuhinya kebutuhan
tingkat selanjutnya (terrier), antara lain tumbuhnya proses demokmtisasi dalam
masyarakat Tuntutan kelompok pertama ini terutama terpenuhinya hak sipil
dan hak politik. Kedua^ kelompok masyarakat yang menjadi korban
pelanggaran HAM kini mereka mulai menyadari akan perlunya perjuangan untuk
melakukan gerakan penegakan HAM. Aspek pelanggaran HAM yang dirasal^an
kelompok ini menyangkut hak ekonomi, hak sosial, dan hak kultural. Misalnya,
gerakan masyarakat miskin kota yang menuntut pelayanan sosial dasar
(perumahan yang sehat, pelayanan kesehatan, dan Iain-lain). Contoh lain
adalah gerakan anti penggusuran (anii-Evicfioft) dan warga miskin kota. Ket^ga,
kelompok yang fnnlfli menyadari bahwa globalisasi membawa dampak positif
dan negatif. Bagi Negara-negara berkembang seperti Indonesia yang bdum
mampu berkompetisi Halam pasar bebas, lebih banyak akan memperoleh
dampak negatif. Apalagi globalisasi dewasa ini cenderung merupakan
rekolonialisasi (kolonialisme baru) terutama oleh pihak kapitalisme swasta
(dulu kolonialisasi oleh negara). Aktor utama dalam rekolonialisasi adalah
Perusahaan-Perusahaan Multi Nasional (MuUy Naiiona/ CoorpomttonsjMNQ,
Bank Dunia/IMF. Dalam memperjuangkan kolonialisme baru, mereka
melakukan perebutan pendominasian kebijakan pemeriiZitah tingkat glo
bal melakukan kesepakatan yang dibuat Organisasi Perdagai^gan Dunia (]¥^or/d
Trade OrganisaHon/WTO). Proses penjajahan baru dilandasi oleh neo Uberal.
Pokok-pokok pikiran neo-liberaUsme (Mansour Fakih, i/\ntonius MIndtianto,
Eko Prasetyo, 2003: 167-168) melipuri: (1) bebaskan perusahaan swasta dan
campur fangan di bidang perburuhani investasi, harga serta biarkan perusahaan
swasta mempunyai ruang mengatur diri sendiri untuk tumbuh dengan
menyediakan kawasan pertumbuhan, seprti Otorita Batam, NAFTA, SIJORI
dan lain sebagainya. (2) hentikan subsidi negara kepada rakyat, karena
bertentangan dengan prinsip neo liberal tentang jauhkan campur tangan
pemerintah, dan juga bertentangan dengan prinsip pasar dan persaingan bebas.
(3) hapuskan ideologi Tcesejahtjeraan bersama' dan pemilikan komunal, seperti
banyak yang dianut oleh masyatakat 'uradiiional'. Mereka yakin kesejahteraan
dan pemilikan bersama akan menghalangii pertumbuhan. Akibat dari pnnsip
tersebut adalah serahkan *manajemen* siiimber daya alam pada ahlinya, dan
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bukan pada masyatakat 'tradisional' (masyarakat adat) yang ridak
mengelola sumbet daya akm secara efisien dan efekuf. Akibat
baru masyarakat Indonesia mulai metasakan akibatnya dengan
tedantamya hak asasi ekonomi, sosial dan kulwralnya. Dewasa ini telahJ
getakan menolak kolonialisme baru, seperti: Gerakan Koalisi ann
Indonesia, Gerakan Petani Ramah lii^kungan, Gerakan Pembaharuafl
yang ^ilr^-mhangkan oleh Setikat Petani Sumatera Utara dan Konsor
Pembaharuan Agraria.

4. Semakia kuatnya jaringan kerjasama antar LSM di berbagai ^
mengakibatkan sebuah pelanggaran HAM yaUg terjadi di suatu
dengan cepat menyebar ke negara lain. Hal ini bisa menurunkan kn^i
intemasional negam yang bersangkutan.

/

Partisipasi dalam Penegakan HAM
Penegakan HAM pertama-tama mer^pakan tanggungjawab

pf»fP<'rintali. Karena kebeiadaan negara pada hakekatnya adalah untuk me
ham dan hak warga negara. Oleh karena itu, tujuan negara seperti dikem
John Locke adalah vmtuk melindiingi hak asasi manusia ^lak-hak alam). ^
A'hA masyarakat akuniah {natural ke masyarakat bemegara ipolitica soct

kemudian berkembai^ ke masyarakat kewarganegaraan {civil society noanusia
tidak pemah melepaskan hak asasinya.

Bila dicermati alasan proklamasi untuk mendirikan Negara Indonesia tercmta
karena alasan HAM, yakni" kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa...

Begitu pula tujuan NKRI adalah untuk mewujudkan kebahagiaan bagiyang tentunnya dalam kebahagiaanimrnesyaratkan penegakan HA I.
Hal ini tami^ pada rumusan tujuan NKRI adalah "...melindungisegenap bangsa
Indonesia dan sehiruh tumpah Harali Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban duma
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..

Namun dalam kenyataaimya pemerintah yang memiliki fungsi untuk
tnewujudkan tujuan n^aca, seringkali tidak mampu dengan baik mewujudkan tujuan
negara. Bahkan ada kecenderungan sebagai pelanggar HAM, Oleh karena itu
semata-mata menyerahkan penegakan HAM kepada pemerintah hampir dapat
(jjpastikan sulit untuk menegakan HAM secara efektif. Untuk itu partisipasi secara
individual warga negara, kelompok dan kelembagaan dari masyarakat mutlak
diperlukan.

Kemudian pertanyaanyang timbul adalah: Siapa yang dapat berpartisipasi dalam
penegakan HA^Jl?; Apa yang menjadi sasaran partisipasi dalam penegakan HAM
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itu?; dan, Bagaimana cara betpaidsipasi dalam penegakaii HAM itu? Setiap orang,
kelompok, organisasi politik, otganisasi masyarakat, LSM atau lembaga
kemas^arakatan lainnya berhak berpartisipasi dalam penegakan atau pemajuan
HAM. Sasaran dalam berpartisipasi warga negara dapat diarahkan pada kebijakan
pemerintah dalam upaya penegakkan HAM Halam dimensi hukum dan dim^si-
politik. Partisipasi warga negara dalam penegakkan HAM melalui kebipkan yang
berdimensi hokum antara misalnya : mendorong dan mendukung pemerint^
dalam menegakan HAM melalui pengadilan HAM dan pemberian kompensasi dan
restitusi. Sedangkan partisipasi warga negara dalam penegakkan HAM melalui
kebijakan yang berdimensi politik antara lain misalnya: (1) mendorong dan
mendukung pemerintah Halam menegakan HAM melalui KKR (Komisi K^benaran
dan Rekonsiliasi). (2) memberikan masukan agar kebijakan publik senantiasa
bemuansa HAM, (3) melakukan kontrol terhadap pemerintah agar berbagai
tindakannya sejalan dengan HAM.

Berbagai cara berpartisipasi yang dapat dilakukan dalam peneg^an HAM,
misalnya melaporkan adanya pelanggaran HAM oleh penguasa kepada Komms
HAM; meminta DPR mencabut suatu UU yang dalam prakteknya banyak
menimbulkan pelanggaran HAM, memberikan masukan ke DPR agar ada
peninjauan kembali suam RUU yang isinya dinilai banyak bertentangan deogan
HAM, memberikan WriHk terhadap kerja Komnas HAM, menyadarfran masyarakat
bawah (buruh, tani, nelayan) akan pedunya memperjuangkan hak-hak mereka,
membuat poster-poster yang mengambarkan perlunya pen^akan HAM, dan
sebagainya.

Penutup
Penegakkan HAM terutama akan dipengaruhi sejauh mana pemerintah

m^mposisikan HAM sebagai sesuatu yang strategis. Hal ini dika^^enakan faktor
hambatan utama adalah pada lemahnya pemerintah untuk penegafem HAM, seperti
tampak pemerintah justru berkecenderungan sebagai faktor penghambat utama.
Oleh karena itu partisipasi warga negara untuk melakukan tekanan kepada
pemerintah agar melaksanakan kebijakan penegakan HAM baik dalam dimensi
hukum dan dimensi politik merupakan penentu keberhasilan penegakan HAM di
Indonesia.
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PERLINDUNGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KAUM MINORITAS

NON-MUSUM DINEGARA ISLAM

Oleh: Maizuki

Jumsan PPKN Fakultas Ilmu Sosial Unrversitas N^eii Yogyakarte
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Abstrak .

The mission of Islamic Law is human goodness. For tbeUy tend of Iskumc haw is communal
This communal can read ofseme treatmenfor mosUm and non mosBm community. The protec
tionfor them are there (1) protection of threatfrom forei^ers; (2) protection of *^v^aUm
(tyranic) in country (3) protection of souly body, material, and d^nity. The protections of
Islamic Statefor non mosHm community are (1) Assurance ofold dtPf andpoverty; (2) Assur
ance offreedomfwm reU^on; (3) Assurance offreedom work; (4) Assurance offhed^fiom
fob in the gtvemmentaL Those proctetions and assurancefor non-Muslim community cm be
come balancingfhm their duties.

Kata Kunci: hukum Islam, minoritas, non-MusHm.

Pendahuluan

Hukum Islam ada dan heilcembang seidtig den^m I^beiadaan Islam itu
sendiiL Jadi, hukum Islam mulai ada sejak Isl^ ada. KebeiadaMi hukum Islam di
beibagai negara juga ditentukan kapan Islam masuk dan beikembang di n^era-
n^aia tersebut. Begitu juga, petkembangan hukum Islam sangat ditentukan oleh
kebetadaan umat Islam. Hingga sekamng hukum Islam sui^h menyebar hampir di
semua n^ata dibelahan dunia seidng dengan keb^daaft umat Islam di sana.

Pada perlc<*tnh^ngafi selanjumya hukum Islam menjadi salah satu bidang kajian
ilmiali di antata bidang-bidang kaji^ dalam Islam Sebagai ka|iah ilmiah, hukuw
Islam telah dipelajan secaia iltniah tidak hanya oleh umat Islam, tetapi juga
otang-otang non-Muslim atau yang lebih dikeqal dengan sebutan kaum oiientalis.
Tentu saja, tujuan yang dicapai dalam mempelajan hukum Islam akan berfscda
bagi kalang^fp umat Islam dan bagi kalai^gan non-Muslim. Bagi umat Islam
merupakan Irphannsan untuk mempelajaii hukum Islam untuk mendasari semua
aktivitas mereka yang betkaiftn dengan hiikum, di samping untuk meningkatkan
kualitas pemahaman mereka teikfang hukum Islam pada khususnya dan smdi Islam
pada umumnya.
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Begitu pent'jignya posisi hukum Islam ini,sehingga yang berkepentingan untuk
mengkajinya ddak terbatas padaumat Islam sendki, tetapi jugaorang-orangdi luar
Islam. Bagi umat Islam, hukum Islam tidak teipisahkan dari agama yang dipeluknya
^slam). Keduanya ibarat arus-arus yang mengalir dari saluran yang sama fdan •
keduanya ddak dapat dipisah-pisahkan. Dalam kenyataannya hukum Islam ini ada
duabcntuk.Keduanyamempvinyai hubungan yang eiat dan merupakan satu kesatuan
yang sulit dipisahkan. Kedua bentuk ituadalah syamh danfikih. Syariah mempunyai
ruang lingkup yang lebih luas, meliputi segala aspek kehidupan manusia, sedangkan
mang lingkup fikih lebih sempit menyangkut hal-hal yang pada umumnya dipahami
sebagai aturan-aturan hukum. Aiah tujuan syanah ditetapkan oleh Allah danRasul-
Nya, sedangkan mateid yang tercantum Halam fikih dihasilkan oleh usaha manusia
(Fyzee, 1974: 337).

Misi utama disyariatkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan
(kesejahtecaan) umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya.
ICatena itu, kecenderungan yang dominan dati hukum Islam adalah komunal.
Komunal berbeda dengan sosiatistik. KoiiQiunal memiliki pengertian yang lebih luas
yang mencakup segi materi dan segi-segi lain yang meliputi seluruh hak dan
kewajiban, sedang sosialistik mempunyai pengertian khusus yang terbatas pada
materL Kecenderungan hukum Islam yang komunal ini dapat terlihat dengan jelas
baik Vial ibadah maupun mifetrtalah. Semua aturan hukum Islam dalam kedua
bidang ini bertujuan mendidik individu untuk mewujudkan kesejahteraan dirinya
dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh dapat dilihat
pada kewajiban shalat, puasa, zakat, dan haji dalam bidangibadah, serta pen^ialalan
jual beli danpen^iaraman riba, perintah jual beli dan larangan riba, serta menegakkan
hukuman hudud untuk melindungi masyarakat bidang muamalah. Dan
contoh-contoh diatas jelaslah bahwa hukum Islam di dalam mewajibkan perintah
dan mengharamkan larangan HHalc hanya bertujuan imtuk keselamatan dan
kebahagiaan individu saja, tetapi juga imtiik mewujudkan kemaslahatan masyarakat
secara umum. Inilah watak dan kecenderungan hukum Islam yang hakiki
sebagaimana yang kita jumpai Halam al-Quran, Sunnah, dan putusan-putusan para
ulamamelahuijtihad. Hal ini singat berbeda dengan hukum-hukumbuatan manusia
yang pa^ umumnya tni»fni'tilri lc<>r«»nHpmngafi individuaL Karena itu,aturan-aturan
hukum positif banyak yang mengakibatkan benturan antar individu ketika
k^pentu^n fnagifig-fnasing individu ituberbeda. Hal inilah yang kemudian menjadi
titik tolak hukum positif nri<»fnhtf*nahi aturan-aturannya sehingga pada akhimya
juga mempunyai watak komunaL Sebagai contoh, tidak ada hukum positif yang
melarafig praktek riba yang pada prinsipnya mengontun^can pemilik modal dan
merugikan p^ninjam.

Dengan demikian, hukum Tslatn misi universal yang bisa dijadikan
pedoman bagi semua umat manngia dan aturan-aturannya ada yang secara spesifik
tertuju kepada umat Islam dan sec:ara universal bisa berlaku bagi semua umat
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manusia. Dengan misi ini sebenamya pembedakuan hukum Islam di suatunegata
yang penduduknya plural ddak akan membahayakan dan merugikan penganut agama
lain.

Tujuan Hukum Islam
Tujuan hukum hams* diketahui oleh mujtahid (orang yang melakukan ijtihad)

dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan
menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur
secara eksplisit oleh al-Quran dan Sunnah. Lebih dari itu, tujuan hulomi hams
diketahui dalam rangka mengetahui apakah suatu kasus masih tetap ^terapkan
berdasarkan satu ketentuan hukum, Icarpna adanya perubahan struktur st^ial dapat
menyebabkan hukum tidak dapat diterapkan. Disinilah pentingnya mengkaji tujuan
hukum Islam (maqashid al-^ari^aH) yang menjadi dasar di dalam perumusan
ketentuan-ketentuan pokok Halam hukum Islam.

Semua ketentuan hukum Islam (syariah) baik yang berupa perintah maupim
larangan, sebagaimana tertera dalam al-Quran dan Sunnah, mempimyai tujuan
tertentu. Tidak ada satu ketentuan pun daktn syariah yang tidak mempuinyai tujuan.
Hukum Islam datang ke dunia membawa missi yang sangat mulia, yaitu sebagai
rahmat bagi selumh manusia di muka bumi (Q.S. Yunus (10): 57; ?iE-Anbiya' (21):
107). Pembuat syariah (Allah Han Rasul-Nya) menetapkan syariah bertujuan untuk
merealisasikankemaslahatan membedkan kemanfaatan,dan mefighindarkan
kemafsadatan bagi umat mannsig (Yahya dan Fathurrahman, 1993: 333). Terkait
dengan mi, Muhammad Abu Zahrah, pakar hukum Islam dari Mesir, mecigatakan
bahwa setiap hukum Islam memilild tujuan yang hakiki, yaitu kemaslahatem. Tidak
ada perintah dalam al-Quran dan Sunnah yang tidak memilild kemaslalaatan yang
hakiki, meskipun kemaslahatan itu tidak tampak dengan jelas. Kemtslahatan di
sini adalah kemaslahatan hakiki yang bersifat umum dan tidak didisarkan pada
pemenuhan hawa nafsu (Muhammad Abu Zahrah, 1958: 366).

Dengan diketahuinya tujuan hukum Islam, dapat ditadk sueiu peristiwa )^ng
sudah ada nashnya secara tepat dan benar dan selanjutnya dapat ditetapkan hukum
peristiwa yang tidak ada nashnya. Senada dengan pendapat di atas, al-Syathibi,
seorang pakar hukum Islam dari kalangan Mazhab Maliki, mengembangkan doktrin
maqashid al-^ari*ah (tujuan hukum Islam) dengan menjekskan bahwa tujuan akhir
hukvim Islam adalah satu, yaitu kemaslahatan atau kebaikan dan kesejahteraan
umat manusia. Pendapat al-Syathibi didasarkan pada prinsip bahwa Tuhan
melembagakan syariah (hukum Islam) demi kemaslahatan manusia, baik jangka
pcndek maupun jangka panjang (Mas*ud, 1987: 225). Doktrin maqashid al-^ari*ab
xl-Syathibi merupakan suatu usaha mtuk menegakkan mashlahah sebagai unsur
esensial bagi tujuan-tujuan hukum.
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Secaia etimologis, maqashidal-^an'ah berarti maksud-maksud atau tujuan-tujuin
disyariadcan hukum Islam. Karena itu, yang menjadi bahasan utama dalam maqashid
al-syari^ah adalah masalah hikmah dan Hllah ditetapkannya suatu hukum
(Fadiurmhman Djamil, 1997: 123). Kajian maqashid al-^ari'ah merupakan ka)ian
yang penting dan menarik dalam bidang ushul fikih. Dalam perkembangan
selanjutoya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam, schingga
pada akhimya isrilah maqashid al-^ari'ah identik dengan filsafat hukum Islam.

Dalam langka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan
penelitian para aWi ushul fikih, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan
dhvujudkan. Kelima unsur pokok itu a4^1ah agama, jiwa, akal, keturunan, dan
harta. Seorang yang memelihara lima hal tersebut akan memperoleh kemaslahatan,
sedang yang ddak dapat memeliharanya akan mendapatkan kerusakan.

Prinsip itulah yang dikembangkan oleh al-Syathibi dalam bukunya al-Muwafaqat
fi Vsbtil al-Ahkam. Dalam buku ini al-Syathibi memerinci depgan panjang lebar
doktrin maqashid al-^ari*ah yang didasarkan pada al-kullijjat al-khami> (lima
kebutuhan pokok) seperti di atas. lima kebutuhan pokok ini masih dibagi menjadi
tiga peting^t, yaitu dlarur^at ^ebutuhan primer), hajjrffat ^ebutuhan sekunder),
dan tahsini^at ^butuhan tertier).

Kebutuhan primer aclalah ^esuatu yang harus ada untuk kemaslahatan manusia.
Jika kebutuhan ini tidak cfii^uhi kehidupan manusia akan menjadi kacau balau,
kemaslahatan tidak tercapai, dan kebahagiaan ukhrawi tidak bakal dapat diraih.
Kebutuhan sekundermenq>akan kebutuhan yang sangat dibutuhkan manusia bukan
untuk memelihara salah satu dari kebutuhan pokok yang lima, tetapi untuk
menghilangkan kesulitan-kesulitan dan kesempitan atau kekhawatiran dalam
menjaga kelima kebutuhan pokok (Muhammad Abu Zahrah, 1958. 371).
Kebutuhan tertiermenq>akan kebutuhan pelengkap bagi m^usia dalam menunjang
pemenuhati kebutuhan primer dan sekunder. Tujuannya bukan untuk mewujudkan
eksistensi kebutuhan yang lima atau menghindari kesulitan dalam memelihara
kebutuhan yang Uma, akan tetapi untuk menghilangkan ketakutan, menjaga
kemuliaan dan memelihara kebutuhan yang lima (Muhanmiad Abu Zahrah, 1958.
372). Pemenuhan terhadap kebutuhan tertier ini tidak berimpUkasi adanya hukum
wajib pada yang diperintah dan hukum haram pada yang dilarang sebagaimana
yang bedaku pada dua tingkat lainnya {dlarur^at dan hajjiyyat). Segala usaha untuk
memenuhi kebutuhan tertier {tahsiniyyat) ini menirhbulkan hukum sunnah dan
pengabaian kebutuhan ini menimbulkan huktim makruh.

Kaum Minoritas di IMeg^ara Islam
Masyatakat Islam adalah masyarakat yang bertumpu pada aqidah Islam dan

ideologi yang khas yang merupakan simiber peraturan dan hukum serta etika dan
akhlaknya. Masyarakat Islam menjadikan Islam sebagai konsep hidupnya, konstitusi



Jumal Civics, Vol. 2, Na 1,Juni 2005 19

pemerintahannya, sumber hiikumnya, dan penentu atahnya Halam semiia urusan
kehidupan dan hubungan-hubungannya secata individual dan komunal,
dan spiritual, sertanasional dan intemasionaL Haliniddakberardbahwamasyarakat
Islammemvonismad. segala nnsiir lain di dalamnya yangkebetulanmetneluk agama
selain Islam (Qardhawi, 1994: 15).

Hubungan smtara sesama watga negara, yang Muslim dd|i yang noii-Muslim,
sepenuhnya ditegakkan atas asas-asas toleransi, keadilan, k^ajikan, dan kasih
sayang. Namun, sampai sekatang asas-asas ini masih dalam d^snbaan d^^&arapan
semua masyarakat modern untuk mewujudkannya. Di teuagah h|tuk'{Jikuk
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peradabian manosia, asas-
asas ini terus diupayakan, demi menjaga keseimbangan dalaur^ kehidupan umat
manusia. Kenyataannya, berbagai konfUk masih teirus terjadi di berbagai daerah
dannegara yang menggambarkan betapa toleransi Han masalah ksadilan meropakan
dua hal yang banyak memunculkan problemadka.

Setiap Muslim dituntut agar fn<»mpf»rlalnilcan semua manusia dengani kebajikan
dan keadilan, walaupun mereka itu mengakui agama Islam, selatma rinereka
tidak menghalangi penyebarannya, ddak memerangi para pfefiyerunyan 'dan tidak
menindas para pemeluknya. Ketentuan ini berlaku di negana Islam {Darui Islam)
maupun di luar negara Tslam. Khusus di Islam, para penganut agama selain
Islam (non-Muslim) biasa Hisphnt Hpngan .Ahbtd!(^ Kata berarti
perjanjian, jaminan, Han Weamanan Mereka Hinamakan demikian karexia mereka
memiliki jaminan perjanjian Allah Han Rasul-Nya serta semua kaum Muslim untuk
hidup dengan aman dan tenteram di bawah perliiadungan Isli!am dan dalam
lingkungan masyarakat Islam. Dengan demikian, negara Islam meaaberikan kepada
orang-orang non-Muslim suatu hak yang di masa sekarang miri^ dengan apa yang
disebut sebagai kewargane^uaan polidk (hqk poEtik) yang dibeukan oleh negara
kepada rakyatnya. Dengan ini pula kaum non-Muslim mempefoleh dan terikat pada
hak-hak dan kewajiban-kewajiban semua waiga negara (Qaidhawi, 1994: 19).

Akad dv^immab berlaku untuk selamanya dan mengandung ketentuan
membiarkan orang-orang non-MusUm tetap dalam agar^^ mereka di samping liak
menikmad perlindungan perhatian jama'ah kanm Muslim, dengan syarat mereka '
membayarjij^yab serta berp^ang pada hukum Islam d^lam hal-halyangberhubungaii
langsung dengan *nasalah-fnasalah agama. Dengan inimereka menjadi bdgian 'ian
Darul Islam.

Perlindungan Hukum Islam terhadap Kaum Minoritas
Adanya akad (k(immak menumbuhkan hak-hak yang bersama-sama berlaku di

antara kedua belah pihak, j akni kaum Muslim dan fcaum non-Muslim {^^kludz:^
D^mmaH)^ di samping kewajibka-kewajilijan mereka. Hak >ang diperoleh oleh kaum
non-Muslim (kaum minoritas), seperti yang juga diperoleh kaum Muslim, adalah
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perlindungan dan jaminan dalam berbagai hal. Di antara perUndungan yang
dibeiikan kepada mereka adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap Pelanggaran dari Luar Negeri
Sudah m^pakan kewajiban seorang imam atau penguasa dari negara^s-

1am untuk melakukan penyelenggaraan perUndungan seperti ini dengan
kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh syariah (hukum Islam) serta
kekuasaan miHter yang berada di bawah wewenangnya. Seorang imam wajib
menjaga keselamatan kaum minoritas dan mencegah siapa saja yang
mengganggu mereka, melepaskan mereka dari tindakan penawanan dan
menolak kejahatan siapa saja yang mengarah kepada mereka (Qardhawi, 1994:
22). ^

Imam Qarrafi (dalam Qardhawi, 1994: 23) mengatakan, apabila orang-
orang kafir datang ke negeri Islam karena hendak mengganggu orang-orang
yang berada dalam perlindungan akad maka wajib ba^ umat Islam
men^adang dan meinerangi mereka dengan segala kekuatan dan senjata,
bahkan umat Islam harus siap mati uiHiik im demi menjaga keselamatan orang
yang berada dalam d^immah Allah Swt. dan d^iimmah Rasulullah Saw.
Menyerahkan kepada mereka tanpa upaya-upaya tersebut dianggap menyia-
nyiakan akad di(immdh. e'

2. Perlindungan terhadap Kezaliman di Dalam Negeri
Perlindungan terhadap kezaliman yang berasal dan dalam negeri adalah

suatu yang diwajibkan oleh Islam, bahkan sangat diwajibkan. Islam
mempeiingatkan kaum Muslimin agar jangan sekaU-kaU mengganggu dan
melanggar hak ablud:^ d!(mmah, baik dengan tindakan ataupun ucapan. AUah

menyukai orang-orang zalim dan tidak pula memberi mereka petunjuk.
Sebaliknya Allah akan menyegerakan azab atas mereka atau menangguhkan
hukuman atas mereka di akhirat dengan berhpat ganda (Qardhawi, 1994: 25).

Dalam perjanjian Nabi Muhammad Saw. dengan penduduk Najran (yang
l^eragama Nasrani) disebutkan antara lain: **Tidak diperkenankan menghukum
seseorang mereka karena kesalahan seorang lainnya." Umar bin Khaththab
sering menanyai orang-orang yang datang dan daerah-daerah tentang keadaan
ahludz d^immah karena khawatir ada di antara kaum Muslimin yang
menimbulkan suatu gangguan terhadap mereka. Vzx^fuqaha* (ahh-ahli hukum
Islam) fV*" seluruh mazhab men^askan bahwa kaum Musbmin wajib mencegah
kezaliman apa pun yang menimpa ahludvi dr^immah. Bahkan sebagian danfuqaha*
itu menegaskan bahwa kezaliman terhadap ahlud^ dv^mmah lebih besar dosanya
^jaripada kezaliman terhadap sesama Muslim (Qardhawi, 1994: 27).
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3. Perlindungan Nyawa, Badan, Harta, dan Kehorniatan.
Hak perlindungan yang ditetapkan bagi ablud!(^ dvrtmmah mencakup

perlindungan keselamatan darah (nyawa) dan badan mereka sebagaimana
mencakup pula harta dan kehormatan mereka. Darah dan nyawa mereka
sepeniihnya dijamin keselamatannya dengan kesepakatan kaum Muslim.
Menurut pendapat para ulama, membimnh mereka haram hukumnjra. Nabi
Saw. bersabda: *'RaraHg siapa membunub seorang mu'ahad (j/aktd^ang tenkM
perjanjian keselamatan den^n kaum MusBm) Hdak akan mendum bau barum mrga»
sedangkan harumnya dt^at Urdum dart jarak petjalanan empat pulub tabun (HR.
Ahmad dan al-Bukhan). Dari hadits ini, sebagian ulama betpencJbpat bahwa
seotang Muslim yang membunuh seorang abludv^ dr^immab dapat diPnikum mari
dan sebagian yang lain tidak dapat Hihnlnitn matL Hal s^jerti ini Tuga ter|adi
pada masa sahabat (Qardhawi, 1994: 28-30).

Dalam hal perlindungan harta benda, para ulama dan semiua mazlMb
bersepakat untuk harta benda kaum minoritas non-N^slim {ab^ttd^
dv^tnaB^. Terkait dengan hal ini Umar bin Khadithab berpes^ kepada Abu
Ubaidah: "C^ahlah kaum Muslimdari bettindak zhalim terhadap^mereka O^kni
abludr^^ mengganggu ataupun memakan harta mereka ikecuah dmigan
cara-cara yang menghalalkannya." (Qardhawi, 1994: 35). Siapa pun ,yang
mencuri harta milik seorang D:Qmm akan dipotoog tangaon^ siapu ya^
merampasnya akan Hihnlnim harta itu pun akan dikembailikan kepa
pemiliknya.

Perlindungan yang sama yang diberikan kepada ahlud^ d:^wmab
dalam hal kehormatan. Islam juga mjembedkan perbadungan )sefmda. Z
ds^immab sama seperti yang Hihgrikfln kepada kaum Muslim. Siapa pun ti
boleh mencaci seorang D^^nwaataixpim meni^ukan tuduhan pabw/terfia^pnjra,
menjelekkannya dengan suatu kebohongan, mempeiguncingfeannya deng^
suatu ucapan yang tidak disukainya (Qaid^wi, 19914: 37).
Itulah beberapa yang ol^ Islam kepada kaum fsainoiitas non Mus

lim yang betada dalqt|r| nflnngan kekuasaan Islam. Adapun f^minan-jaminan yang
diberikan kepada mereka di antaranya seperti bedkut

I. Jaminan Had Tua dan Kemisldnan
Islam memberikan jaminan kehidupan ywig layak bagi orang-oiang non

Muslim yang berdiam di daerah kekuasaan kamn Muslim serta keluajga yan^
menjadi tanggungan mereka. Ba^ mereka yafiig sudah berusia tua dan su
tidak lagi mampu bekerja atau sakit sehingga tidak lagi dapat mencukupi
kebutuhan hidup mereka, mafca mereka difeebaskan dari kewajibany/^-^?'̂ *
bahkan mereka berserta keluargi^ya kemudian menjadi tanggungan BaMMa/
(kas negara). Demikianlah yang dilakuk^ oleh Khalifah Abu Bakar dalam
memperlakukan kaum minoritas (Qardhawi^ 1994:39).Jadi, para abludt^d^immah
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yang benar-benar jatuh dalam kemiskinan harus mcndapat perhatian kl.usus
dan penguasa untuk dibeiikan santunan atau bantuan untuk kehidupan

Dengan ini maka berlangusunglah jaminan sosial dalam Islam sebagai
suatu konsep umum yang meUputi seluruh anggota masyarakat, Nfeislim atau
non-Muslim.

2. Jaminan atas Kebebasan Beragama
Kebebasan beragama dan beribadah dijamin dalam Islam, baik bagi kaum

Muslim maupun non-Muslim. Tidak diperbolehkan melakukan tekanan dan
ancaman agar mereka memeluk ag^ Islam (QS. al-Baqarah (2): 256 dan QS.
Yunus (10): 99). Dalam sejarah tidak pernah dikenal suatu bangsa Muslim
memaksa aJ^/udz d^immah (non-Muslim) untuk memeluk Islam. Begitu juga
Islam telah men}aga dengan baik rumah-rumah ibadah milik kaum non-Mus
lim serta menghargai kesudan upacara-upacara ritual meyeka (Qardhawi, 1994:
45). Hingga sekarangpun tidak dijumpai negara-negara Islam yang memaksakan
kepada penduduknya yang non-Muslim memeluk Islam. Yang terjadi justeru
sebaliknya, banyak kaum Muslim di negara-negara yang mayoritas penduduknya
non-Muslim mendapat tekanan dan ketidakadilan, sehingga kaum Muslim tidak
dapat menjalankan agamanya dengan leluasa.

Kebebasan berd^ dijamin oleh Islam sejak zaman Nabi Muhammad
Saw. Nabi tidak pemah memaksa rakyat Madinah yang tidak memeluk Islam
untuk mengubah agamanya. Nabi Saw. hanyalah mendakwahkan Islam kepada
mereka. Soal konversi ke agama Islam tergantung kepada kesadaran mereka.
Hal ini berbeda dengan yang terjadi di Bizantium. Negara ini memaksakan
agama tertentu kepada seluruh ral^at yang berada di bawah pemerintahannya.
Rakyat tiHak memiliki hak kebebasan untuk menganut suatu agama. Karena
itulah, banyak rakyat yang tidak merasa senang dengan penguasa Bi2antium^(
Nasution, 1985: ^).

3. Jaminan atas kebebasan bekerja dan berusaha
Kmm mmoxitas non-Muslim memiliki kebebasan untuk bekerja dan

berusaha, memilih pekerjaan-pekerjaan bebas yang mereka inginkan, dan
mengelola berbag^ kegiatan ekonomi sama seperti kebebasan yang
dimiliki oleh Muslim. Selain hal im, mereka juga dapat menikmati
kebebasan penuh Halqm perdagangan, industd, dan keterampilan (Qardhawi,
1994:51). Dalam kenyataannya sekarang di negara-negara Islam sektor ekonomi
banyak yang dikuasai oleh kaum non-Muslim, sehingga dalam masalah im
mereka menjadi pengendalinya. Hal ini terjadi juga karena adanya dukungan
dari negara-negara maju yang kuat ekonominya, seperti Amerika Serikan dan
ne^ura-'ne^ura Hropa Barat.
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4. Jaminan jabatan dalam pemerintahan
Ahludfi^d^mmah juga memiliki hakuntuk menduduki jabatan-jabatan dalam

pemerintahan seperti halnya kaum Muslim, kecuali jabatan-jabatan keagamaan,
seperti imam, pemimpin tertinggi negara, panglima tentara, hakim untukkaijun
I^uslim, penanggung jawab urusan zakat dan sedekah, dan yang sejenisnya.
Jabatan-jabatan seperti inisangat terkait dengan agama Islam danajacan-ajar^
yang ada didalamnya yang harus benar-benar dijaga dan dipelihara ol^ kaum
Muslim (Qardhawi, 1994: 53). Tugas-tugas di luar bidang keagamaari itii boleh
diserahkan kepada abludi^^ d^mntah bila mereka memiliki persyaratan' khusus,
seperti kecakapan, kejujuran, dan kesetiaan kepada negara. Hal ini menunjukkan
betapa tingginya toleransi Islam terhadap penganut agama lain- Namun toleransi
ini tidak sampai melewati batas yang dapat membahayakan aqidah kaum Mus
lim serta kelangsungan dan kejayaan pemerintahan Islam, i

Perlu ditegaskan disini^ bahwa adanya perlindungan dan jaminan terhadap
kaum non-Muslim seperti di atas bukan merupakan pemberian graUs dan Is
lam. Islam memberikan hak-hak semacam itusebagai imbangan dankewajiban-
kewajiban yang mereka lalnikan. Artinya perlindungan dan jaminan itu akan
diberikan kepada kaum non-Muslim jika mereka benat-benar melak^nakan
kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara. Jika kewajiban-fcewajiban itu
tidak mereka penuhi, tnalfa perlindungan dan jaminan^ j^g^ tidak bisa mereka
peroleh. Kewajiban-kewajiban yang harus dipeniAi l^um Muslim ablud^
d:(^maB) adalah: 1) kewajiban keuangan seperti membayar^ljwA, khMnaj^ dan
pajak perdagangan, 2) mengikat diri dengan huk^mi-hukum konstitusi Islam
dalam muamalah, ^^an«^^lfsi-tTflflsflksi di sektor sipil dan sebagainya, dan 3)
menghormati syi'ar-syi'ar Islam serta menjaga perasaan-pet^saan kaum Mus
lim (Qardhawi, 1994: 71).

Penutup
Dari pembahasan tyntqng jaminan Han perlindungan y^iigdiberikan Islam kepada

kaum minoritas non-Muslim, dapat ditegskan kembs^ bahwa Islam benar-benar
agama mhmatan HValaminy agama yang benar-benar membenkan ifiahmat bagi sernua
umat manusia di muka bumi ini jrang ddak terbatas pada umat Islam saja. Hisistum
Islam, yang merupakan bagian d^ri Islam, membawa misi utama untuk teroptanya
kemaslahatanmanusiatersebut.Karenaitulahmakakeberadaanumat laindi negara-
negara Islam tetap akan mendapatkan hak-haknya secara luas sebagaimana umat
Islam, selama kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada mereka dapat dipenuhi
secara baik.

Berbagai kejadian yang menimpa umat Islam di negara-negara non-Islam
sekarang membuktikan bahwa kerahmatan Islam itu tidak dimiliki oleh agamalain.
Kaum non-Muslim dengan leluasa meoekan dan mcngmtimidasi umat Islam yang



^' 24 Marauki, IVrlindungan Uukum Islam tcrhadap Kaum Minoritas Non-Muslim di Ncgara Islam

tnenjadi kaum niinoritas di negata mereka. Kekuatan Islam sekarang yang jauh di
bawah kekuatan umat lain tidak dapat memberikan tekanan yang berarti kepada
negara^negara tersebut untxd lebih memperlakukan kaum Muslim secara adil. Hal
ini jauh berbeda dengan yang menimpa kaimi minoritas non-Muslim di negarac^
ne^jiia Islam. Mereka ini dengan leluasa dapat melakukan semua akOAdtas mereka,
baik yang terkait dengan kehidupan keagamaan mereka maupunyangterkaitdengan
kehidupan keduniaan mereka.
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PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PRAKTEK

PENYELENGGARAAN NEGARA DI INDONESIA DALAM ERA

GLOBALISASI

Oleh: Sri Hartini

Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

People's attention of human right protection whether ifs connected with personal orsociety
human right is increasing. Inglobalif^tion process, the human right's problem is om of the
international topic. It means that the human right abuse wiilgive bad effects to the international
life.

A^ccording to the human rightprotection in Indonesia, espedalfy tngloba^^a^on era can be
seenfrom the law side in human right aspect. There isan improvement which are regulation and
harmonisation. hut infact, the human rightprotection is less in Indonesia. Human right abuses
have been happening in the law, economy, social and politic. Bat if the mecanisme of the
National Commission on Human Rights (Komnas HAM), Commission on Truth and Recon
ciliation (KKR) and Human RightJustice are being continued, the prospect of hmnan right in
Indonesia will be better andIndonesia wonH be cate^iy as less human right protection country
in handling globalisation. So, it's verry needed to reaUs^e and siciali^^ the human rightfor all
the citi:^ns {including the people in the govemeni) through the educa^n system.

Kata Kimci: perlindungan HAM, instrumen HAM, HAM masa Orde Bam,
HAM eraglobalisasi

Bendahuluan

Dewasa ini masalah asasi manusia (HAN^ semakm semarak di Indonesia.
Hal ini ditandai semakin meningkatnya tuntutan anggota masyacakat baik secara
individu maupun kolekdf terhadap penegakan HAM-nya. Fenomena tersebut
menunjukkan betapa besar perhatian masyarakat terhadap HAM, baik yang
menyangkut pribadi maupun HAM secara kelotnpok. Berbicara masalah HAM dapat
berkaitan dengan pelbagai dimensi kajian, antara lain dapat berkaitan dengan
konstelasi politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya serta pertahanan dan
keamanan, sehingga masalah HAM sebenamya menyangkut berbagais^kehidupan
dalam berbangsa dan bemegara.

Masalah HAM sesungguhnya bxifl^anlah meiupakan masalah yang baru
sebagatmana istilah HAM yang baru diki^nal seteLih Perang Dunia 11 pada awal
pembentukan PBB pada tahun 1945. HAM dalam pelbagai konteks pemahaman
sudah dikenal dan diperjuangkan puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu oleh

\
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bangsa-baagsa di dunia. Bangsa-bangsa di dunia pada tahun 1948 melalui "Univc -
salDeclaration ofHuman Rights" (UDHR) telahsepakatmenyatakanbahwa "s iiiap
manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-halaiya".

HAM berasal dari martabat yang inheren dalam diri manusia, ;^emijiian
ditegaskan oleh Konvensi PBB mengenai hak-hak sipil dan poUtik tahun 1966.
Hak ini bersi£at sangat mendasar, dalam arti pelaksanaannya mutlak diperlukan
agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, dta-cita serta martabatnya.
Hak ini juga dianggap universal artinya dimiliki manusia tanpa perbedaan
berdasarkan bangsa, ras, agama atau jenis kelamin.

Secara objektif prinsip pedindungan eiethadap HAM antara negara yang satu
dengan lainnya adalah sama. Namun pelaksanaannya tidaklah demikian. Artinya
pada suatu waktu ada persamaan kehendak terhadap apayang sebaiknya dilindungj
dan diatur, namun pada waktu yang lain ada perbedaan persepsi dan penafsitan
terhadap HAM antara n^ara yang satu dengan yang lainnya.^Perbedaan tersebut
lebib banyak disebabkan adai>ya latar belakang kehidupan yang mencakup ideologic
politik, ekonomi, sosial dan budaya dan masing-maging negara yang tidak sama.

Bcfkaitan dengan pelaksanaan HAM di Indonesia, selama ini Indonesia sering
dijadikan **kambing hitam" terutama oleh pihak-pihak negara Barat. Dalam hal ini
tidak sedikit kasus yang ditu^ng^can negara Barat atau dunia intemasional bahwa
Indonesia sebagai pelanggt^^i^AM berat., seperti dalam kasus: pasca jajak pendapat
Timor-Timur, Aceh, Tanjung Priok, txagedi Semanggi Han yang aktual terbunuhnya
pejuang HAM yakni Munir yang sampai saat ini belum terungkap, dan lain
sebagainya- Sehubungan dengan hal tersebut dalam era globalisasi bagi neg^ yang
tidak men^akkan HAM akan mengalami kesulitan Halam hubungan intemasional.

Dalam proses globalisasi tidak hanya melanda kehidupan ekonomi, tetapi telah
melanda kehidupan yang lain seperti politik, sosial budaya, pertahanan keamanan
(hankam), ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), pendidikan dan hukutn.
Globalisasi di bidang politik antara lain terasa dengan adanya isue tentang
lingkungan hidup, transparansi, keterbukaan, demokratisasi dan HAM. Globalisasi
semakin memperkuat pemikiran-pemikitan untuk mengoperasionalkan nilai-nilai
dasar HAM yang bersifat univmal, inmsibk and interdependent and interrelated. Bahkan
sering ditegaskan agar masyaiakat intemasional memperlakukan HAM secara glo~
bal in afair and equal maner, on the samefooting, and with the same emphasis (Muladi,
1997: 11). Senada dengan Muladi, Dimyati Hartono mengemukakan bahwa
globalisasi dengan keterbukaannya, telah mengangkat persoalan HAM menjadi
petsoalan gjiobal, dalam arti pelanggaran terhadap hak asasi yang terjadi di suatu
negara menjadi perhadan dan keprihadnan intemasional yang dapat berdampak
kepada citra demokratis atau otoritemya suatu pemerintahan. Bahkan lebih diti
itu suatu pemerintahan yang bersifat otoriter dan kurang menghormati HAM dapat
menerima akibat yang ddak menguntungkan dari masyarakat intema-
sional(Hattono, 1997: 61).
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Sebenarnya Indonesia sejak menyatakan kemerdekaannya sudah peduli
terhadap HAM.Undang-Undang Dasar1945 yang dibuatsebelum lahimya Deklara^
universal tentang HAM tahun 1948, sudah mencantumkan ketentuan-ketentuan
yang.berkenaan dengan HAM dalam pembukaan maupun batang tubuhnya.

^Demikian juga dalam kedua UUD yangpemah berlakudi Indonesiayakni UUDS .
dan Konstitusi RIS juga sudah memasukkan bahasan tentang HAM. Kemudian
pada masa Orde Baru sudah berhasil dibuat pelbagai perundang-undangan yang
mempunyai kaitan dengan pelaksanaan HAM, Lembaga-lembaga yang da^at
menjadi tumpuan dalam pelaksanaan HAM juga sudah dibentuk seperti Kbmisi
Nasional (Komnas) HAM. Kemudian pada era reformasi, telah berhasil
mengundangkan UU RI No. 35Tahun 1999 tentang HakAasasi Manusia dan UU
RI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Di samping itu
empat kali amandemen UUD 1945, banyak memuat pasal mengenai HAM. Namun
dalam kenyataannya yang terjadi dalam prakdk penyelenggaraan negara, dewasa
ini masih dijumpai bahwa para penyelenggara negara dalam menangam persoalan-
persoalan konkret yang terkait dengan HAM masih terdapat kelemahan dan
kekutangan, yakni lebih banyak menggunakan pendekatan kekuasaan {power ap
proach) daripada pendekatan hukum {legal c^proacH).

Berkitan dengan uraian tersebut di atas perlu kiranya dikaji mengenai
perlindungan HAM dalam praktik penyelenggaraan negara pada era globalisasi

Pengertian dan Jenis-jenis HAM
Secara sederhana yang dimaksud dengan HAM adalah hak pokok atau hak

dasar manusia yang hams diperhatikan di dalam berbagai macam peraturan
pemerintah baik yang berbentuk tertulis maupun yang berbentuk tidak tertuhs.
Menurut Franz Magnis-Suseno (1995: 40), HAM adalah hak-hak yang melekat
pada manusia Icarpna martabatnya, dan bukan karena pembeiian masyarakat atau
negara. Leah Levin (1987: 3), tnengemnlc^k^n bahwa konssp HAM mempunyai
dua pengertian dasar. Pertama, bahwa hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan
dicabut adalah hak mamisia karena ia seorang manusia. Hak-hak ^ adalah hak-
hak moral yang berasal da" kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan
untuk menjamin martabat setiap manusia. Arti yang kedua dari hak-hak asast
manusia adalah hak-hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses
pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun
internasional.

Selanjutnya menurut UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
Pasal 1 butir 1 yang dimaksud H<\M adalah seperangkat hak yang melekat pada
hakekat dan keberadaan manusia sebagai liXiakhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi
oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta
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periindungan harkat dan martabat manusia. Di samping itu juga mendifinisikan
kewajiban dasar manusia, yakni seperangkat kewajiban yang apabila tidak
dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi
manusia.(Pasal1 butir 2).Dakm implementasinya selaludiperhatikan keseimb^gan
antata hakdan kewajiban dan antarakepentingan perseorangan dengan kepentingan
umum.

HAM tersebut biasanya dibagi dan dibedakan atau digolongkan menurut
sifatnya dalam beberapa jenis, sebagai berikut:
1. Hak-hak asasr pribadi (personal rights) yang meliputi kemerdekaan menyatakan

pendapat dan memeluk agama, kebebasan bergerak dan sebagainya.
2. Hak-hak asasi ekonomi atau hak untuk memiliki sesuatu {property rights) untuk

membeli atu menjual barang miliknya tanpa dicampuri secara berlebihan oleh
pemetintah.

3. Hak untuk mendapat petlakuan yang sama dan sederajat dalam hukum dan
pemetintahan (rights oflegal equali^.

4. Hak-hak asasi politik {political right^ yaitu hak untuk turut setta di dalam
pemenntahan dengan turut memilih dan dipilih, mendirikan partai politik dan
mengadakan petisi.

5. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan {socialand cultur rights), seperti di antaranya
untuk memilih pendidikan ^h mengembangkan kebudayaan yang disukainya.

6. Hak yang dapat kita namakan sebagi hak tatacara peradilan dan jaminan
perlindungan {procedural rights) (Sumanang, 1997: 6).
Berkaitan dengan HAM tersebut, kategori atau substansi HAM itu sendiri juga

mengalami perkembangan yang luar biasa. Dalam konsep awalnya, yang menjadi
dasar hak yang dikenal sebagai generasi j^ertama adalah hak-hak sipil dan politik
berdasarkan prinsip kebebasan, dan ditujukan pada eksistensi insan pribadi dan
kemungkinan perkembangannya. Generasi kedua mengandung hak ekonomi, sosial
dan kebudayaan, berdasar prinsip persamaan dan ditujukan kepada hubungan
kemasyarakatannya. Generasi ketiga mencakup hak asasi yang merupakan hak
bangsa-bangsa, dan berdasar solidaritas bangsa seperti layaknya suatu bangsa untuk
menentukan nasibnya sendiri; hak atas perdamaian, dan hak atas lingkungan yang
layak. (Sujata, 2000: 50).

Konsepsi HAM dalam Universal Declaration of Human Rights
(UDHR).

Pada tang^ 10 Desember 1948 Majelis Umum PBB mengesahkan UDHR,
yang memungkinkan HAM bersifat universal, yang tidak lagi lokal atau merupakan
kepentingan suatu negara melainkan hak asasi imtuk seluruh umatmanusia didunia.
Sebenamya UDHR tersebut disebut sebagai tonggak perjuangan HAM yang kedua
setelah BiU of Rights.
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UDHR terdiri dari 30pasal dengan satu pembukaan (Mukadimah) yang terdiri
dari 6 alinea. Dilihat dari isinya UDHR terdiri dari.tiga kategori. Pertama, hal-lial
y^ng berhubungan dengan hak-hak sipil dan politik yang menjadi haksemua orang
diaturdalamPasal 3-21. Kedua, hal-hal yangberhubungan dengan hak-hak ekonomi,
sosial dan kebudayaan yang menjadi hak semua orang diatur dalam Pasal'22-27.
Ketiga, merupakan pasal-pasal penutup, yaitu Pasal 28-30.

Lebih rinci, substansi yang diatur sebagai hak-hak sipil dan politik fnel^uti:
hak untuk bebas dari diskriminasi; untuk memiliki kehidupan, kebebasan, dan
keamanan; untuk bebas beragama; untuk bebas berpikir dan berekspresi; untuk
bebas berkumpul dan berserikat; untuk bebas dan pengamayaan dan hukuman
kejam; untuk menikmari kesamaan di hadapan hukum; untuk bebas dari
penangkapan secara sewenang-wenan^ untuk memperoleh peradilan yang adil;
untuk mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi ^rivasi); dan untuk bebas
bergerak. Sedangkan hak sosial dan ekonomi di dalam Deklarasi mencakup: hak
untukmenikah danmembentuk keluarga, untuk bebas danperkawinan paksa, untuk
memperoleh pendidikan, untuk mendapat pekerjaan, untuk menikmati standar
kehidupan yang layak, untuk istirahat dan bersenang-setiang, serta untuk
niemperoleh jaminan selama sakit, cacat atau tua.

HAM sebagaimana yang dipahami di dalam dokumen-dokumen HAM yang
mimcul pada abad ke-20 seperti UDHR, mempunyai beberapa dri yang menonjol.
Pertama, HAM adalah ha^ yang menunjuk pada norma-norma yang pasti dan
memiliki prioritas tinggi yang penegakannya bersifat wajib. Kedua, hak-hak ini
dianggap bersifat universal, yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena iaadalah
manusia. Pandangan ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa karakteristik
seperti ras, jenis kelamin, agama kedudukan sosial, dan kewacganegaraan tidak
relevan untuk mempersoalkan apakah seseorang memiliki atau tidak memiliki HAM,
ini juga menjriratkan bahwa hak-hak tersebut dapat diterapkan di seluruh dunia.
Salah satu ciri khusus dari HAM yang berlaku sekarang adal^^i HAM itumerupakan
hak internasionaL Ketiga, HAM dianggap ada dengan seoditinya, ridak bergantung ,
pada pengakuan dan penerapannya di dalam sistem adat atau sistem hukum di '
negara-negara tertentu. Hak ini boleh jadi memang belum merupakan hak yang
efektif sampai ia dijalankan menurut hukum, namun hak itu eksis dan sebagat
standar argumen dan kritik yang tidak bergantung pada penerapan hukumnya.
Keempat, HAM dipandang sebagai norma-norma yang penting. Meski tidak
seluruhnya bersifat mutlak dan tanpa perkecualian, HAM cukup kuat
kedudukkannya sebagai pertimbangan notmatif untuk diberlakukan di dalam
benturan dengan norma-norma nasional yang bertentangan, dan untuk
rT'-.rinbenarkan aksi intcmasional yang dilakukan demi HAM. Kelima, hak-hak ini
»nengimplikasikan kewajiban bagi individu maupun pemerintah. Adanya kewajiban
ini, sebagaimana halnya hak-hak yang berkaitan dengannya, dianggap tidak
bergantung pada penerimaan, pengakuan, atau penerapan terhadapnya. Pemerintah
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dan orang-orang yang berada di mana pun diwajibkan untuk tidak melanggar h: l
seseorang, kendati pemerintah dari orang tersebut mungkin sekaligus memiliki
tanggung jawab utama untuk mengambil langkah-langkah positif guna melindungi
dan menegakkan hak-hak orang lain. (Nickel, 1996: 4-6). ^

Perlindungan HAM dalam Pifaktik Penyelenggaraan Negara di
Indonesia dalam Era Globalisasi

Untuk menggambarkan perlindungan HAM dalam penyelenggaraan negara
dalam era globalisasi di Indonesia perlu kiranya dikemukakan perlindungan HAM
dalam praktek penyelenggaraan negara Indonesia pada masa Orde Baru. Hal ini
penting, karena secara faktual urgensi pemajuan penyelenggaraan HAM di Indo
nesia dewasa ini akan berkaitan dengan bagaimana menyikapi warisan masa lalu
dan bagaimana menentukan landasan kemasa depan dalam era globalisasi. Warisan
masa lalu adalah berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran HAM yang tidak pernah
diajukan ke pengadilan, sementara visi ke depan adalah bagaimana negara
mendptakan landasan perlindungan HAM yang lebih transparan, adil dan beradab.

Berkaiatan dengan hal mi, tidaklah mungkin bagi WNI untuk melepaskan
pengamatan terhadap organisasi kekuasaan politik yang bemama negara (state).
Hal ini mengingat sejarah perl^fnbangan negara yang cenderung menempati secara
dominan dalam hubungannya dengan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat. Oleh
karena itu, dalam melihat pelaksanaan HAM, bukan saja secara teoriris tapi juga
cara praktis, hams mempertimbangkan posisi dan peran negara di Indonesia.

Secara umum dapat dikatakan bahwa persoalan HAM di Indonesia dilihat dari
bagaimana perjuangan golongan-golongan masyarakat baik secara individual
maupim kolektif dalam menghapuskan atau setidaknya mengurangi represi negara.
Keberadaan negara dan peran dominan dalam bidang politik, ekonomi dan
kebudayaan telah menyebabkan hak-hak asasi penduduk sipil di Indonesia sering
mengalami penekanan. Peran dominan negara ini didasarkan atas alasan
pembangunan ekonomi.

Perlindimgan HAM dalam praktik penyelenggaraan negara (penegakan HAM)
pada masa Orde Baru mempunyai ciri khas adanya dua persoalan: persoalan filosofis
dan persoalan praktis. Persoalan filosofis dapat berwujud adanya persepsi yang
keliru terhadap hakekat upaya penegakan HAM. Persoalan praktis adalah adanya
kesenjangan yang belum sepenuhnya terjembatani antara penegakan terhadap
prinsip-ptinsip HAM dalam konsep teoritis-yuridis-formal dengan praktik politik
pelaksanaan HAM.

Sebagaimana diketahui, UUD 1945 (sebelum diamandemen) yang berlaku pada
masa Orde Baru, meskipim tidak terperind seperti KRIS dan UUDS, telah memuat
beberapa ketentuan penting mengenai HAM, seperti dalam Pasal-pasal : 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34. Selain adanya jaminan konsdtusi juga terdapat
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jaminan HAM di dalam berbagai produk peraturan perundang-imdanganan yang
lebih rendah tingkatannya.

Persoalan muncul tatkala terjadi kesenjangan diantara produk hukum tersebut
dengan kenyataan/realita/praktik penyelenggaraan negara. Berkaitan dengan hal
tersebut, setidaknya terdapat bentuk umum pelanggaran HAM yang dapat ditemui
dalam praktik penyelenggaraan negara pada masa Orde Bani, antara laian iPertama,
masih cukup populernya praktik represi politik oleh aparat negara. Kasus
penanganan konflik-konflik politik baik berbentuk demonstrasi, protes, ke'rusuhan,
serangan bersenjata, maupun pembunuhan dengan alasan politik. Penanganan kasus
Tanjung Priok, Kedung Ombo, Santa Cruz, Sampang, Peristiwa 27 Juli 1996 yang
dikenal sebagai "Sabtu Berdarah Sabtu Kelabu" dan yang tetslkhir adalah seal or-
ang hilang yang oleh Koninas HAM dinyatakan sebagai pelamggaran berat HAM
Q^daulatan RaJ^aty tanggal 1Mei 1998:1). Kemudian penggunMn UU anti subversi
secara amat longgar, leluasa dan lentur serta tergantung pada penafsiran dan
kepentingan negara merupakan contoh lain pelanggaran HAM dalam bentuk represi
politik. Hal ini juga merefleksikan masih kurang akomodadfhya instansi hukum
dan peradilan bagi upaya penegakan HAM.

Kedua, praktik pembatasan partisipasi politik atau apa yang dikenal sebagai
depolitisasi. Praktik ini merupakan satu bentuk pelanggaran HAM, karena
cenderung me.nginglfati Vialc yang Himtliki warga untuk berserikat, berkumpul dan
mengeluarkan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 dan juga
dalam UDHR. Sebagai contoh adalah: depolitisasi mahasiswa, kebijakan
monoloyalitas birokrasi dan kebijakan massa mengambang, adanya rekayasa pemilu
dan litsus. Ketiga, praktik ekploitasi ekonomi beserta implikasi sosialnya merupakan
pelanggaran HAM yang ditemui dalam masyarakat. Baik ekploitasi yang dilakukan
oleh pelaku-pelaku yang teroiganisasi dan terlembaga sepcrti negara, perusahaan
nasional dan multinational, maupun ekploitasi yang tidak terorganisir, tidak
terlembaga dan biasanya tertutup. Persoalan di geputar perburuhan atau
ketenagakerjaan merupakan bentuk yang paling populer, sekaligus paling
memprihatinkan dari pelanggaran HAM melalui cara ekploitasi ekonomi Sni.
Pelanggaran HAM yang HimTliki oleh buruh ini sangat luas mulai dari upah yalng
sangat rendah, tidak diijinkannya pendirian serikat kerja. Hal ini menunjukkan
adanya pelanggaran terhadap hak kesejahteraan sosial yang tidak sesuoi dengan
Pasal 33 UUD 1945 dan bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM dalam UDHR.

Dari uraian tersebut membuktikan bahwa masalah penghormatan dan
penegakan HAM di Indonesia telah banyak disuarakan ketika Rejim Orde Baru
masih berkuasa. Praktik-praktik kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara
terhadap orang-orang yang dianggap menjadi penghambat bagi "pembangunan"
atau dengan berbagai alasan pembeiiar yang lain yang diciptakan pada masa itu
telah menimbulkan keprihatinandan desakantentang periunyapenghormatan HAM
oleh negara. Penghormatan HAM dalam praktek penyelenggeraan negara tidak
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hanya menjadi wacana akademis, tetapi juga menjadi tema bagi LSM, gerakan-
gerakan reformasi dan prodemokrasi di Indonesia. Bersamaan dengan itu, tekanan
masyarakat internasional terhadap praktik-praktik politik kekerasan dan pelanggajran
ham di Indonesia juga makin kuat. ^

Akibat kekuasaan penguasa yang otoriter atau tanpa kontrol tersebut, yang
banyak terjadi berbagai penyimpangan hampir dalam semua aspek kehidupan
bernegara. Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) merajalela dan membudaya,
akhimya badai krisis ekonomi menjadi krisis multidimensi. Rakyat yang dipelopori
mahasiswa menuntut dilakukannya teformasi di segala aspek kehidupan berbangsa
Aan bemegara. Akhirnya runtuhlah Otde Baru bersamaan mundurnya Soeharto
pada tanggal 21 Mei 1998.

Selanjutnya untuk mempetoleh gambaran mengenai perlindungan HAM dalam
praktek penyelenggaraan negata di Indonesia setelah reformasi dalam era globalisasi,
sangat relevan dan layak dicermad seperti insrumen hukum, aspek kelembagaan
yang tersedia dan bagaimana penegakan pelanggaran HAM warisan masa lalu
maupun saat ini.

Berkaitan dengan iri'trumen hukum atau perangkat hukum nasional, sejak
bergulimya reformasi telah terjadi kemajuan, yakni munculnya regulasi di bidang
HAM, antara lain: Ketetapan MPR RI No. XVIII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi
Manusia; UU RiPo. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UURI No. 26
Tahun 2000 tentang Pengadilan HakAsasi Manusia, UUD 1945 basil Amandemen,
dirumuskan baik dalam Pembukaan maupun dalam pasal-pasal UUD 194 (Pasal
28A s/d 28J). Kemudian Peraturan Presiden RI No. 7Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009, penghormatan, pemenuhan,
dan penegakan dan penggkuan HAM merupakan sdah satu dari sasar^ strategi
pembangunan Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang
membetikan jaminan terhadap HAM.

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa prospek perlindungan HAM secara
nortnatif di Indonesia cukup baik. Namun belum tentu mencerminkan keberadaan
HAM secara riil dalam praktikpenyel^garaan negara. Keberadaan prinsip-prinsip
HAM dalam XJUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya dapat dilihat
pula sebagai "possisionparadoi^* dalam artian memiliki HAM tetapi tidak menikmati
HAM karena lemahnya rasa hormat terhadap HAM. Hal ini bisa dilihat masih
banyak terjadi pelanggaran HAM dalam penyelenggaraan pada era reformasi, antara
lain dapat digambarkan berikut ini.

Pertama, yang terkait dengan perlindungan HAM di bidang penegkan hukum
masih bersifat diskrmunatif, sehingga prinsip persamaan dimuka hukum tidak
terpenuhi, baik dan penyidikan, penimtutan dan peradilan miaupun sampai pada
dngkat pembinaan napi di lembaga pemasyarakatan. Ada beberapa catatan yang
perlu dicermati, antara lain: l).Kjeluarnya peraturan perundang-undangan tersebut
di atas secara normatif telah menimbulkan komplikasi dalam sistem hukum di
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Indonesia khususnya dalam halpemberlakuan sunit terhadap peristiwa masa lalu,
karena secara prinsipiil UU RI No26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tersebut
bertentaogan dengan amandemen UUD 1945 khususnya Pasal 281 Ayat yang
secara hirarkhi fnemililri kedudukan yang lebih tinggL 2) UU inimengadopsi secara
parsial jenis-jenis pelanggaran HAM yang ada pada Ro/»e Statute 1998,
konsekuensinya jenis-jenis pelanggaran HAM yang dapat diajukan ke pengadilan
HAM lebih limitatif, berard membuka peluang terjadmya impunity. Balkan untuk
jenis-jenis pelanggaran HAM masa lalu, antara lain: pepstiwa Tarijjing Priok 1984;
penembakan mahasiswa Tri Sakti 12 Mei 1998; korb|an petkosaan di beber^pa
kota di Indonesia peristiwa 12 -14 Mei 1998); dan jeais-jenis pelanggaran HAM
era reformasi, antara lain: kerusuhan di Ambon, Nifcaluku 19-2 Januari 1999;
kerusuhan di Timor-Timur Pasca Jajak Pendapat Sepcsmber 1999; kerusuhan di
Ambon, Maluku, Februari-Maret 2000; Peristiwa Al^pura, 7 Desember 2000
maupun yang akan datang tidak terjangkau dan pelakunya dapat dibebaskan. 3)
Adanya pasal-pasal yang mengatur tentang otoritas parlemen secSra penuh xmtuk
menentukan ada tidaknya suatu proses peradilan HAM telah membuka peluang
terjadinya distorsi terhadap peradilan HAM olieih konflik kfepentingan polidk
yang ada di antara partai-partai politik. Dengan kata lain penegakan HAM dapat
diang^t dan dibeiokkan menjadi komoditas politik oleh kelompok tertentu. Bahkan
tidak tertutup kemungkinan DPR dapat menjadi-lembaga impunity bam.

Berkaitan dengan uraian tersebut perlu adaiiya kemauim politik dari penguasa
n^ara dan pedunya peninjauan kembaU terhadap UU RI No 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia, sehingga d?ipat terwujut penegakan pelanggaran
HAM yang benar Han adiL

Kedua, pedindungan HAM di bidang ekonomi dai^ sosial belum sesuai harapan
masyatakat Tedihatkorupsi yang oleh apiaiatpemenntah maupun anggota
Dewan Petwakilan baik di pusat maupun di daerah, dan aparat negara di
lembagan^ata yang lainnya. Di sanding itu ada kecenderungan berbagai kebijakan
pemerintah dirggalran gpmalrin mempefsulit usaha ckonomi lemah (UKM) sehingga
berakibat menimbulkan kesenjan^n sosial.t^aii ekonomi di masyarakat^ Berbagai
protes dan kaum buruh Han petani atas ketidakberpihakan kepada upa}^ ^erbaikan
kesejahteraan menunjukkan belum terakomodasinya kepentingan ekotiomi mereka.

K.etig;a, ptaktik reptesif atau peiiyiksaan oleh aparat n^;ara. Kasus konflik
politik baik yaog beibentuk ^itijpk tasa, demonttasi dan protes kerusuhan. Hal mi
bertentaogan dengan HAM, khususnya hak untuk bebas mengpmukakan pendapat
(UUD 1945 Pasal 28E Ayat (3)), hak politik waiga negara (UU RI Na 39 Tahun
1999, '*asal 33), dan bebas penyiksaan (UUD 1945, Pasal 28 G Ayat (3) joUU RI
No. 39 tahun 199?, P&sal 24),

Dan iiraian tcTsebut di atas dapat dikemukakan masih terdapat kesenjangan
perlindungan HAM secara normatif dengan praktik penyelen^garaan negara pada
eta g^obalisasi Namun dari s€igi intrumen hukum dibidang HAM terdapat langkah
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yang lebih maju. Di samping dari aspek kelembagaan tetdapat etikat bitik dan'
pememitah tampak dari adanya Komnas HAM, keanggotaan Komisi HAM dalam
PBB Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Pcngadilan HAM. Namim sebenarnya
yang dikehendaki bukan langkah-langkah yang fragmented melainkan langkah-
langkah yang nyata yakni reguksi dan harmonisasi hukiim di bidang HAM dengan
dokumen-dokumen internasional. Disamping itu dalam rangka membangun masa
depan yang lebih baik atau menghadapi globaUsasi perlu peningkatan penghayatan
dan pembudayaan HAM pada seluruh warganegara (termasuk aparatur negara)
melalui sistem pendidikan, memacu keberanian warga negara untuk melaporkan
pelanggaran-pelanggaran HAM secara propcrfsional.Tentu saja kesemuanya itu tetap
mengacu pada Pancasila dan UUD 1945.

Penutup
Betdasarkan uraian terseisi^t di atas, dapat dikemukakan kesimpxilan bahwa

petfindungan HAM dalam praktik penyelenggaraan negara dalam era globalisasi
Aari aspek instnimen hukum di bidang'HAM tetdapat kemajuan dalam arti normatif.
Perlindungan HAM sebagaimana diatur dalam UUD 1945 sebagian sudah
Hialciiialisasilran dalam pctatutan perundang-undangan (dalam hukum positif) dan
sejalan dengan ptinisip-prii^lJ HAM di dalam Instrumen HAM internasional.
Namun Halam praktek masih ditemui adanya benturan antar^ apa yang diharapkan
Hf^gan yang senyatanya, yakm masih terdapat pelanggaran HAM baik di bidang
hukum, ekonomi dan sosial serta politik

Selanjutnya mengenai perlindungan HAM dalam praktik penyelenggaraan
n^ara masih tergplong ne^a yang kurang dalam perlindungan HAM. Namun
dengan adanya Konmas HAM danKKRserta pengadilan HAM, lebih-lebih apabila
ditindaklanjuti penyenpumaan dan pembenahan pengaturan hukum positifuntuk
selalu dihairmonisasikan dengan dokumen-dokumen internasional serta adanya
mekanisme perlindungan HAM secara terpadu, maka prospek perlindimgan HAM
di Indonesia akan semakin baik- Sehingga dalam mengahadapiera globalisasi Negara
Indonesia tidak lagi dikategorikan sebagai negara yang kurang dilam perlindungan
HAM. Di samping itu petlu peningkatan penghayatan dan pembudayaan HAM
pada warga negara (termasuk aparatur negara) melalui sistem pendidikan, memacu
keberanian wai^ negara untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran HAM secara
proporsionaL Tentu saja kesemuanya itu tetap mengacu pada Pancasila dan UUD
1945.
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Abstrak

The human fight in Constitution 1945 responsive adopt the universal human right values
though in rough this matter is caused hy ihe existence of difference teoritical degree and imple
mentation because the teoritical de^e concerMng substansi human right, while implementation]
concerning relevantin cultiirally where this human right will be applied. Become non substansi
ofhuman right to change the social society ^stenty but process and itself implementation to
change it.

Because the Constitution 1945 only loadingfundamental things^ hence according to MPR's
Decision No. XX Year 1966,, thatfundamental rule require to be formulated in executor
regulation below its, goodness in thefo^ of MPK*s Decisions and also law which ismade ^
president with DPK Presumably vety precise ^ human right in Constitution 1945 very sumir
and shorten thatformulated more complete in MPR's decision and tofasten all state organ.

In MPRi decisions the bills, human rightformulated in detail and detailed, good
ness rights had each and ei^eryone as inditddual, rights each and everyone as citi^n and also
rights having the character ofcollective. Also obligation of basic rights had by the human beit^
and Indonesia citii(en. Inseparable Rights with the obligation. Between rights and obligations^
ofinseparable supposing sekeping metal mon^ one another.

From all that, all important is the straightening of human right in real life. At reform era
this time, case which gristle of humtm ri^t collision, either hy individualness and also state
or^n, have to be avoided. More than anything else our nation will enter the third milenium
with the era ofgbbali:(^on and liberalisasi. In this time, relation between country coloured^
the global issue, like democrati:(ation, human right and environment.

Kata Kiinci: Penegakan HakAsasi Manusia, Orde lutma, Orde Baru, Era Reformasi.

Pendahuluan

Negara Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945,
hingga sekarang telah memakai tiga Undang-Undang Dasar dengan empat masa
periodisasi yaitu (1) pada 18 Agustus 1945 (UUD 1945); (2) 14 Desember 1949
(Konstitusi RIS); (3) 15 Agustus 1950 (UUDS 1950); dan, (4) dari 5 Juli 1959
sampai sekarang (UUD 1945 yang telah diamandemen).

Gerak pelaksanaan UUD 1945 menurutpenulis dapat dibagi menjadi tigama&a
(zaman) yaitu masa orde lama, orde barudanorde reformasi. Pada masing-masing

J)
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petiode tersebut terdapat perbedaan tentang kondisipenegakan Hak Asasi Manusia
(HAM), namun telah menjadi kewajiban daii pemerintah atau negara hukum ^tuk
mengatur pelaksanaan hak-hak asasi, yang berarti menjamin pelaksanaaimya,
mengatur pembatasan-pembatasannya demi kepentdngan umum, kepentuigan bangsa
dan negara. "Malahan ada kecenderungan, bahwa demi penghormatan akan
perlindungan hak asasi manusia itu, maka negara bertugas hanyakh menjaga
ketertiban masyarakat; karena yang paling penting dalam hal ini ialah negara tidak
akan turut campur dalam halyang dianggap merupakan pelanggar akan hak asasi
itu" (Charles P. Henry, 2000 : 11).

Kita dapat melihat pada setiap periode itu(orla, orba dan reformasi) komitmen
terhadap penegakan HAM terjadi tarik-menacik antara HAM individual dan HAM
komunal atau kolektif. Pergulatan pemikiran para pendiri daia penerus Republik
inijuga berada pada sHang-selisih yang tidak pemah selesai sejafc tahun 1945 sampai
sekarang antara HAM individual dan HAM komunal.

Sudah sejak lama, Pemerintah Indonesia dianggap sering melakukan
pelanggaran HAM.. Sikap tidak mau tahu akan urusan yang satu ini pun
diekspresikan masyarakat kita. Akibatnya Indonesia seolah tidak mampu
memposisikan diri atau diposisikan secara wajar ditengah tuntutan pecadaban dunia
modem.

Proses globalisasi semakin memperkuat pemikiran-pemikiran untuk
mengoperasionalkan nilai-nilai dasar HAM yang bersifat universal^ indivisible and
interdeoendentandinterrelated Bahkanseringditegaskan agar masyarakat intemasional
memperlakukan hak asasi secara global inafair and equal manner on the samefooting,
and with the same emphatis. (Muladi, 1995:79).

Di dalam Vienna Declamtien and Profgramme ofActionjQvsm 1993) butir E.83
yang mengatur tentang implementation andmonitoring methods ditegaskan bahwa
pemerintah-pemerintah hendaknya menggabungkan (inmrporate) standar-standar
yang terdapat pada intrumen-instryjnen hak asasi manusia intemasional ke dalam
hukum nasional (domestic leffslation) dan memperkuat pelbagai struktur, lembj^ga^
nasional dan organ-organ dalam masyarakat yang memainkan peran di dalftm
mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia (Muladi, J995: 80). !.

Atas dasar pemikiran itulah dalam artikel ini akan dipaparkan konfigurasi
penegakan HAM ketiga periode tersebut diIndonesia. Penghargaan terhadap HAM
yang sudah dicanangkan oleh foumUngfatbers diIndonesia tidak betjalan sebagdimana
mestinya, seiring dengan perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam tiga orde
tersebut (Muladi, 2002: 49), yakni era (1) orde lama, (2) orde baru, dan (3) orde
reformasi.
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Implementasi Hak Asasi Manusia
Sebagai instrumen perundang-undangan HAM supaya dipositifkan kaidah-

kaidahnya dan disosialisasikan kepada masyarakat agar dapat diketahui dan berupaya
untuk mengembangkan sarana-sarana pendukung agar apa yang terkandttng dalam
ham dapat ditaati. Hal demikian akan membawa dampak agat perundang-undangan
HAM berlakukanya dapat efektif, maka diperlukan upaya-upaya "pencanangan
perundang-undangan Hak Asasi Manusia dengan baik; pelaksanaan dalam
menunaikan tugasnya dapat seatah dan senafas sesuai dengan bunyi serta penafsiran
yang telah disepakati, penegak Hak Asasi Manusia harus menuntut para
pelanggamya" (GG Howards dan Riiitaaiers, 1999: 46-47). Dengan kata lain agar
perundang-undangan HAM dapat efekftif maka pembuatnya, pelaksana, dan
pemegang perannya harus. dalam satu sistem kerja.

HAM memiliki struktur sosial yang menjadi modal ^osial bagi masing-masing
bangsa. Kalau akan dikatakan bahwa HAM itu universal, mkka perlu mengalami
verifikasi, sehingga HAM mejniliki struktur sosial.Jadi suatu bangsa atau masyarakat
akan menjalankan HAM memiliki^truktur yang universal tadi memiliki modalsosial
sendin dan tidak memakai modal sosial bangsa lain.

Abdullah Ahmed An-Na'im mengkritik terhadap praktek HAM di dunia itu
the current International stap^^ of human rigf)t, together with the machineryforpromoting

and implementing them, mc^ not be si^cent^ universal because th^ lack le^timacyin mcyor
cultural tradision/^ (An Na'im, 1992). Sekarang pada era pasca modem dikenali
sebagai *ihe rise of massforms of communication and the commodification ofintellectual
product and ^mbolic forms the era of mass culture and timediar^aon. (Patterson,!994).
Perkembangan yang demikian itu mendesakkan perubahan-perubahan dalam cara
bertindak, bahkan berpikir di bahyak bidang. Dengan masuk dan menyebarkan
teknologi media canggih yang mengjiasilkan produk-produk masal itu, maka busi
ness as usual tak dapat dipertahankan lagi (Patterson, 1994). ^

Pelaksanaan HAM perlu ketentuan yang normatif dan kometmen moralitas
dari pelaksana. Peraturan normatif ini berupa ketentuan-ketentuan yang memuat
hak dan kewajiban baik kepada masyarakat maupun pemerintah, sedangkan
kometmen moral berupa perjuangan yang tulus dan ikhlas dan peduli untuk
memperjuangkan hak dan kewajiban orang lain sesuai dengan perundang undangan
hak asasi manusia. Pada akhir-akhir ini terdapat suatu penilaian dari dimia barat
bahwa seakan-akan pemerintah Indonesia tidak konsekuen melaksanakan HAM.
Penilaian ini didasarkan pada kacamata HAM yang berkku diBarat yang mempunyai
sifat individualis dan liberal serta kapitalis, sehingga wajar merely menilai begitu.
Hal demikian tentu berbeda dengan paradigma Pemerintah Indonesia di sampmg
mengakui adanya hak individu, jugamengakui adanya hak-hak kolektif atau umum
bahkan hak individu akan dikesampingkan jika dipandang oleh negara memang
harus bertindak demikian.
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Perbedaan antara Barat dan Pemerintah Indonesia tentang HAM berkisar pada
apakah HAM bersifat universal dan mancakup semuanya berlaku tanpa kecuali,
apakah tidak memperhitungkan budaya yang ada pada masing-masing negara. Di
samping itu juga terdapat sudut pandang yang berbeda mengenai prioritas hak-hak
yang dimiliki oleh warganya. Di satu sisi Negara-negara Barat menekankan pada
hak sipil dan politik, sedangkan bagi Indonesia di samping hak-hak tersebut juga
dirasa penting meUndungi hak ekonomi dan budaya yang saling berkaitan.

Mengenai urusan HAM, logika atau pikiran yang berasal dari kosmologi yang -
berbeda itu mempunyai potensi yang cukup untuk memperkaya konsep dan praktik
HAM. Penolakan serta kritikan terhadap individualisme tidak tejjadi secara sporadis,
tnelainkan telah meluas menjadi masalah publik. Surigguh kita memang hidup dalam
era yang penuh dengan pembalikan-pembalikan, dekonstruk^ terhadap tatanan,
pikiran dan tradisi yang ada (Capra, 1983, Drucker, 1994, Steenbergen, 1983).

Pada era globahsasi hubungan negara satu dengan negara yang lain sudah tidak
dapat dihindari lagi, termasuk Indonesia untuk berhubungan dengan aegaxa barat.
Di mana negara-negara Barat berada pada posisi yang menentukan, sedangkan
negara Indonesia pada posisi yang ditentukan. Kategangan sering terjadi karena
masih adanya perbedaan konsep t-pnfang HAM tersebut Namun yaag terbaik bagi
Indonesia tentu tidak memihak terhadap nilai-nilai universal deklarasi tersebut,
tetapi berupaya mematuhi standar minimalnya saja. Kita cnengadaknn gerakan moral
kepada seluruh komponen bangsa, bahwa HAM merupakan salah satu prestise
kemanusiaan yang harus dijunjung tiaggi dan benjpaya untuk tidak melanggar
dan melaksanakan dengan kemauan baik sehingga kita akan mempunyai nilai tambah
di mata dunia intemasionaL

Globalisasi mengandung makna yang dalam, terjadi dalam segala aspek
kehidupan seperti bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Proses globalisasi
terjadi sebagai akibat kemajuan teknologi transportasi, komunikasi dan informatika
modem. (Muladi,1997 : 2).

Dalam konteks global, hukum nasional tidak hanya mengandung mua^n
elemen ideologi, konstitusi, kondisi manusia, alam dan tradisi banga {/ot^a/
charactetictics) akan tetapi mau tiadk mau harus beradaptasi dengan pelbagai
kecenderungan yang diakui oleh bangsa-baflgsa beradap di dunia (global trends)
sebagai tersirat dalam instrumen-instrumen internasional seperti: konvensi,
deklarasi, resolusi, guidelines^ code ofgood conduct^ standard minimum rules dan
sebagainya. Adaptasi tersebut dapat diselenggarakan melalui berbagai langkah
seperti: ratifikasi terhadap konvensi-konvensi internasional, harmonisasi sebagai
prinsip-prinsip universal dfugan hukum nasional, adopsi atau tntemalisasi hukum-
hukum asing ke dalam hukom nasional serta mengadakan perjanjian-perjanjian
baik bilateral maupun multilateral. (Muladi, 1997: 16)
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Sekaiang apakah para bkokiat yang duduk dalam pemerintah akan semakin
sadat menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat dan tidak diskriminadf

waiganya seperti apa yang dikemukakan oleh ahU sosiologi Max Weber
yang menyatakan bahwa seotang birokiat modem hams dapat bekerja ira et
Studio HAM oleh oknum birokrat dan belum dapat diselesaikan secara
a^dan benar sesuai dengan pasal 1ayat 6Undang-Undang (UU RI) No. 39 tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kondisi dan Penegakan HAM JPa^ Masa Orde Lama
Sebelum betbicara HAM pada masa ini, akan menguraikan terlebih dahulu

dasar pemikiian HAM dalam Undang-Undang Dasar (UUD) sebelum ditetapkan
pada tanggal 18 Agustus 1945. Kedka Panitia Perancang Undang-Undang Dasar

BPUPKI membahas mated konstitusi pada tahun 1945 sUang selisih tentang
HAM telah muncul. Soekarno dan Soepomo dapat dikatakan menolak
dimasukkannya HAM individual di dalam UUD karena negara Indonesia akan

di atas paham kekeluargaah. Ini berarti bahwa Soekamo dan Soepomo
nii*rnA#>nAi1ci peifindungan HAM-komunalyang lebih memberi gerak bagi tampilnya
pemefintahan otontex namun bijak. Soekamo berkata demikian :

..buan^ah sama sek^paham individualisme itu, janganlah dimasukkan
di vmdang-undang dasar kita yang dinamakan ofthe citi^rf sebagai
yang dianjutkan oleh Republik Peraricis itu adanya, kita menghendaki

sosifll. Buat apa gvndwet menuliskan bahwa manusia bukan saja
mempunyai kemerdekaan suara, kemerdekaan hak memberi suara,
mengadal^ persidangan berapat, jika misalnya tidak ada sociale rechtfaadigheit
yang demikian itu? Buat apa kita membikingrondmt...)ii3\3xx itu tak dapat
mengisi perut yang mati kelaparan?...jikalau kita hendak mendasarkan
nfgara kita fccpada paham kekeluaigaan, paham tolong menolong, paham
gotong royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap
individualisme dan liberalisme dan padanya". (Muhammad Yamin, 1959 :
87)

Dalam pada itu Soepomo juga berkata:
"...dalam Undang-Undang Dasar kita tidak bisa memasukkan pasal-pasal
yang Hdak berdasarkan aliian kekeluargaan, meskipun sebenamya kita ingin
sekaU memaukkan...jikalau hal itu kita masukkan, sebetulnya pada
hakekatnya Undang-Undang Dasar itu berdasar atas sifat perseorangan,
dengan demikian sistem Undang-Undang Dasar bertentangan dengan
konstruksinya.(Muhammad Yamin, 1959 : 89).

Pada pihak Iain Hatta dan Yamin mengusulkan masukannya HAM di dalarti
UUD Hatta mengatakan :
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. .ada baiknya dalamsalah satu pasal, misalnya pasalyang mengenai warga
negara, disebutkan juga disebelah hak yang sudah dibetikan kepadanya.
misalnya tiap-tiap warga negara jangan takutmengeluarkan suaranya. Yang
perlu disebudcan disinihak untuk berkumpiildan bersidang atau menyurat
dan Iain-lain. Tanggungan ini perlu untuk menjaga supaya negara tidak
menjadi negara kekuasaan". . - '
Sedangkan Yamin mengatakan "supaya aturan kemerdekaan warga negara

dimasukkan kedalam Undang-Undang Dasarseluas-luasnya. Yamin menbla^segala
alasan yang dimajukan untuk tidak memasukkannya" (Muhammad Yamin,
1959:103).

Akhir dari silang-selisih itu adalah dimuatnya secara terbatas ketentuan-
ketentuan tentang HAM yakni pasal 27, 28, 29, 20 dan 31 dengan rumusan yang
maish membatasi artinya hak-hak asasi yang pentingdiakui di dalam UUD 1945
tetapi pelaksanaannya masih harus diatur dengan UU yang dapat dibuat oleh
pemerintah bersama DPR . terbukti kelak bahwa pengaturan di dalam UU inilah
yang membatasi secara ketat atas perlindungan HAM. Oleh sebab itu, ada yang
berpendapat bahwa perlindungan HAM tak perlu lagi dengan UU dandicukupkan
saja pada formulasi yang ada di dalam UUD.

Dengan demikian, mnatiifi HAM di UUD 1945 masih bersifat sangat
"fleksibel" dalam arti dapat diimplementasikan menurut konfigurasi politik yang
ada. Jika konfigurasi politik sedang demokratis, HAM mem peroleh tempat dan
implementasi yang relatifproporsional, te^pi jika konfigurasi politik sedang bekerja
di bawah payung ototadan, HAM akan mendapat perlakuan yang buruk.

OrdeLama merupakan kelanjutan pemerintah pasca kemerdekaan 17 Agustus
1945, yang lebih menidkberatkan pada perjuangan revolusi, sehingga banyak
peratuan pemndang-nnHatigan yang dibuat atas nama revolusi yang telah dikooptasi
oleh kekuasaan eksekutif, seperti: UU RI No. 1964 yang memungjdnkan campur
tangan presiden terhadap kekuasaan kehakiman dan UU R.I No. ll/PNPS/1963
tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi yang tidak sesuai dengan HAM.

Ketika pada tahun 1949 berlaku Konstitusi RIS dan pada tahun 1950 berlakii
UUDS 1950, partisipasi politik masyarakat sangat tinggi ketika itu, sedangkan,
Soekamo sendiri dapat bekerja di bawah sistem liberal Tampaknya pada tahap ini
Soekarno bekerja sesuai dengan isi pidatonya tanggal 1Jum 1945 bahwa rakyat
dapat bekerja keras untuk mempengaruhi ktt^-letterpoHty negara.

Itulah sebabnya, sejarah Indonesia meninggalkan catatan bahwa ketika itu
partai-partai sangat berperan dan dapat menentukan haluan negara melalui parlemen
sebagai wadahnya, pemilu berjalan secara sangat lain sehingga pernah disebut
seb:/»ai pemilu yang paling adil di muka bumi kebebasan pers. Jauh lebih baik
diiiiripada masa-masa sebelun^ maupun sesudahnya sehingga kritik pedas dapat
dilancarkan secara bebas. Bahkan pada periode ini dilakukan pencabutan atas
peraturan sensor dan pembredelen pers yang telah berlaku sejak zaman Hindia
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Belanda. Ini berarti bahwa era domokrasi liberal itu pelaksanaan perlindungar. ata^
HAM ciikup memadai.

Tetapi, pada tahun 1957 situasi demokrasi mulai bergeser ke arah totalitarian
ketika Presiden Soekamo melontarkan konsepnya tentang "demokrasi terpimpin."
Bagi Soekamo detnokrasi Uberal yang telah dijalankan selama belasan tahun telah
memberi pelajaran bahwa sistem itu tidak cocok untuk Indonesia karena melahirkan
tidak stabilnya poHtik, gontok-gontokan dan kemelaratan. Oleh sebab itu, Presiden
mengajak rakyat untuk kembaU ke paham asli bangsa Indonesia yaitu paham gotong
royong yang dapat diberi nama *T)emokrasi Terpimpin." Sejak itu mulai tumbuh
benih-benih otoritarian yang ditanamkah oleh Soekarno.

Sistem ini kemudian mendapat jalan un^ tampil secara resmi setelah Dekrit
Presiden 5Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945 karena Konstituante
dianggap gagaL Periode 1959-1966 yang kemudian dikenal sebagai era Orde Lama
yaitu periode otoritarian yang penuh pelanggaran HAM. Indikasinua antara Iain
terjadi pembreidelan pers dalair» jumlah yang sangat besar (184) yang jika digabung
dengan tindakan anti pers lainnya beijumlah 244 tindakan, pemilu hanya dijanjikan,
penahanan tanpa prosedur terutama t^adap lawan-lawan politik Soekarno yang
rlitiilnilcan tanpa canggung-canggung dalam jumlah yang tidak sedikit. Situasi ini
berlangsung sampai meletusnya G 30S/PKI yang temyata menyebabkan jatuhnya
Soekarno.

Kondisi dan Penegakan HAM Pada Masa Orde Baru
Orde Baru yang berdiri sebagai respon terhadap gagalnya Orde Lama telah

membuat perubahan-perubahan secara tegas dengan membangun demokratisasi
rlan perlindungan HAM melalui Perriilu Tahun 1971 ( Muladi, 2002: 50). Akan
tetapi, setelah lebih dari satu dasawarsa, nuansa demokratisasi dan perlindimgan
HAM yang selama ini dijalankan Orde Baru mulai bias, yang ditandai dengan
maraknya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta berbagai rekayasa
untuk kepentingan politik dan penguasa. Seringkali pemerintah di masa Orde Baru
fTiplalnilcan dndakan-tindakan yang dikategorikan sebagai crimes hy government atau
top hatcrimes, seperti penctilikan terhadap para aktivis pro-demokrasi (penghilangan
orang secara paksa) yang bertentangan dengan HAM, sekalipun pada tahun 1993
Pemerintah sudah mendirikan Komite Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas
HAM). Sebagai puncaknya, pada tahun 1998, Orde Baru jatuh dengan adanya
muldkrisis di Indonesia serta tuntutan adanya reformasi di segala bidang.

Era Orde Baru memperhadkan dinamika penegakan HAM, Suharto bersama
Angkatan Darat tampil di tampuk pemerintahan, timbul gairah dan harapan Icbih
baik kehidupan demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia. Padaawalnya gairah
danh^t-apan mpmangdibcri ruangyang cukup. Kebebasan berbicara mulai diberikan,
kebebasan pers dihidupkan, semangat menegakkan hukum dan konstitusi
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didengungkan, dan pemilu direncanakan. Bahkan di MPRS telah dibentuk pula
beberapa KomisiA.dHoc untuk merumuskan garis politik baru dalam kehidupaa
bemegara, termasuk di daiamnya Komisi HAM. Tefiapi, suasana demokratis dan
harapan cerah bagi penegakan perlindungan HAM itu hanya beriangsung sampai

^tahun 1969/1971 yakni sampai saatdibuatnya format polidk baruyang dikristalisir
melalui UU Pemilu dan UU Susunan dan Kedudukan MPR/DPR/DPREX

Derigan demikian pelanggaran atas kehidupan demokrasi dam perlindupgan
HAM ketika itu dipandang semata-mata sebagai strategi awal kekuasan yarig baru
diperolehnya dari Pemerin^ Orde Lama. Sebenamya sejak tahun 1966 tel^tkpat
diduga bahwaPemerintah akanmembatasi kembali kehidupan demokrasi dan akan
mengesampingkan HAM yang bersi£at individual. Sebab, pada tahun 1966 ituSemi
nar II Angkatan Darat di Bandung telah mematok gans politik "*pembangunan
ekonomi" yang pembahasannya berkisar pada dua hal pokok; Pertamci, integrasi
nasional harus dijaga, apapun biayanya; dan kedua, stabilitas politik merupakan
prasyarat usaha-usaha lain termasuk pembangunan ekonomi ^ahfiid MD, 1993 :
46).

Dengan patokan tersebut demokrasi liberal tentu akan ditolak dan p^egakan
perlindungan HAM alc?in lebih menekankan pada HAM komunal dengan kerangka
welfare state dan negara hukum yang dinamis. Itulah sebabnya, periode 1966-1969
tercatat sebagai periode pergulatan politik antara pemerintah Orde Baru dan partai-
partai dalam upaya menentukan format politik baru. Pergulatail ituterutama berkisar
pada penyusunan UU Pemilu.

Pemerintah mengusulkan pemilu dengan sistem distrifc dan pengangkatan 50%
anggota DPR, sedangkan partai-partai menghendaki pemilu sistem proporsional
dan pengangkatan anggota DPR tidak lebih dari 5%. Pergulatan itu menyebabkan
ditundanya pelaksanaan pemilu yang semula direncanakan tahun 1969 menjadi
tahun 1971. Hasil akhir Hari pergulatan itu adalah keluamya UU RI Nio. 15 dan No.
16 tahun 1969 yang sama sekali tidak responsif dan kemudian dijadikan standar
format baru politik Indonesia.

Di dalam format baru ini tertanam benih kesenjangan alokasi sumber daya
politik karena di samping diterimanya cara pengangkatan sampai sebesar 22% dari
seluruh anggota DPR, sistem dan cara pemilunya juga lebih memberi peluang bagi
menangnya kekuatan pemerintah.

Keadaan yang demikian tentu memperlemah artikulasi tuntutan penegakan
HAM; apalagi untuk itu pemerintah menggunakan senjata dan UUD 1945 itusendin
yakni ketentuan bahwa pelaksanaan HAM yang penting harus diatur dengan UU.
1imbullah persoalan kebebasan pers, pemilu yang dinilai tidakfctir, gaji buruh yang
rendah, penggusuran tanah, pehj iksaan tersangka pelaku tindak pidana, pencekalan
berbicara ataubepergian dan sebajiainya. pellanggaran-pelanggaran HAMitu terjadi
baik dilakukan oleh aparat pcnegak hukum atau aparat pemerintah.
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Lemahnya perlindungaii hukum dan politik atas HAM di Indonesia tefah
menmnbuhkan berbagai mntutan dan tekanan terhadap pemerintah yang setnakin
lama semakin menguat. Tekanan itu datang baik dari dalam maupun dari luar negeri.
Tekanan dari Halam negeri berwujud demonstrai-demonstrasi, tulisan-tulisan atou
g^rakan-getakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Lembaga Swadaya Masyarafeat
(LSM). Di bagian lain, tekanan dari luar negeri berupa sorotan atau pembentukan
opini intemasional yang tidak menguntungkan atau ancaman pengurangan atau
pemutusan bantuan ekonomi sepertiyangseringdilakukan oleh parlemen-parlemen
negara-negara Eropa, dan Amerika Serikat.

Menghadapi tekanan-tekanan yang^ demikian Pemerintah memberikan respon
antara lain berupa pembentukan Komnas HAM yang ditetapkan dengan Keputusan
Prcsiden RI No. 50 tahun 1993. Komisi ini diberi tugas untuk memberikan
pertimbangan kepada presiden dalam pelaksanaan HAM di Indonesia. Untuk
melaksanakan tugasnya itu komisi ini sering membuka pintu pengaduan atau turun
langsung ke lapangan untuk melakukan penyelidikan. Tetapi, tak lama setelah komisi
terbentuk dan bekerja tanpak kurang adanya koordinasi yang baik di kalangan
pemerintah sendiri, bahkan tidak jarang saling tuding antara sam dengan yang lain.
Terjadinya sikng-selisih atau kekaoauan koordinasi di kalangan pemerintah dalatn
penanganan masalah-masalah HAM tampaknya disebabkan oleh belum adanya
perubahan kebijaksanaan umwm atau sikap politik yang jelas dalam penegakan
HAM (Mahfiid MD, 1993: tl).

Format politik yang didesain pada awal Orde Baru untuk (secara sadar atau
ridak) mengutamiakan HAM komunal dengan menciptakan sistem politik yang
otoritarian belum juga direvisi sehingga Kotimas HAM memberi kesan destruktif
terhadap garis politik pemerintah. Ini berarti bahwa pembentukan Komnas HAM
merupakan respons yang setengah ^^ti dalam menghadapi tuntutan penegakan
perlindimgan HAM. Itulah sebabnya, ketika Komnas HAM bekerja menurut arus
yang datang, dia hams berbenturan dengan sistem yang belum berubah, yaitu sistenj
yang belum mau membuka diri terhadap bekerjanya perlindungan HAM individual.

Kondisi Penegakan HAM pada Masa Reformasi
Otde Reformasi yarig dimulai pada tahun 1998 berusaha menegakkan HAM

dengan jalan membuat peraturan perundang-uiidangan yang terkait dengan HAM
sebagai rambu-rambu, seperti UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, ratifikasi terhadap instrumen intemasional tentang HAM, UU RI No. 26
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang memungkinkan dibukanya kembali
kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, serta pemberantasan praktek
KKN.

Komitmen pemerint^ tentang HAM pada era reformasi inidapat dibuktikan
adanya perangkat hukum tentang HAM sebagaimana nampak pada tabel di bawah
mi:
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No. Peraiig:kat Hukum Ditetapkan

1. UU RI No. 5 Tahun 1998 tentang pengesahpn Convention
Against Fortune And Other Cruely In Human Or Doing
Treatment OrPunishment (konvensi menetangpenyiksaan dan
perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak
manusiawi atau merendahkan martabat manusia)

28-9-1998

2. Kepres RI Na 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional
Anti Kekeiasan terhadap Perempuan

9-10-1998 .

3. UU RI No. 9 Tahun 1998tentang Kemerdekaan menyam
paikan pendapat di muka umum

26-10-1998

4. UU RI Na 39 Tahun 1999 tentang HAM 23-9-1999

5. PERPU Na 1 Tahun 1999 tentang Pengadikn HAM S-10-1999

6. UU RI No. 26 Tahun 2000 tentangPengadilan HAM 23-11-2000

Tanggal 25Juni 1998, pemetiiitah tdah mcncanangkan Rencana Aksi Nadonal
HAM Indonesia tahun 1998-2003, yang memuat empat pilar utama, ^XMpertama^
pengesahan perangkat-perangkat konvensi intemasional teatang HAM yang
merupakan bagian Hari petnbangunan hukum nasional secata menyeluruh. Kedua^
penyebariuasan dan pendidikan HAM, baik kepada jajaian penyelenggata n^ara
maupun kepada masyacakat lu^ Ke/i^, pembetian pnocitas pada pedidungan HAM
yang paling mendasar yang pelanggaiannya akan merupakan pelai^gatan betat
HAM, dan harus dipertanggungjawabkan secaia intemastonaL pelaksanaan
konvensi HAM yang telah disahkan termasuk menyampaikan lapotan kepada
badan-badan PBB yangbetsangkutan.

Adapun genetasi perkembangan HAM dapat ditunjukkan bahwa Tahua I
meliputi IConvensi Intemasional tentang hak-hak ekonomi^ sosial dan budaya.
Konvensi menentang penyiksaan dan periakuan atau hukum lain yang kejam, tidak
manusiawi, atau iTw»ft»Ttfiahkan martabat manusia. KonveBsi intemasionai tentai^
penghapusan segala bentuk diskriminasi tasial. Tahua II meliputi konvensi
pencegahan Hat^ penghukuman kejadiatan genosida, dan konvensi perbudakan.
Tahun IIImeliputi konveosi intemasional periindungan hak-hak semua peketfa
migtan dan anggota-anggota keluatganya. Tahun IV^ konvensi penghentian
perdagangan mannsia Han eksploitasi prostitusi. Tahun V konvensi intemaional
hak-hak sipil dan politik.

E^alam tangka membenkan jaminan periindungan tediadap hak asasi manusia
di camping dibentuk aturan-iitutan hukum juga dibentuk kelembagaan yang
ro :' trf^kni masalah yang betkailiin dengan penegakan Hak Asasi Manusia, antara
lain:
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1. Komisi Nasional HakAsasi Manusia (Komnas HAM)
Komnas HAM dibentuk melalui Kepres Na 5Tahun 1993 pada tanggal 7

Juni 1993 yang kemudian dikukuhkan lagi melalui Undang-Undang No. 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. hal ini dimaksudkan bahwa Kamnas
HAM dapat bersifat independen tidak terkesan sebagai alat pemerintah.
Komnas HAM adalah lembaga negara lainnya yang berfiingsi melaksanakan
pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi Hak Asasi
Manusia.

Komnas HAM bertujuan untuk :

a. Pengembangan kondisi yang ko^^luktif bagi pelaksanaan Hak Asasi
Manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam
Perserikatan Bangsa-Bangsa, sertaDeklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia guna
perkembangan pribadi manusia Indonesia seutuhnya da» kemampuannya
berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. {Kompas, 2002 : 7).

2. Pengadilan Hak Asasi Maiiiisia
Berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam Undang-Undang No. 26

Tahun 2000 dinyatakan baliwa pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan
pengadilan khusus yai^g^ berada di Ungkungan pengadilan umum dan
berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Pengadilan HAM adalah
pengadilan khusus terhadap pelanggatan Hak Asasi Manusia yang berat.

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus
pefkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Pengadilan HAM
berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Hak Asasi
Manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara
R^ublik Indonesia oleh warga negara Indonesia,

3 pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc
Pengadilan Hak Asasi Manusiadibentuk atas usul DPR berdasarkan

peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden untuk memeriksa dan
tnemutusk^ pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi sebelum
diundangkaiw^y^ Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak
Asasi Manusia.

Ketentuan tldak dikenalnya kedaluwarsa dalam UU Pengadilan HAM
aiadopsi daxi Statua Roma Tahun 1998, yakni ketentuan dalam artikel 29 tentang
*'tidak dapat diterapkannya ketentuan pembatasan". Ada 2 alasanjj^^ukkannya asas retroacitve ke dalam UU Pengadilan HAM, sebagai mana
Hikatakan oleh Muladi (2003 :7) yakni (1) jauh sebehim diundangkannya UU
No 26 Tahun 2000, bel^ dikenal jenis kejahatan "genosida" dan "kejahatan
erhadap kemanusiaan"; (2) asas retroactive dalam UU Pengadilan HAM
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merupakan political wisdom (kebijakan,. politik) dari DPR untuk
merekomendasikan kepada Presiden dengan pertimbangan bahwa kedua jenis,
kejahatan tersebut merupakan extraordinaiy crime (kejahatan luar biasa) yang
dikutuk dunia intemasional secara enemies of all mankind (botis bumani generis)
dan,dirumuskan sebagai kejahatan intemasional (international crimes).

4. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Dalam UU RI No. 26 Tahun 2000 memberikan alt^natif bahwa

penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia yang bemt dapat dilafcukan di
luar pengadilan Hak Asasi Manusia, yaitu melalui Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi yang dibentuk berdasatkan Undang-imdang.

UU RI No. 26 Xahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asssi Manusia di
samping memuat hukum formal/hukum acata juga memuat hiikum material
bempa ketentuan mengenai pidana yang beckaitan dengan pelanggaran Hak
Asasi Manusia yang berat Selanjutnya juga dinyatakan dalam Undang-ttndang
No. 26 tahun 2000 bahwa bagl pelanggaran Hak Asasi Manusia yauig berat
tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluwarsa.

Amandemen UUD1945
Selanjutnya, untuk mewadahi aspirasi dan harapan rakyat yang berkembang,

kita juga perlu menyambut baik keinginan untuk mempertimbangkan
penyempumaan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai dengan aspirasi rakyat Indo-
*iesia yang semakin berkualitas dan tuntutan global Seperti diketafeui UUD 1945
dimungkinkan untuk Hilflkiikan penyempumaan secara konsdtusionaL

Penyempurnaan ini dapat dilakukan pada pasal-pasal tertentu, dengan
persetujuan anggota MPR sesuai ketentuan pasal 37 UUD 1945. Namun demikian,
jiwa UUD 1945 sebagaimana secara nyata diungkapkan pada Pembukaan UUD
^945, yang juga merumuskan wawasan dan cita-cita bangsa, harus tetap
dipertaViankan dan diabadikan.

Setelah diamandemen dengan 4kali pembahan, HAM dalam UUD 1945 secara
jelas dapat dilihat pada pasal 28A-28J. Selain meletakkan dasar-dasar yang kuat
perlindungan HAM, pemerintah juga telah membebaskan sejumlah tahanan poli^.

Melakukan penahanan karena terdapat perbedaan sikap politik, apalagi
perbedaan sikap politik dengan pihak penguasa, sama sekali tidak dapat dibenarkan.
Mesldpun demikian, sikap politik yang bertentangan dengan konstitusi misalnya
inemisahkan din dariNegaraKesatuan Republik Indonesia, samasekali tidakdapat
ditolerir. Demokrasi dan keb^basan hams tunduk pada konsttusi, hukum, etika
dan moral yang sudah diletakkan oleh ptira pendiri Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

*♦*
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IMPLEMENTASI HUKUM HUMANITER DALAM PERANG

AMERIKA SERIKAT MELAWAN TERORISME DI AFGHANISl.iN

Oleh; Ekr^ Pawiroputro
Jxirusan PPKn Fakultas Umu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

The war against terrorism asforeign polig of United States of America (USA) govern
ment after September 11, 2001, has ordered in several doaments i.e. the National Security
Strategy of the USA, National Security Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction,
andNational Strategyfor Combating Terrorisme. War against terrorism inAfghanistan has
been caused that Taliban Regime was suspected as protector of al Qaeda's leaders in there.
According to preemptive self defence principles, US invaded and overthrown Taliban ^and al
Qaedafrom there. This paper examined the violation of international humanitarian law for
the terrorism case. US has abused its position as single top power in the world to invaded
Afghanistan as a heaven country of terrorists.

Kata Kunci: hukum humamter, terorism, perang

Pendahuluan

Aksi para teroris pada 11 September 2001 yang meruntuhkan Gedung Menara
Kembar ijwin Towers) World Trade Center (WTC) diNew York dan merusak bagian
Gedimg Pentagon, Markas Besar Pettahanan Ametika Serikat, telah mengubah
tatanan politik intemasional pasca Perang Dingin. Setelah Perang Dunia II, hampir
setengah abad masyarakat intemasional dicemaskan oleh adanya Perang Dingin
antara Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin
oleh UniSoviet. Pasca 11 September 2001 masyarakat intemasional dikhawatirkan
oleh sebuah perang baru, yaitu 'Terang melawan Terorisme" (Fedler, 2002, dalam
http://www.crosscurrents. org/Fedler.htm> diakses pada 2Juni 2002).

Terorisme bukanlah sebuah terminologi baru dalam konstelasi pohtik
intemasional. Namun, ketika aksi para teroris intemasional telah menyerang simbol-
siinbol kapitabsme dunia (Gedung WTC New York) dan arogansi militer (Gedung
pentagon) Amerika Serikat, wacana 'Terang melawan Terorisme" dari politik luar
negeri Pemenntah George W. Bush pada gilirannya menjadi arus utama dalam
konstelasi hubungan intemasional. Di dalam organisasi intemasional scperti
perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kutukan keras terhadap aksi teror 11 Septem
ber 2001 tersebut segera dikukuhkan dalam Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB
No. 1368 tanggal 12 September 2001 dan No. 1373 tanggal 28 September 2001.
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Resolusi DK PBB itu kemudian diikuti oleh beberapa Resolusi DK PBB (S/Res/
1438 tanggal 14 Oktober 2002, S/Res/1440 tanggal 24 Oktobet 2002, dan S/
Res/1465 tanggal 13 Febrnari 2003), yaitu yang memednci ptogiam aksi melawan
terotistne inteti^sional, serta metnasukkan sejumlah oiganisasi sebagai jaiingan
orgamsasi^terotis intemasional (United Nations Secud^ Council, Halntn <http://
www.un.org/ Docs/sc/committees/1373> diakses pada 26 Apial 2003).

Reaksi DIC PBB juga diikuti oleh hampit semua otganisasi ii^^jional, dan sejumlah
negata-negarayangdicurigai menjadibasisatau tempatkediaman paxa akti\4s tecoiis
intemasional seperti di Malaysia, Singapuia, Filipina dati Indonesia untuk kawasan
Asia Tenggara (International Crisis Group, 2002: 2-3); atauPddstan dan A%hani-
stan di Asia Selatan; atau sejumlah negara-negara Islam yang telah lama menjadi
incaran Amerika Serikat seperti Iran, Libia, dan Sudan (Esposito, 1994: 18).

Amerika Serikat sebagai negara yang menjadi korban sasaian dndakan teror
11 September 2001 bereaksi sangat hebat atas tragedi itu. Pada 27 September
2001, Pemerintahan George W. Bush mendapat dukungan Senat Amerika Serikat
untuk mempergunakan kekuatan militer melawan kelompok Al-Qaeda dan
Pemedntah Talibandi A%hanistan yang diduga kuatmelindungi k^;iatanJadngan
Al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden. (Stein, 2002: 52), otak pelaku setangan 11
September 2001 dan aksi teror lainnya terhadap instalasi milik Amerika Serikat di
beberapa n^ara di Timur Tengah dan A&ika.

Sebagimana telah disebutkan di muka, bahwa pasca 11 September 2001 telah
lahirsebuah doktdn perang baru dariPresiden GeorgeW. Bushdengan menerapkan
prinsip "preemptive self-defense." Doktrin ini selain sebagai pemyataan "Perang
melawan Terorisme'* intemasional, juga sekaligus doktdn politik hiar neged AS.
Ooktdn ini mempakan kebijakan unilateral dalam politik luar neged AS pasca
I^erang Dingin. Walaupun oleh Kenneth W. Stein (2002: 53) dinyatakan bahwa
C>okt^ Bush itu ddak mengarah kepada apa yang disebut Samuel Huatington
(199§,22-49) sebagai "Clash of Civilizadon*' atau sdniah '̂ Western Crussade against

Islam,'* (Stein, 2002: 53) namun sasarannya seolah-olah semua diarahkan kepada
^lompok radikal Muslim yang digolongkan sebagai anggota jadngan teroris
iotemasionaL Bush selalu mengulangt dalam pidatonya tentang **Perang mela^i^
'lerodsme" dengan pemyataan "Either you ate with us, or you are with the terror
ists'* (Stein, 2002: 54). Pemyataan itulah yang kemudian dibukttkannya dalam agresi
dan penggulingan Rejim Taliban di A%hanistan (2001).

Pada bagian lain ptinsip "preemptive self-defense" memungjdnkan serangan
pembelaan did dad serangan musuh atas kedaulatan dan keatnanan dalam neged
Amerika Serikat. Mendasarkan did kepada Piagam PBB Pasal 51, Amedka Serikat
®aemiliki alasan untuk menggunakan kek^tan pembelaan did melawan suatu
Setangan bersenjata. Tedebih lagi, serangan tersebut dianggap sebagai serangan
^>etsenjata terhadap Amedka Sedkat sejak penedmaan Piagam PBB (O'Connel,
2002: 1-2).
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Dari fakta tentang leaksi Amcrika Serikat terhadap tetorisme^iAtemasional
tersebut, persoalan yang muncul adalah apakah "Perang melawan Teronsme
terhadap Rejim TaUban di Afghanistan (2001) menerapkan p^s.p-pm,s.p hukum
humaniter seperti dimuat dalam Konfetensi Peidamaian De^ Haag 1907, dan
Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 beserta dua ptotokol tambahannya. Petsoalafl
lainnya adalah, dalam kasus petang di Afghanistan (2001) dengan dabh melawan
tetotisme, apakah dibenarkan oleh hukum intemasional.

Pertanyaan tersebut dikemukakan karena ada interpretasi Pemeontah Amenka
Serikat yang dianggap melaiw^ ptinsip-prinsip hukum humaniter mternasional
yang juga melanggar hak-hak fsasi manusia. Sebab Pasukan Koahsi di bawah

Ameidka Serikat menangkap anggota pasukan TaUban dan anggota A1
Qaida bukan sebi^ tawanan perang yang mewakili sebuah peperangan dan antar
negara. Taliban dianggap sebagai pemerintah de facto di Afghanistan yang tidak
mendapat dukungan masyarakat internasional. Al-Qaida dianggap sebagai aktor
non-negara, yang dianggap tidak. termasuk dalam kategori Pasal 4A ayat (2)
Konvensi Ketiga Jenewa 1949.

KeWjakan Presiden Goerge W. Bush tentang Perang Melawan
Terorisine ^

Peristiwa serangan teroris atas Gedimg WTC di New York dan Pentagon dJ
Washington, D.C., telah merubah perhatian kebijakan Presiden George W. Bush
yang baru memerintah Amerika Serikat sekitar sembilan bulan. Walaupun sebenarnya
peristiwa ancaman dan tindakan teror terhadap fasilitas dan aset milik pemerintah
Amerika Serikat baik di dalam negeri maupun di luar negeri sudah sering dihadapi
sebelum 11 September 2001, namun perhatian serius bahkan menjadi sebuah
pemyataan perang global terhadap terorisme baru diberikan setelah tanggal tersebut
Sebagai contoh, sebelum peristiwa serangan teroris pada 11 September 200:^ dt
Amerika Serikat, di awal tahun 1993 telah terjadi serangan pertama dalam bentul<
bom mobil atas gedung WTC. Kemudian pad% 7 Agustus 1998 secara siniultai^
dilakukan pemboman atas dua kantor kedutaan besar Amerika Serikat di Kenyf
dan Tanzania yat^ telah menewaskan 250 orang termasuk 12 orang warga Amerik^
Serikat (Cordesman, 2004; 10-11).

Dengan dalih demi membela din dari serangan-serangan teroris intemasional'
kemudian Presiden Bush melancarkan strategi petang melawan terorisme dengat*
konsep "preemptive self-defense." Konsep yang digunakan Amerika Serikat iv^
banyak dikritik karena bertentangan dengan maksud "self defense" dari yan^
dinyatakan oleh Pasal 51 Piagam PBB (O^Connel, 2002: 2-3, 5). Karena dalai^"
Peristiwa 11 September 2001 tidak ada satu negara pun yang menyerang Amcrik''
Serikat, yang ada adalah tindakan para pembajak pesawat sipil komersil yaU^
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mengarahkan pesawatnya ke gedung simbol-simbol ekonomi dan pertahanan
Amerika Serikat ICt

Kebijakan perangmelawan terotisme dajipemedntahAmerika Serikatdibawah
Presiden George W. Bush,secaraumum tetgambardakm dokumen-dokumenseperti
ne "National Security Strate^ of the United States of America (2002), Nationa/ Security
Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction (2002), dao NationalStmte^^for Com
bating Terrorism (2003). Selain ketiga dokumen strategi itu,ackpulasejiJ^lah-"Execu
tive Order" dari Presiden, dan pidato-pidato Presiden George Bush yang
kemudian dijadikan dasar pengambilan kebijakan dalam perang mekwan terorisme.

Pengerrian terorisme dan varian-variannya dalam ^azanah bahasa politik
Presiden George WBush sangat kompleks dan cenderung liiias ter^dap kepentingan
pemerintahann^a sendiri. Terorisme adalah "[The] evil titat is intent on threaten
ing and destroying our basic freedoms and our way life- Freedora and fear are at
war." Terorisme sebagai musuh Amerika Serikat tidak hmya berb^tuk person
(orang), atau "a single political regime." Musuh yang menjadi ancaman terorisme
bagi Amerika Serikat secara politik adalah yang "...motivated violence perpe
trated against noncombatant targets by subnational groups or clandestine agents"
(National Strategy for Combating Terrorism, 2003: 1).

Dari retorika Presiden George W Bush tentai^ perang melawan terorisme
kemudian muncul apa yangdisebutdeng^ 'T)oktrin Bush." Dextrin Bush inisejalan
dengan "preemptiveself-defense" atasancaman terorisme. Padagilirannya, perang
melawan terorisme Halafn Doktrin Bush tidak hanya diarahk^ kepada para teroris,
tetapi juga "...we also hold governments that harbor them and feed them and
house them and hide them accountable for them behavior, as well." f Tresident
says US Attorneys on Front Line in War;" 29 Novembet 2001 http://www.white-
house.gOv/news/releases/2001/ll/20011129-12.html, diakses 5 Agustus 2004).

Jeffrey Record (2003:4) menjelaskan bahwaDoktrin Bushberpijakpada sebuah
definisi ancaman berdasarkon atas apa yang dilili^it sebagai kombinasi anatara
"radikalisme dan teknologi." Secara khusus kombinasi itu ialah bersat^ya
ekstrimisme politikHan agama dengan kemampuan senjata-senjata pemusnahmassa
i^eapons of Mass Destruction, WMD). Hubungan kombinasi ini menunit Pifesiden
Bush (West Point, New York, 1Juni 2001 dalam The National Security Straittgy (f the
United States of America^ 2002: 13) mengkhawatirkan, temtama jika penyebaran
senjata-senjata kimia, biologis dan nuklir dalam bentuk teknologi rudal balistik
dimiliki oleh negara-negara lemah {^mk states) dan kelompok-kelompok kecilyang
dapat dipakai untuk menyerang negara-negara besar (seperti Amerika Serikat).

Doktrin Bush mengidentifikrtsi tiga badan yang menjadi simiber ancaman,
ya ' >rganisasi-oigani€asi teroris dengan jangkauan global, "negara-negara lemah"
(weak states) yang menampung dan membantu organisasi-organisasi teroris, dan
"rogue states" (negara-negara jahat) (Record, 2003: 5). DuA yang pertama ialah A1
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Qaeda dan rejim TaUban di Afghanistan, sedangkaii yangj^ctiga ialah Irak
model di bawah rejim Saddam Hussein. Sifat pokok dan ro^e states" lalah:

... brutati^e their people and squander their nfonal resourcesfor the personalgam
of the riders; displ^ no regardfar international km. threaten their nezghbon^and cal.
lously violate international treaties to n>bich thg are party; are deternnned to acqum
weapons of mass destruction, along with other advanced mihary technology, to be used as
thnats or offensively to achieve the aggressive designs of these regmes; sponsor terrorism
around the globe; and rgect human values and hate the United States and evep^thing it
standsfor. (The National Security Strategy of the United States of America,
2002: 14)

Selain "rogue states," ada n^-^jgaia lainnya yang juga dianggap memiliki
ancaman terhadap Amerika Serikat, yaitu Iran yang dianggap menjadi penyumbang
terbesar bagi terorisme intemasional, dan Korea Utara yang dikelompokkan sebagai
negara "axis of evil" ketiga, yang kesemuanya memiliki senjata-senjata nukHr
(Record, 2003: 5).

Di depan Kongres pad^ 20 September 2001, secara ekspUsit Presiden Goerge
W. Bush menyebut pelaku t^oiisme terhadap Amerika Serikat dan sekutunya,
yaitu organisasi "A1 Qaeda Network" yang dipimpin Osama Bin Laden. Menurut
Bush, A1 Qaeda dan Osama Bin Laden harus bertai^gung jawab atas serangan 11
September 2001. Bush mii^iyebutkan secara lugas bahwa selama ini Jaringan A1
Qaeda telah melakukan^iseror sebagaimana mafia kejahatan atas Amerika Serikat.
Sebag^ jaringan teroris dari ekstrimisme Islam yang ditolak oleh para ulama dan
mayoritas Iralangan dunia Muslim sendiri, menurut Bush, A1 Qaeda juga "... com
mands them to kill Christians and Jews, tokill all Americans, and make no distinc
tion <*tTiong military and civilians, including women and children." ("Address to
Joint Session Congress and the American People," 20 September 2001 http;//
www.whitehouse. gov/news/releases/2001/09/20010920-8.html, diakses 5
Agustus 2004).). ^

Dari sejumlah kebijakan Pemerintahan GeorgeW. Bush tentang per^g melawan
terorisme scakaa-akan dunia ini hanya ada dua pilihan hitam-putih moralitas
intemasional, yaitu antara mereka yang mendukung atau melindungi aksi terorisme
disatu pihak, dan Amerika Serikat beserta sekutunya dipihak lainnya yang menolak
danmelawan aksi teroristne. Initeigambar dalam sejumlah pidato Presiden George
W. Bush yang memetakan 2S\\2SA yangfahat (para teroris) daiX\. yang baik (Amerika
Serikat dan sekutunya) dalam kategori-kategori sebagai berikut. Untuk para teroris
atau yang melindungi dan mendukung terorisme, Presiden George W. Bush
menyebutnya sebagai. ..those who spread chaos, .... diose who adopt the meth
ods of g^gsters, .. ..those who deliberately take the lives of men and womefi nd
children without mercy or shame." Di pihak lain, Amerika Serikat dan sekutuaya
digolongjkan sebagai "...those who seek order, ...those who work for peaceful
change, ...those who honor the right man" (*Tresident Bush Addresses United
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Nations General Assembly, 23September 2003 http:/ /www.whitehouse.gov/news/
releases /2003709/20030923-4.htmL diakses 5 Agustus 2^004). Dalam pecang
melawan terorisme, Presiden Bush seolah-olah memaksa agar "God is not neutral
between them." ("Address to Joint Session Congress and the American People,"
20 September 2001).

DI dedam The Nafy'onal Security Strategy of the United Stales of America (2002)
disebutkan bahwa strategi keamanan nasional dalam perang melawan tjcrorisme
antara lain dilakukan dengan penguatan sdiansi-aliansinya uiituk mengalahkan
terorisme global dan inencegah serangan melawan Amedka Serikat dafi sekum-
sekutunya; serta mencegah para musuh menggunakan senjatarsenjata pemusnah
massa terhadap Amerika Serikat, sekutu-sekutu dan negara-n(!||gara sahabat (The
National Security Strategy of the United States of America, 2b02:l-2).

Upaya AmerikaSerikat menghancurkan oiganisasi-oi^anisasLterrorisdilakukan,
Untuk memenangkan perangmelawan terorisme global ditempuh melalui:

® using the full influence of the United States^ and working closely wirb alUes and
friends, to make clear that all acts of terrorism are ill^timate so that terrorism will
be viewed in the same light as slavery, pirag, or̂ nodde: behavior thatno respectable
government can condone or support and all must oppose;

® supporting moderate and modem government, especial^, in the Muslim world, to
ensure that the conditions and ideolog^s that promote terrorism da notfindfertile
ground in ar^ ruUion;

** diminishing the underlying conditions that spawn terrorism iy enlisting the interna
tionalcommunity tofocus its efforts and resources on anas most at risk; and

® using ^ecHve public diplomag to promote thefhe flow ofinformation and ideas to
kindle the hopes and aspirations offreedom ofthose in soHetiis ruled ^ the sponsors
of global terrorism (The NationalSecurity Strategy of the I r̂atedStates of America,
2002:6).

Di bagian lain, upaya Amerika Serikat memerangi senjata-senjata pemusnah ^
massa (WME>) dilakukan dengan cara:

® Proactive counterproliferation efforts.
® Strengthened nonprol^eration efforts to prevent rogue states and terrorists from ac

quiring the materials, technolo^es, and expertise necessary for weapons of mass
destruction.

® Effective consequence mana^ment to respond £0 the effects ofWMD use, whether iy
terrorists or hostile states (The National Security Strate^ of the United States of
America, 2002:14).

Pada bagian lain, strategi oasional Amerika Serikat untuk memerangi terorisme
dilakukan dengan konsep 4D {Defeat, Deny, Diminish, Defend), yaitu d^eat terrorists
and their organi:(ations\ deny sponsorship, support, and sanctuary to terrorists; diminish the
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underlying conditions that terrorists seek to exploit; serta, defend U.S. citi^hs and interests at
home and abroad (National Strategy for Combating Terrorism, 2003: 15-28).
Konponen pertama, yaitu upaya mengalahkan para teroris dan organisasinya
dilakukan dengan mengidentifikasi para teroris dan organisasi-organisa»i teroris;
melokalisasi para teroris dan organisasi-organisasinya; dan menghancurkan para
teroris beserta organisasi-organisasinya (National Strategy for Combating Terror
ism, 2003: 15-17).

Kedxia, penolakan untuk mensponsori, memberi dukungan, dan melindungi
para teroris dilakukan dengan mengakhiri daftar negara sponsor terorisme (yaitu
Iran, Iraq, Syria, Libya, Kuba, Korea Ut|k dan Sudan) hingga semua negara itu
mencapai kebijakan "zone tolerance" terhadap aktivitas teroris diperbatasan wUayah
mereka; membentuk dan memelihara standar akuntabilitas internasional untuk
memerangi terorisme yaitu mengacu kepada Resolusi DK PBB 1373 (2001) dan
konvensi serta protokol-protokol internasional lainnya tentang counterterrorism\
memperkuat dan melanjutl'an upaya-upaya internasional untuk memerangi
terorisme; melarang dan menghaccurkan bahan-bahan yang mendukung para teroris
(National Strategy for Combating Tterrorism, 2003: 17-22).

Ketiga, pengurangan kondisi-kondisi yang menjadi alasan (dasar) para teroris
mengekploitasinya —seperti kemiskinan, perampasan, pencabutan hak-hak sosial,
dan konflik politik dan reponal yang tak terpecahkan—melalui upaya kemitraan
dengan masyarakat internasional untuk memperkuat negara-negara lemah dan
mencegah kebangkitan kembali terorisme; dan memenangkan perang gagasan yaitu
dengan memandang terorisme sama dengan perbudakan, perampokan dan
pemusnahan manusia (genosida) (National Strategy for Combating Terrorism, 2003:
22-24).

Keempat, pembelaan kepentingan warga negara Amerika Serikat didalam negeri
dan di luar negeri dilakukan melalui implementasi strategi nasional untuk keamanan
tanah air; meningkatkan kewaspadaan yang tinggi terhadap semua aktivitas baik
di darat, laut, udara dan cyber yang dapat mengancam keselamatan, keamanan dan
lingkungan Amcrika Serikat serta penduduknya (National Strategy for Combating
Terrorism, 2003: 22-24).

Kampanye internasional Amerika Serikat melawan terorisme internasional
dilakukan melalui cara-cara diplomatik, intelejen, legal, fmansial dan tindakan
militer (Powell, 30 April 2003, Release of the 2002: "Patterns of Global Terror
ism, Annual Report'*). Keempat metode itu oleh Presiden Bush dijadikan sebagai
senjata melawan terorisme ("Radio Address of the President to the Nation," 29
September 2001, http://www.whifphnuse.gov
20010929-1-html, diakses 5 Agustus 2004).

Salah satu contoh penggunaan "senjata" bidang finansial ialah Pemerintahan
Bush membekukan aset-aset dan pemblokiran akses sejumlah individu dan
organisasi yang dianggap sebagai teroris terhadap sumber pendanaan, melalui "Ex-
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ecutive Order on Terrorist Financing" 23 September 2001 yang berlaku efektif
mulai 24 September2001. Dalam"Executive Order" itu dimuat daftarnama-nama
individu dan organisasi atau perusahan yang dianggap sebagai teroris atau pendukung
terorisme, yaitu:

yilQaida/IslamicArmy, Abu Sayycrf Group, ArmedIs/amtc Group (GIA), Hardkat
ul-Mujahidin (HUM), Al-Jihad (Egyptian Islamic Jihad), Islai^c Movmtent of
U^hekutan (IMU), Asbat al-Ansar, Salafist Group for and Cembat (GSPC), .
Ubyan Islamic Fighting Group, AJ-Itihaad al-lslam^a (AlAI), IslamicAm^ ofAden,
Usama bin Laden, Muhammad AHf (aka, Subhi Abu Sitta,Abu Hf^s AlMem),
^oyf al-Adl Shaykh Sai*id (aka, Mustafa Muhammad Ahmad), Abu Hafs the
Mcwritanian (aka, Mahfou;(^ Quid al-Walid, KhalidAI-ShanqiH), Ibn AiShaykh al-
Lihi Abu Zubaydah (aka, Zc^n al-Abidin Muhammad Husap, tariq), Abd al-
Hadi al-Iraqi (aka, Abu Abdallah), A^man al-Zamahiri, Thirwat Salah Sbihata,
Tariq Anwar al-Saj^dAhmad (aka, Fathi, Amr al-Fatib), Muhammad Salab (aka,
NasrFahmi Nasr Hasanqyn), Makhtab Al-KhidamatlAJ IQfah, W^a Humanitar
ian Organisation, Al Rashid Trust, dan Mamoun Darkai^anH Import-Export Com-
pany '̂Executive Order on Terrorist Financing: Blockii^ Property and Pro
hibiting Transactions With Persons Who Commit, Threaten to Commit, or
Support Terrorism," 24 September 2001, http: //www.whitehouse.gov/news/
releases/2nnt/09/2nninQ74-l diakses 5 Agustus 2004).

Di bagian lain, penggunaan kekuatan miUter untuk mememngi terorisme adalah
yang paling menonjol selama Pemerintahan Geoige W Busb> Dalam waktu sekitar
dxia tahun era kekuasaannya telah Hilalnilfan agresi terhadap dua n^ara secara
berturut-turut, yaitu di A%hanistan (2001) dan di Irak (2003).

"OperationEnduring Freedom'': Perang Melawan Terorisme diAf
ghanistan (2001)

Sebelum secara resmi dilakukan penyerangan oleh pasukan udara Amerika
Sedkat dan Inggris terhadap Afghanistan pada awal Oktober 2001, Presiden George
W Bush pada tanggal 20 September 2001 di hadapan Kongres menuntut Rejim
Taliban di Afghanistan agar memenuhi tuntutan-tuntutan Amerika Serikat.
Tuntutan-tuntutan tersebut, yaitu:
a. agar membebaskan semua warga negata Amerika Senkat, termasuk warga

negara Amerika Serikat yang dipenjarakan tanpa proses pengadilan.
b. agar melindungi para jumalis asing, diplomat dan para pekerja bantuan di sana.
c. Agar menutup secara permanen setiap kamp pelatihan teroris di Afghanistan

dan menyerahkan setiap teroris, dan tiap orang dalam strukturyang mendukung
mereka

memberi akses penuh' bagi Atnertka Serikat ke kamp-kamp pelatihan
teroris, sehingga tidak lagi beroperasL (Address to Joint Session Congress and
the American People, 20 September 2001).
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Bush tnenyatakan bahwa tuntutan itu harus dipenuhi deagan tanpa mc..u.)uka
perundingan. Dengan kata lain, Rejim Taliban harus menyctahkan tanpa syarat
anggota A1 Qaeda dan pemimpinnya Osama Bin Laden kepada Amerika Serikat
yang didakwa bertanggung jawab atas serangan 11 September 2001 (Address to
Joint Session Congress and the American People, 20 September 2001). Dakwaaan'
Amerika Serikat diperkuat dengan laporan FBI bahwa 19 orang pelaku pembajakan
atas empat pesawat terbang sipil komersial ditengarai sebagai anggota A1 Qaeda.
Kesembilan belas orangitu masing-masing ditampilkan dalam Tabel 1.

Tabel 1 Daftar Part^ I'ergangka Pelaku Pembajakan Pesawat Sipil
Komersial AmeriJta ilam Serangan 11 September 2001

No
Penerbangan
yang dibajak Nama Para Pembajak Sasaran Keterangan

1. American Air

lines

Might 11

Mohammed i\tta(pilot); Waleed
al Shehri, Wail al Shehri, Satam
al Suqami, dan Abdula/ix al
Omari

Menara Kcmbar CJedung
WTC New Y(»k

Bcrhasil

2. United Airlines

Might 175
Marwan al I»hehi (pilot), I'ayez
Baniharhmad, Ahmed al
Ghamdi, I lamzaalGhamdi, dan
Mohahd al Shehri

Menara Kcmbar C»cdung
WrC New York

Berhasil

3. American Air

lines

Might 77

fiani 1fanjour (pilot), Nawaf al
Ifazmi, Khalid al Mihdhar,
Majed Mocked, dan Salem al
lla/mi

GedungPentagon Sebagian gedung
rusak

4. United Airlines

Might93
Ziad Jarrah (pilot), Saced al
Ghamdi, Ahmad al haxnawi,
dan Ahmed ill Nami

GedungI^itih Gagal.
Jatuh Shanksvillf,

Sumbcr NatkmaJ Commision on Terrorist Attacks Up<jn the United States (2002: 328-239).

Tuntutan Amerika Serikat itu juga dipetfcuat oleh sebuah kenyataan bahwa
Rejim Taliban di A^hanistan dianggap telah menjadi peBnduog i<.«ng<.n MQaeda.
Padahal daUm Doktrin Bush jelas sekaU dikatakan bahwa suatu pemetintahan
yang menampung, melindun© dan membantu pelaku terorisme dianggap sama
dengan menjadi bagian dari terorisme itu sendiri. Konsekuensjnya ialah ia akan
bethadapan dengan Amerika Scrikat dan akan diperanginya.

Menurut Presiden Bush, AI Qaeda diyakini memiliki pengaruh besar di Af
ghanistan selama Rejim TaUban berkuasa, dan mendukung rejim itu untuk
menguasai negeri tersebut. Dengan alasan bahwa selain Rejim Taliban iccara
langsung berhubungan dengan Al Qaeda, Presiden Bush mengutuknya sebagai tcjim
yang me an kebrutalan tethadap rakyat A^anistan. Dengan demikian, langkah
menyerang Taliban dan Al Qaeda, bagi Pemetintahan Bush dapat beratti pula sebagai
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upaya membebaskan Afghanistan dan rakyat Afghanistan dari pendudukan teroris
A1 Qaeda dan rejim Taliban.

Isyarat penyerangan ke Afghanistan disampaikan oleh Presiden Bush dalam
sebioah pidato radio ("Radio Address of the President to the Nation," http://
www.whitehouse.(^ov/news /releases /2001 /09 /20010929Atml dieses 5 Agustus
2004) pada 29 September 2001. Dalam pidatonya dikatakafl bahwa setelah bertemu
dengan perdana menteri dari Kanada dan Jepang, s^ta bebei?sypa kepala
pemerintahan mulm dan Russia hingga Indonesia, Presiden %ush seolah tnendapat-
dukungan kuat untuk melakukan perang melawan terorisin« ke depan. Pertama-
tama perang akan diarahkan ke Afghanistan, dengan mbnutuskan hubungan
diplomadk karena dianggap melindiingi para tymris. jj

Presiden Bush berpendapat bahwa perang barunya acias teror akan dimulai
dengan menyerang A1 Qaeda, dan tidak akan berakhir di sana. Tapi peprangan
akan terus berlanjut hingga setiap kelompok teroris dari seloruh dun^-ditemukan,
dihentikan dan dikalahkan. Bush menyebut rencana perangnya sd^agai "perang
peradaban".

Setelah bertemu dengan Kepala Komando Operasi Pusat Amerika (U.S. Cen
tral Operation Command, USCENTCOM), Jenderal tommy Franks dan para
penasehatnya pada 21 September dan 2 Oktober 2001,, Presiden Bush menyetujui
rencana mihter untuk menyerang A^hanistan. Mula-rnula. operasi penyerangan ke
Afghanistan menggunakan kata sandi operasi "Infinite Jiistice," tetapi kemudian
berubah menjadi "Enduring Freedom." Alasan perubahan itu iaiah demi
menghindan kntik dari dunia Muslim yang menganggap bah:^ "Keadilan Abadi"
hanyalah miUk kekuasaan Allah. (National Commision on Tisrrorist Attacks Upon
the United States, 2004: 337).

"Operation Enduring Freedom" di A%hanistan dilakukan dalam enq^at £ase.
Fase Pertama, Amerika Serikat dan sekutunya menggerakan pasukan ke dalam
wilayah Afghanistan dan menyusun operasi dari atau atas negara-negara tetangga
seperti Uzbekistan dan Pakistan. Dalam thre Keduaj secangan udara Han seraqgan
operasi-operasi khusus memukul tai^t-target pentingAi Qaeda dan Taliban. Up^ya
ini dilakukan dengan kerjasama antara CIA dan pasukan Operasi Khusus yang
dikinm bersama-sama dengan £aksi-faksi besar Afghan yang menentang Tatiban.
Fase Kedua dilakukan pada 7Oktober 2001 dengan melakukan penyerangan Han
pemburuan Al Qaeda dan Taliban.

Dalam Ease Ketiga, Amerika Serikat menggunakan semua elemen nasional
Afghanistan dalam operasi-operasi yang menentukan, termasuk pasukan-pasvikan
darat, untuk mengguling^t^ rejim Taliban dan menghancurkan kantong-kantong
Al Qaeda di Afghanistan, ^ada 9 Nopember 2001 Maxar-e-Sharif, di Afghanistan
Utara, jatuh ke tangan pasukan koaliasi dan faksi utacna Afghan. Empat hari
kemudian Taliban Ian dan Kabul. Pada awal Desember , semua kota-kota besar
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jatuh ke tangaa pasukan koalisi. Akhimya, pada 22 Desember 2001, Hamid Karzai,
seorang pemimpin Pashtun dati Kandahar dianggkat menjadi kepala pemerintahan
sementara Afghanistan. Amerika Serikat dan Pasukan Koalisi menganggap bahwa
Afghanistan telah dibebaskan dari kekuasaan Taliban. ^ .

Dalam Fase Keempai, dilakukan operasi-operasi militer dan sipil yang memiliki
tugas tanpa batas dati apa yang disebut dengan pasukan bersenjata untuk "security
and stability operations.'' Dalam dua bulan dari permulaan perang di Afghanistan
itu, Pasukan Koalisi dibantu dengan sejumlah milisi Afghanistan telah mampu
menghancurkan Taliban dan A1 Qaeda. Pemimpin A1 Qaeda yang dianggap membuat
rencana penyerangan 11 September 20Dl,J4ohammad Atef, diyakini telah tewas
oleh serangan udara Amerika Serikat. NaMun sampai perangusai, ddak diketahui
dimana Osama Bin Laden berada termasuk Mullah Omar, pemimpin Taliban.
Perkiraan biaya yang diperlukan Amerika Serikat sendirian selama "Operation
Enduring Freedom" di Afghanistan sampai awal Desember 2001 sebesar US $3
milyar, dan pada 8 Januari 2002 sebesar US $3,8 milyar.

Anggota Koalisi Amerika Sfjikat dalam perang diAfghanistan ialah Australia,
Belgia, Bulgaria, Kanada, Republik Ceko, Denmark, Mesir, Estonia, Finlandia,
Perands, Jerman, Yunani, India, Italia, Jepang, Yordania, Kazakhstan,

Kemenangan Pasukan Koalisi Amerika dalam perangdi Afghanistan memang
sudah diduga banyak pihak. Kecanggihan teknologi perang yang dimilikinya tidak
bisa diimbangi oleh Pasiiks^ "TaU yang kebanyakan sudah ketinggalan jaman
sebagai sisa-sisa pada masa perang melawan Uni Soviet. Kemenangan Pasukan
Koalisi juga karena mendapat dukungan faksi-faksi anti Taliban terutama dari
Aliansi Utara Afghanistan. :^cian jumlah kekuatan militer dan serangan Pasukan
Koalisi di A%hanistan dapat dilihat pada Tabel 2.

Perang diAfghanistan itumenurut Presiden Bush merupakan front pertama di
luar negeii dalam perang melawan teror. Terhadap anggota A1 Qaeda dan Taliban
yang berhasil ditawan, Pemetintah Bush meminta agar mereka diadili oleh sebuah
pengadilan komisi militet untuk oi^g asing, di mana mereka didakwa sebagai
teroris asing yang menyerang dalam negeri Amerika Serikat. Dengan demikian
tawanan A1 Qaeda dan Taliban dianggap sebagai pelaku kriminal biasa yang
melakukan pembunuhan massal, bukan sebagai tawanan perang menurutKonvensi
Jenewa 1949. Mesldpun Presiden Bush menyebut angka 350 tawanan sampai akhir
Nopember 2001, namun angka pasti keseluruhan tawanan tidak dapat kami peroleh.

Pada 28 Desember 2001, Presiden Bush menganggap bahwa misi perang di
Afghanistan telahselesai. Ini ditandai dengan hengkangnya A1 Qaedadari Afghani
stan; Afghanistan aman dan stabil; sel-sel anggota A1 Qaeda telah ditangkap; dan
para pejuang Taliban telah dibawa ke pengadilan (President, General Frank Dis
cuss War Effort, 28 Desember 2001). Selanjutnya, Presiden mengirim utusan khusus
imtuk Afj^ianistanseseorang bemamaDr. Zalmay Khalizad sebagai "SpecialPresi
dential Envoy for Afghanistan" (President Names Special Envoy for Afghanistan,
31 Desember 2001).
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Selesainya peperangan untuk menghancutkan A1 Qaeda dan mengguUngkan
rejim Taliban di Afghanistan masih menyisakan agenda perdamaian pasca perang.
Ge)ala petebutan kekuasaan di antata kekuatan militeipata £aksi-&ksi and Taliban
untuk. menguasai pemedntahan sementara di Afghanistan sangat kuat memicu
konflik bam, setelah beftahun-tahun meteka mengalami pemng saudata sejak^Af-
ghanistan bebas dati Uni Soviet pada 1989.

Tabel 2. Jumlah Pesawat Tempur dan Amunisi dalam Pemng di
Afghanistan hingga 1 Desembet2001

Aircraft Stxike Softies FIowd t

F-14 1200 !
F/A-18 3700

F-15E 250

F-16 470

AC-130 225

B-1 320

B-1 320

B-2 6

B-52 375

Total 6546

Mimitioii AirFotce Navy
CBU-87 164

CBU-103 573

GBU-10 13

CBU-12 977 26

GBU-24 34

GBU-28 6

GBU-31VinDAM&ajd 4083

GBU-31v3aDAMpen) 509 21

GBU-37IDAM 2

Mk-82 6344

Nik-83 195

Mk-84 204 3963 (akaost all LGB or
TDANI)

BLU-82 4

GBM5 2 2

GBU-16 274

HAM 74

AGM-65-G 1

AGM-130 1

AGM-142 2

Sumbcr Anthony II. Cordcsman (2004:

* ncrika Sedkat dibantu pata sekutunya membuat langkah-langkah petnba-
ngunan kembali Afghanistan melalui Petiindingan Petsetujuan Bonn pada 5
Desembet 2001. Petundingan itu telah menghasilkan sebuah dokumen politik
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bemama "Agreement on Provisional Arrangements in Afghanistan Pending Re-
EstabHshment of Permanent Government Institutions" yang ditandatangani oleh
perwakilan rakyat Afghanistan. Agrvemeni ini berhasil membentuk Pemetintahan
Sementara Afghanistan (Interim Afghan Audiority), dan memberikan dasa^^untyk
sebuah sistem hukum dan pemerintahan sementara dan menjadikan Konsritusi
1964 sebagai dasamya. Pada 15-22 Juni berhasil dibentuk Lqya Jirga, semacam
MPR, yang selanjumya berhasil membentuk Pemerintahan Transisional Afghani
stan.

Pemerintahan Transisional inidipimpin oleh Hamid Karzai sebagai presidennya.
Kemudian Karzai membentuk suatu I:abinet yang di dalamnya terdapat empat
wakil presiden, empat penasehat khusus, dian 28 menteri. Melalui sebuah komisi
konstitusional yang telah dibentuk akhir Agustus 2002, pemerintahan Karzai
mengusulkan sebuah rancangan konstimsi baru yang dikeluarkan pada 7Nopember
2002. Pada awal 4 Januari 2004 rancangan Konstitusi- itu diterima dengan
perubahan-perubahan oleh Loya Jirga Konstitusional. Pada akhirnya, menurut
Persemjuan Bonn, akan dilaksaiiakan pemilu yang bebas dan jujur pada akhir Juni
2004 (ICG Asia Report N°56, 12 Juni 2003: 34; Miller dan Perito, 2004:3).

Tabel 3. Pemimpin Etnik, Daerah Kekuasaan dan Keg^atannya diAfghanistan Padn
Masa Pemerintahaa Sementara Afghanistan Hamid Kharzai

Name Edmidty Aceit of Control Manpower Recent Activity

Ismail Khan Tajik Governor of

Herat

Several thousand Forces battled Zaher

Naib Zada's militia in

Herat; Khan accused
Zadaofassassinating his
son.

Gulbuddin

Hekmatyar
Pashtun Operates in but

docs not control

the provinces of
Kunar, Nuiistan,
Khost, Paktia,
Lt^ar.and
^Pakistan's

orderlands

Unknown, suspected
1-2,000. Leader of the
Hezb-e-Islami militia;
Enjoys a large sjrmpa-
thetic followingdue to
his Pashtun

background.

Allied with the remnants

of the Taliban; sus
pected organizer of
bombings and attacks
againstAfghan and US
forces as well as

President Karzai; CL\
failed to kill him with a

predator drone; believed
to be involvedin smug
glingnarcotics.

Atta

Mohammed

Tajik Parwan, Kondoz, Takhar,
Baoakshan,

Baghlan, Kapisa,
Kabul, and
Laohman prov
inces.

The former 7 Army
Corps, approximately
20,000 troops. Allied
with Afj^n Defense
Minister Mohammad

Qasim Fahim.

Fought with Rashid
Dostxim's forcesii; r> jp-
tember 2003 ovenx i' lol

of the north and over

Dostum's mandate to

disband Mohammed's
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Name Ethnicity Area of Control Manpower Recent Activity

army. Shakytruce siace
October ^)03, Rumsfeld
met widi both Dostum

and Mohammed in De-

cember2(X)3. •

Abdul

Rashid

Dostum

Uzbek Faryab, Balkh,
Samangan, and
Jowjzan prov
inces.

Leader ofdieJunbish-
e Melli-ye Islamipartj^
President Kaizai's secu

rity advisor for the
north, commands
20,000
troops.

Dostum hasbeen 4^wer
than Mohammed to re

linquishheavy
weaponry and has at
tacked several towns,
claiming that they are
disloyal to KarzaTs gov
ernment Colics contend

heis tcyti^to soEdify his
area ofcontrol

Barhanuddin

Rabbani

Kaizai

government.

Tajik
Pashtun

Nopeiscmalam-
trol of any one
area. Leader of

the Jami*ate-e
Islami parly.

FormerNorthem Alli

ance forces remain

nominalfy suppordve,
but it is not clear that

theywouldeverbreak
wi^ wadords to sup
port him.

Former Afghan
president's refusal to
step down in the 1990's
hd^ped
{uncivilwar. The theol-
o^ professor is deieply
c6nsecvative and has or
ganized protestsagainst
pn^resstve measures of
die Karzaigovernment

Mohammad

Omar

Unknown, ru
mored to be op
erating from dte
Pakistani border

province of
Waziristan.

Unknown, believed to
control between several

hundred to several

thousand tribesmen

and neo-Taliban forces.

Unknown, believed to
be coordinating attacks
on cooperativeA%hans
Oqiar and Coalition

forces. Levdofcoopera
tion with A1 Qaida is
unknown. Believed to be
albed with Hekmatyar.

Hukum Humaniter dalam Pemng Melawati Terorisme di Afghani
stan (2001)

Petisdwa 11 September 2001 bagiPresiden GeoigeW. Bush, meminjam istilah
Madeline K. Albright (2003: 2), seolah-olah menjadi sebuah 'Sn^ahyu" (revelation)
yang membed legitimasi dirinya untuk menghabisi dan memerangi apa-apa dan
semua yang dianggap sebagai banian teror yang dapat mengancam keamanan
Amerika Serikat. Karena seperd *Vahyu", maka retorika Bush dalam pidato-
pidatonya cenderung "exorcism", hitam-putih, dan menghakimi antara "axis of
evil" dan "civilized world" sebagai pembeda antara teroris dan pendukungnya
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dengan Amerika Serikat dan bangsa-bangsa pencinta kebebasan dan perdamaian.
Dengan begitu, Presiden Bush seolah-olah tidak begitu peduli dengan kritik bebcraj^a
sekutu dekatnya atas kebijakan politik pemerintahannya yang mengedepankan
"preemptiveself-defense" ketika menghadapi ancaman terorisi^ie. Sebagai contoh,
Perancis dan Jerman berkeberatan jika Irak harus menjadi target perang demi
mengejar ambisi Pemerintahan Washington untukmenggulingkan Saddam Hussein,
karena dugaan kepemilikan WMD dan hubungannya dengan A1 Qaeda.

Dari peperangan di Afghanistan itu, sebagaimana dipaparkan di muka, maka
bagian ini secara khusurniempersoalkan implementasi hukum humaniter
intemasional dalam hal keahst^an perang, perlakuan terhadap tawanan perag dan
penduduk sipil.

Sejak semula kebijakan perang melawan terorisme banyak lahir-dari retorika-
retorika Presiden George W. Bush setelah 11 September 2001. Sayangnya, retorika
Bush dalam bentuk pidato-pidato hetoistik pada gilirannya menjadi sebuah Doktrin
Bush yang dikenal sebagai "preemptive self defense" atas serangan teroris baik
dari luar negeri maupun dalam negerL

Mendasarkan diri kepada Pasal 51 Piagam PBB, Amerika Serikat dengan
sokongan Inggris menganggap bahwa perang melawan terorisme di Afghanistan
dan Irak adalah sph. Alasannya, pasal tersebut mengijinkan penggunaan kekuatan
pasukan dalam |̂ (embelaan din melawan sebuah serangan bersenjata. Afghanistan
diserang karena rejim Taliban tidak menyerahkan pimpinan dan anggota A1 Qaeda
yang dituduh menjadi pelaku serangan 11 September 2001.

Strategi "preemptive self defense" oleh ahli hukum intemasional dianggap
bertentangan dengan hukum intemasional. Alasannya tindakan perang untuk
membela din hanya diijmkan untuk melawan serangan bersenjata. Dalam kasus
Afghanistan, negara itu pemerintahnya sama sekali tidak pemah melakukan
penyetangan terhadap kedaulatan wilayah Amerika Serikat. Sebelumfiya para
sarjana hukum intemasional selama bertahun-tahun berpendapat bahwa "preenip^
tive self defense" sehamsnya dipertimbangkan sah menurut hukum, tetapi Amerika
Serikat secara konsisten mendukung larangan penggunaan preemptive dengan
kekuatan miAiter. Posisiini diambil Amerika Serikatuntuk alasankeamanan nasional.
jadi, seharusnya Amerika Serikat tidak memiliki hak untuk menggunakan kekuatan
militer untuk mencegah, jika kemungkinan, adanya serangan bersenjata. (O'Connel^
2002:2-3).

Perihal status tawanan perang, Amerika Serikat memperlakukannya secata
buruk, jauh dan norma-norma yang diatur Konvensi Jenewa 1949 III- Presiden
Bush (17 Juli 2003) menolak status tawanan perang (POW) bagi anggota tejir^
Taliban dan anggota A1 Qaeda yang berhasil ditangkap. Alasannya bahwa mereka
im adalah "illegal combatants," sehingga tidak memiliki hak-hak privilese sebagai
tawanan perang. Anggota A1 Qaeda yang ditangkap dianggap sebagai penduduk



Jumal Civics, Vol. 2, Na 1,Juni 2005 55

sipil biasa yang secara aktif berpetan dalam peperangan. Sdain itu, A1 Qaeda
bukanlah Pihak Negara yang dimaksud Konvensi IIIJenewa. A1 QaedaBukan negara
atau wakil negara. Sebagai kombatan yang tidak sah, maka dengan senditinya ia
menjadi bagian penduduk sipil walaupun penduduk sipil bersenjata.

Terhadap anggota Taliban, Pemeiintah Bush menganggapaya sebagai bagian
dari pihak yang teriibat dalam perang sipil, dan oleh dunia dianggap sebagai
pemeiintah defacto di Afghanistan. Dalam hal iniAmedka Sedkat mendua kedka
menyatakan perang terhadap Rejim Taliban yang juga Pemedntah di Afg^ianistan,
dan Afghamstan adalah salah sam pihak yang ikut menandataa^ninya sehingga
tedkat dengan Konvensi IIIJenewa 1949. Tetapi Pemedntah Bush menolak Taliban
masuk empat syarat khusus dalam Pasal 4A(2) Konvensj III Jenewa, karena mereka
ddak secara efektif membedakan didnya dad penduduk sipil A%hanistan lainnya.
Ini dapat dilihat dad ddak adanya seragam pasukan TaHban yang membedakannya
dengan penduduk sipil. Menurut Menhan Donald Rumsfeld, Talljban tidak memiliki
pakaian pembeda yang menjadi tanda, simbol atau seiag^ (*Tress Conference,
Dep*t of Defense, Secretary Rumsfeld &General Myers," 8Febmad 2002, http:/
/www.defense!ink.tni]/nPM/^/F^b9nnc>/tn^n«?nn^, diakses 6 Sep
tember 2004).

Keputusan Pemedntah Bush terhadap stams tawanan dad anggota Taliban
dan A1 Qaeda yang dianggap bukan bagian kombatan tetapi sebagai bagian pelaku
teronsme, berakibat mereka yang ditangkap diaditi oleh sebuah komisi nuliter
Amerika sebagaimana diatur dalam "Military Order'* C*MiUtary Order": *T)eten-
don. Treatment, and Tdal of Certain Non-Citizens mthe War Against Terrorism",
66 Fed. Reg. 57,833, Nov. 16, 2001, http:/ /www.wfaitehouse.gov/news (
2001/ 11/2001116-1.html diakses 5 Agustus 2004.). Mereka diterbangkan dan
dipenjarakan di Guantanamo Bay, Cuba. Jumlah vai% ditahan 10 Januad 2002
sebanyak 110 orang. Pada 23 Januad pengidman ^angkapan itu dihentikan karena
penjara ddak cukup tempat untuk menahan 158 orang dad kapasitas 160 orang
(Katharine Q. Seelye, 2002, dalam Matheson, 2002: 320).

Dari uraian mengenai perlakuan tawanan tersebut, maka menjadi si^t untuk
mempercayai bahwa sebenamya siapa yang termasuk dalam kategori "ja^t" dan
baik, apa dan siapa teroris sebenamya, untuk meminjam moialitas y^g dibuat
Presiden George W Bush di muka. Perlakuan buruk terhadap tawanan perang di
Afghanistan baik yang dianggap "combatants" atau ^aon combatants," makin
meyakinkan masyarakat dunia bahwa Amerika Serikat sendiri bukanlah contoh
terbaik dalam penegakan hak asasi manusia dan hukum intemasionaL Dari sini
tampak amat sulit mengharapkan terorisme melawan Amerika Serikat dapat
berfintL Karena Amferika Serikat sendiri selalu ingin menang sendiri, arogan dan
tnessg^^asai bangsa lain.



56 Ekram Pawiroputro, Implcmcntasi Flukum Ilumanitcr dalam Pcrang Amcrika Scrikat Mclawan
'I'crorismcdi Afghanistan

*>

Simpulan
Kebijakan Pemerintahan George W. Bush tentang"Perang Melawan Terorisme"

dilatarbelakangi oleh peristiwa serangan para pembajak pesawat sipil komersial
yang menabrakkannya ke Gedung WTC, New York, dan Gedung Pent^on,'Wash
ington D.C. serta Pensyhrania. Kebijakan perang melawan terorisme dari pemerintah
Amerika Sedkat dibawah PresideGeorge W. Bush, secara umum tergambar dalam
sejumlah dokumen seperti The ISiationalSecurity Strategy of the UnitedStates oj\America
(2002), National Security Strate^ to Combat Weapons of Mass Destruction (2002), dan
National Strate^for Combating Terrorism (2003). Selain kedga dokumen strategi itu,
ada pula sejumlah "Executive Ordet'̂ dan Presiden, dan pidato-pidato Presiden
George WBush yang kemudian dijadlkan dasar pengambilan kebijakan dalanxperang
melawan terorisme.

Perang Melawan Terorisme dilakukan pertama kali ke Afghanistan (2001)
karena Rejim Taliban dianggap melindungi dan menjadi tempat bagi A1 Qaeda dan
pimpinannya, yang didakv^a terlibat langsung dalam peristiwa 11 September 2001
di Amerika Serikat. Dengan prinsip "preemptive self defense", Amerika Serikat
bersama negaia-negara anggota pasukan koalisinya menyerang Afghanistan.

Prinsip-prinsip Hukum Intemasional, khususnya Hukum Humaniter dalam
perang melawan terorisme. Afghanistan dan Irak tidak dipenuhi. Hal ini dapat
dilihat antara lain bahw^ prinsip "preemptive self defense" yang dijadikan alasan
untuk menyerang Afghanistan (dan Irak) bertentangan dengan maksud Pasal 51
Piagam PBB. Selama ini Afghanistan (juga Irak) tidak pernah melakukan
penyerangan atas kedaulatan wilayah Amerika Serikat. Di bagian lain, perlakuan
diskriminatif atas anggota A1 Qaeda dan TaHban yang tidak diakui sebagai kombatan,
dianggap mengingkari ketentuan^-ketentuan Konvensi III Jenewa 1949. Selain itu,
perlakuan tidak manusiawi atas para tahanan/tawanan baik di Afghanistan selain
melanggar hak asasi manusia, para pelakunya dapat diancam sebagai pelaku^
kejahatan perang.
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memperkarakan kasusdugaan
UPAYA PERUNDUNGAN HAK ATAS KESEHATAN

Oleh: Sedati Widihastuti

Jutusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak „ .
Materactice cases ivhich are exposed in mass media todo)/ makes us rea j (^pre jemive.

Medical profession, which was considered "samd", becomes public dismssion. eop^'
that today most doctors tend to be not responsible on the malpractice thp ave ne. n- .e
other hand, doctors think that there is a tendeng of considering medicalfailures as mmes.
Doctors who are regarded "to be guilty'* must be presided It happens when there is malpractice
assumption, which is actual^ not an unclear term.

Kata Kigagalan tindak medik,,: malprakiek, pembuktian,
pelanggaran hak atas kesehatan

Pendahuluan . . j
Profesi kedokteran yang dulu dianggap "sakral" kini ramai menja i

perbincangan publik, kccaman demi kecaman banyak dituai sehubun^n dengan
tudingan makpfaktek. Maraknya berita korban-kotban tindakan medik di media
massa akhir-khir ini, memang sudah sampai taraf memprihatinkan dan meresahkan
masyarakat- Kita bisa ikut merasakan penderitaan yang dialami Fellina Azzahra
{Kompas, Agustus 2004), sclama 7bulan lebih bayi berusia 16 bulan itu harus
mendeiita dan kesakitan karena tindakan operasi yang tidak sempuma ia jalani.
Jahitan pada bagian perut bayi itu temyata tidak kunjung merekatkan kembali hasil
sayatan operasinya, akibatnya bagian usus Fellina mendesak keluar dan kadang
keluar cairan tnakanan ^li perutnya. Itulah yang menimbulkan kesakitan yang
amat sangat.

Simak kasus yang menimpa Agian Isna Nauli Siregar (Kompas, Januari 2005)
yang koma lebih dari 6bulan setelah menjalani operasi caesar. Suaminya, Panca
Satria Hasan yang putus asa menunggu uluran tangan rumah sakit yang tidak
bergeming atas peristiwa tersebut, sempat memohon tindakan euthanasia atau
disuntik sampai meninggal untuk Agian. Masih banyak lagi kisah-kisah tragis yang
keluar dari ruang praktek doktcr belakangan ini. Menyimak hal-hal di atas memang
sangat wajar kalau Paulus Januar dalam sidang pembahasan RUU Praktek
Kedokteran pemah mengusulkan nama "Undang-undang Praktek Kedokteran dan
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Pcn\ clcsaian Sengketa yang Ditimbulkan " dengan harapan secara substfmsial
mampu mengakomodasi semua kepentingan dan peristiwa [Kompas^ 24 Oktober
2004).

Bagi masyarakat, semuanya serba dilemads. Ketergantung^ yang besar pada
dokter^ telah memposisikan mereka dalam posisi tawar yang tidak seimbai^; Dokter
dan kalangan medis juga cendening bedindung dibalik istilah-istilah dan prosedur
niedis yang sulit dipahami, pembemn informasi yang serba terb^s, injormed fon-
sent serta sikap yang dingin dan berjarak. Akibatnya jangankan noemperjuaijgkan
kesehatan yang menjadi hak asasinya, sejauh ini masyarakat masih terbelenggu
oleh persoalan ketidakmengerrian dirinya, dan bargainingposition yang sangat tidak
seimbang. Tapi berdiam diri, tidak melakukan apapun pada l^aktu menjadi
korban, tentulah bukan sikap yang menguntungkan. Pedu penyadaian diri bahwa
kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang harus diapresiasi
semua pihak. Bersikap diam dan nrimo pada akhimya bisa menyebabkan piraktek-
praktek kedokteran yang mengabaikan bahkan melanggar hak asasi dan
menjauh dari nilai-nilai luhur sumpah kedokteran, berkembang inenjadi peristiwa
"biasa", wajar-wajar saja yang harus bisa diterima sebagai satia kekhilafan yang
manusiawi.

Kalau fakta-fakta di atas diungkapkan kepada para medikus, umumh^ra mereka
akan bersikap defens^ dengan mengemukakan bahwa yang tetjadi adalah risiko
tindakan medik dan bukan malpraktek, karena mereka sudah bek^a sesuai dengan
standar prosedur kedokteran. Dokter berkilah tentang sikap a priori masyarakat,
yang cenderung mencari-cari kesalahan dokter dengan melabd sebagai "tindak
kriminal" danpelanggaran PiAM terhadap semua k^agalan medis. Dalam nuansa
defensifpula dokter selalu mengungkap kespesifikan hubungan dokter-pasien yang
tidak bisa dipersamakan dengan hubungan-hubungan hukum lainnya. Dinyatakan
bersifat spesifik karena hakekat hubungan ini berorientasi pa<^ ihtiar atau usaha
yang semaksimal mungldn, dan bukan hasil semata {resuHaafmbinteni^.

Melindungi masyarakat penerima layanan kesehatan dari praktek yang
merugikan, merupakan salah satu tujuan utama ditetapkannya Undang-Undang
(UU RI) No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (UUPIQ. Disebutkan
dalam diktimi UUPK bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan
dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat
melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau
oleh masyarakat. "Janji" tersebut tenm saja melambungkan harapan masyarakat.
Tetapi menilik substansinya, harapan hanya tinggal harapan, karena UUPK belum
cukup mengakomodasi hak pasi^n. UUPK masih memberikan ruang-ruang yang
eksesif bagi kepentingan kalangan ^edis, lebih banyak mengatut tentang apa yang
harus dilakukan para medikus dalam menjalankan fiingsi, kewenangan dan tindakan
medisnya. Sementara porsi perlindungan pasien hanya terakomodasi dalam 2pasal
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yang mengatur tentang hak dan kewajiban pasien secara umum dan selama ini
sudah diketahui oleh publik.

Fakta bahwa UUPK belum cukup memberi perlindungan bagi pasien, serta
fenomena praktek kedokteran yang semakin menjauh dari sumpalvdokter dan
etika kedokteran, sepatutnya menjadi titik balik bagi masyarakat untuk mencermati
peiilaku hedonistik dan unethical para dokter itu. Jangan sampai, sudah jatuh masih
terdmpa tangga! Sudah terlanjur jadi korban tindakan medis, tapi jangankan
memperoleh ganti rugi, malah tuntutan dan pengaduan atas pelanggaran dokter
dianggap sebagai "salah alamat," atau tnalah ganti dituntut balik oleh pihak dokter/
rumah sakit sebagai pencemaran name baik.

Malpraktek Medik (Pelanggaran HAM atas Kesehatan) ataukah
"Hanya" Risiko Tindakan Medik

Seperti di atas cawai: mikroskop, profesi kedokteran saat ini menjadi pusat
perhatian dan dikritisi banyak pihak. Selayaknya hal ini ditanggapi secara bijak
dan dengan kepala dingin oleh kalangan medis, dengan tidak tergesa-gesa bersikap
d^ensif, memasang kuda-kuda dan berlebihan melindungi diri. Kalangan kedokteran
berasumsi pihak pasien terlalu kuat kedudukannya, sehingga dengan entengnya
memberi *'stempel" n^praktek, mengabaikan atau melanggar hak asasi manusia
(HAM) terhadap semua kegagalan tindak medik dan dengan gampangnya menuntut
atau menggugat dokter. Yang dikomentari Chrisdiono M. Achadiat sebagai
pembunuhan karakter {characterassasination) terhadap dokter yang dituntut, sementara
realitanya belum tentu "kegagalan" itu merupakan kesalahan, kelalaian atau
malpraktek medis {Kompas, 8J^uli 2004). Kalangan dokter merasa telah terjadi
kecenderungan kriminalisasi terhadap semua kegagalan medis, yang tentu saja
mencemaskan mereka karena akan membuka peluang untuk secara hukum mencaj^j
cari kesalahan dokter dan menyeretoya ke pengadilan. Dokter juga mengemukakan
publikasi kasus yang digugat sebagai malapraktek atau di-iabei sebagai pelanggaran
HAM, merupakan pelanggaran atas asas praduga tak bersalah dan pencemaran
nama baik, mengingat stempel malapraktek harus ditetapkan melalui proses
pengadilan.

Sebaliknya masyarakat berkilah, dokter "kebal hukum" dan selalu berlindung
di balik etika kedokteran agar terkpas dari tanggung jawab yang seharusnya dipikul.
Masyarakat jcngah dengan kecenderungan kakngan kedokteran untuk melindungi

sejawat yang diduga melakukan kelalaian {negli^nci) dan melanggar hak asasi
kesehatan pasien, sehingga sempat berkembang rumor bahwa UlIPK dtbentuk
daUtr. upaya mendekriminalisasikan malpraktek medik. Image negatif terhadap
plofesi kedokteran semakin mengental tatkala berbagai pengaduan oleh masyarakat
kepada profesi, IDI dan MKEK sangat lamban ditanggapi bahkan kadang
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hanya menjadi "anginlalu"saja. Tapi hanya saling menyalahkan dan membela diri
seperti yang berlangsung selama ini, bukanlah sikap yang bijaksana. 'Sudah
selaya-aiya semua pihak bersikap lebih arif menempatkan pennasalahan ini secara
proporsional, serta menyeragamkan persepsi tentang istilah malpiaktek.

Istilah malpraktek digunakan kalangan profesi «ntuk raenggambatkan adanya
dugaan terjadinya kelalaian, penyimpangan, kesalahan itau ketidakmampuan
pfaktek profesi sesuai standar yang ditentukan, sehingga ^etakibat merugikan
konsumen ataupengguna jasa (Sulastomo, 2004:16). Sedangkas Gifis{4alah\ Fuady, .
2005:2) mengemukakan malpraktek adalah sikap tidak bermcral ataii ddak pantas
dalam menjalankan tu^s yang dilakukannya, baik secara sengaja, secara ceroboh,
atau dengan pengabaian. »I

Ramdlon (2005:4) tnenyatakan malpraktek medik pada dasarnya merupakan
serangkaian tindak medik yang dilalnilcan oleh seorang doktei dalam kapasitasnya
sebagai seorang profesional, yang tidak dilakukan menutut standat praktek
kedokteran, sehingga menimbulkan akibat-akibat tertentu pada pasien seperti;
kematian atau kecacatan permanen, dan kelalaian, kesalah'an serta ^kibatnya itu
dilarang dan diancam hukuman oleh peraturan perundangaia. Siedangkan Kartono
Mohamad (1992:77) mengartikan malpraktek medik sebagai tindak penganiayaan
atau salah pengobatan terhadap pasien yang dilakukan secara sengaja dengan
melanggar hukum atau standar profesi yang bedaku. Meflgacu pada UL' RI No. 39
tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, malpraktek dapati dikategodkan sebagai
pelanggaran HAM karena dilakukan oleh kalangan medikus secara sengaja, tidak
disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurahgi, mehghalangi, membatasi,
danatau mencabut hak asasi manusia (hak kesehatannya) yang diatur dalam undang-
undang, termasuk tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh
penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mckanisme hukum yang
berlaku.

Dalam menegakkan diagnosis, memberikan tempi sampai dengan melakukan ^
tindakan medik, dokter harus melakukannya secara d^ebut lege ards^ agar terbebas
dari dugaan malpraktek dan melanggar HAM. Semuanya perlakuan pada pasien
harus disandarkan pada kode eok kedokteran dan standar p^yanan keseliatah
yang mencakup: (a) standar profesi medik; (b) standar prosedur; dan (c). sarana
yang harus dipenuhi dalam menjalankan praktek. F.A. Moeloek, Ketua Pengurus
Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menegaskan bahwa tidak akan terjadi
malpraktek, bila semua ketentuan tersebut dipenuhi {Senior^ Maret2005: 6). Praktek
kedokteran yang lege entiSy sesuai dengati standar profesi jika dilakukan secara teliti
sesuai ukuran medik, dilakukan seorang dokter yang memiliki kemampuan rata-
rata dibandingdokter darike'khlian medik yang sama dengan satanayang memenuhi
perbandingan proporsional dengan tujuan kongkret tindakan medik tersebut.

Unsur pertama dari standar pelaksanaan profesi adalahkeharusan memberikan
terapi/tindakan medik secara hati-hati, teliti dan seksama, sesuai dengan ukuran
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medik. Ceroboh dakm melakukan peketjaan, dapat ditafsirkan dokter telaJi berani
mempertatuhkan kesehatan bahkan jiwa pasiennya. Unsur kedua, harus sesuai
dengan ukutan medik (knteiia mana ditentukan oleh pengetahuan medik) yang
berupa caia tindakan medik tertentu. dakm kasus konkret itu dilaksanakan
berdasaikaii padailmupeqgetahuan medik dan pengalaman. Tentuhatbs dipahami
bahwa sukat sekali membetikan ktitecia yang eksak pada setiap tindakan medik,
karena situasi kondisi dan reaksi pasien yang berbeda-beda. Unsur ketiga, sesuai
dengan kemampuan rata-cata yang dimiliki oleh seorang dokter dengan kategori
keahlian medik yang sama. Unsur keempat, dalam situasi dan kondisi yang sama
{practising inthe same orsimilar locah^, sehingg:' praktek dipuskesmas tentuberbeda
dengan di rumah sakit tipe A. Unsur j^elima, yaitu dengan sarana dan upaya yang
wajar sesuai dengan tujuan kongkret tindakan medik tertentu tersebut. Dokter
harus menjaga adanya suatu keseimbangan antara tindakan dan tujuan yang ingin
dicapai dalam tindakan tersebut (Koeswadji, 1998:150). Sehkigga terus menerus
menambah pengetahuan dan ketrampilan medis, mengikuti perkembangan ilmu
kedoktecan pada umumn)^, khususnya ilmu spesialisasi sendin merupakan salah
satu konsekuensinya.

Dokter juga tedkat pada stan'dar piosedut, yang mengharuskannya melakukan
lan^h-lang^h terstruktur, seperti: (1) Membeiikan informasi yang jelas dan
akurat kepada pasien tentang hal-hal yang berkait dengan penyakit, rencana
pengobatan dan terapin^ sebelum pasien memberikan persetujuan atas tindakan
medik yang akan dilakukannya {ir^ormed consent)-, (2) Membed kesempatan pasien
yang berkehendak mencari pendapat dokter lainnya {secondopinion) sebelum tindakan
medik dilakukan; dan, (3) Membuat rekam medik {medical record) yang mencatat
secara lengkap identitas pasien, riwayat pengobatan, dndakan serta layanan
kesehatan, dan Iain-lain.

Bisa kjta tengarai bahwa di dunia kedokteran dikenal istilah kelalaian,
malpraktek serta musibah medik {medical accident). Malpraktek merupakan tindakan
disengaja {intentionalatau dolus) dan melanggar hukum yang berlaku, sehingga akibat
yang timbul memang merupakan tujuan dad tindakan tersebut. Sedangkan kelalaian
terjadi karena ketidaksengiijaaii {culpd), kekuranghari-hatian, dan acuh tak acuh,
yang bisa mengakibatkan suatu kejadian yang sebetulnya ddak dikehendaki atau
bukan merupakan tujuan dad tindakan tersebut. Sementara itu musibah medik
merupakan risiko tindakan medik berupa suatu kegagalan atau terjadinya akibat
buruk yang tidak bisa diprediksi sebekimnya. Sehingga pernyataan Mahkamah Kode
Etik Kedokteran agar masyarakat tidak kebablasan menilai dan tergesa membed
"stempel" malpraktek pada semua kegagalan tindak medik, mungkin ada benamya!.

Cakupan malpraktek lebih luas dad kelalaian, karena intinya adalah tindakan
yang disengaja {intentional atau dolui) dan melanggar hukum yang berlaku. Apabila
kelalaian mencapai tingkat tertentu sehingga merugikan atau menyebabkan pasien
sampai meninggal atau cacat permanen, disamping melanggar hak asasi manusia



* Jurnal Civics, Vol. 2, Na 1,Juni 2005 75

juga diklasifikasikan sebagai kelalaian berat atau culpa lata atau gross negligence^ dan
dikategorikan sebagai malpraktek yang bisa digugat beirdasar Pasal 1365"Kitan
Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau dituntut secarapidana dengan
berpedoman pada Pasal 359 sampai 361 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP). Namun mengacu pada prinsip hukum de minimis non atrat lex (hukum
tidak mencampuri hal-hal yang sepele), kelalaian bukankh suatu" pelanggaran
hukum, jika tidak mengakibatkan cedera atau kerugian besar kepada pasi^n. Prinsip
tersebut dapat dikesampingkan jika perbuatan tersebut bertents^igan dengaii hukum,
akibatnya dapatdibayangkan, akibatnya dapat dihindatkan danperbuatdti itu dapat
dipersalahkan.

Memangtidakgampang untukmemberi label malpraktek dfin melanggar HAM,
apalagi tidak semua kelalaian akan bermuara pada malprakt^. Simak misalnya:
seorang dokter yang' sengaja mengiklankan prakteknya, mengambil alihpasien dari
dokter lain tanpa persetujuannya, atau tidak memberi kesempatan k^ada pasien
untuk berhubungandengan keluarga. Kelalaian tersebut harus dikategor&an sebagai
pelanggaran etika, yang penyelesaiannya dilakukan secara internal. Demikian juga
dengan kelalaian berupa praktek kedokteran yang tidak sesuai dengan standar
profesi, seperti kurang berdedikasi pada pasien yang metmnta pertolongan atau
ketidakmampuan menjalankan profesi, sehingga menimbulkari kerugian tesarpada
pasien pun "hanya" pelanggaran disiplin. Terhadap pelanggaran di&iplin, tidak bisa
dituntut secara hukum karena sanksi yang dijatuhkan lebih bersifat korektif dan
edukatif seperti peringatan, pencabutan ijin praktek, atau keharusan mengikuti
pendidikan dan pelatihan ulang.

Paulus Yanuar mengemukakan bahwa praktek kedokteran merupakan profesi
yang sarat risiko. Sehingga kalau praktek kedokteran yang dilakukan dengan
berpedoman pada etika profesi dan standar prosedur medik, ternyata masih
mengalami kegagalan atau hasil yang tidak baik/akibat hmuk {untowardresult)^ seperti
kematian atau kecacatan, maka yang terjadi adalah risiko musibah medik {medical
accident)^ sama sekali bukan kelalaian, apalagi malpraktek! {Kompas^ 25 Oktober ^
2004). Harus diakui bahwa hasil akhir dari suatu praktek kedokteran sangkt
tergantung pada banyak faktor. Sehingga kematian ataukecacatan pasienmungkiik
saja terjadi misalnya karena perjalanan dan kompUkasi penyakit {clinical course ofthe
disease)^ risiko akibat pengobatan {medical risk\ selain malpraktek sendiri.

Meskipun rambu-rambunya sudah ada, harus dimaklumi bahwa doktertetaplah
manusia biasa yang dapat berbuat kesalahan. Ilmu kedokteran juga bukan
matematika yang bisa memastikan dua kaU dua sama dengan empat. Seperti halnya
beberapapenyakit yang mempunyai gejala mirip, misalnya gejala demam padatifus,
demam berdarah dan radatjg tenggorokan, menyebabkan dokter bisa keliru
mendiagnosa dan berbuntut keliru puk dalam pemberian obat dan atau tindakan
medik. Hal-hal milah yang harus dipahami sebagai keterbatasan manusiawi seorang
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doktet. Perlu proses panjang iintiik memutuskan rentetan pctistiwa dan kesalahan
di atas sebagai malptaktek medik.

Tidak Gampang Membukdkan Dugaan Malpraktek
Kepercayaan merupakan landasan kokoh dalam transaksi terapeutdk, mengingat

sugesti internal pasien diyakini membantu proses penyembuhan. Membangun
kepercayaan pasien dan berpedoman pada standar pelayanan kesehatan merupakan
kemutlakan. Ini relevan dengan penegasan Sulastomo (Kompas^ 25 Oktober 2004)
bahwa dokter yang baik, yang bet|«dopian pada falsafah profesi di atas dipastikan
tidak akan melakukan malprakte^ lalai secara sengaja dalam menjalankan
pekeijaannya.

Perlu ditambahkan bahwa saat ini telah terjadi perubahan paradigma. Jasa
pelayanan kesehatan tidak ubahnya dengan komoditas jasa lain. Di samping
penegasan UUPK bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus
dihormad dan dipenuhi. Wajar kalau perubahan paradigma tersebut mampu
mengubah hubungan pasien-dqlctet. Sehingga pantas-pantas saja kalau masyarakat
pengguna layanan kesehatan ingin tahu buat apa ia membayar, sama wajarnya
dengan mengklaim kerugian pada dokter. Terh^p dokter yang dianggap telah
mengabai^n HAM (bar::!: hak atas kesehatan), melakukan kelalaian atau dugaan
malpraktek, pasien dahiaiasyarakat pun tidak sungkan lagi memprotes, mengecam
bahkan mengusungnya ke meja hijau. Yang menjadi ganjalan, kepentingan
masyarakat masih termarginalkan dibandingkan doktet, usaha masyarakat
memperjuangkan hak asasi kesehatannya terganjal oleh "serba keterbatasan" yang
sulit diatasi. Merupakan realita bahwa masyarakat nyaris selalu kalah di pengadilan,
dugaan malpraktek tidak pemahterbukti, danpengadilan memumskan bahwa yang
terjadi adalah risiko tindakan medik atau kekhilafan manusiawi. Wajar kalau munciJ
stigma dokter kebal hukum dan merupakan figur "tak tersentuh.'*

Secara yuiidis, memang terdapat peluang minta pertanggungjawaban dokter
atas tindakan malpraktek. Secara perdata dilakukan dengan meminta ganti rugi
atas kesalahan/kelalaian dokter, sepanjang perbuatan tersebut nyata-nyata
menimbulkan kerugian bagi pasien dan ada hubungan kausal antara kesalahan/
kelalaian tersebut dengan kerugian pasien. Sedangkan tuntutan secara pidana
dilakukan apabila kesalahan dalam praktek tersebut berkaitan dengan pelanggaran
HAM ataupiin pelanggaran yang diatur oleh KUHP, seperti: menyebabkan kematian
pasien, melakukan abortus provocatus, membuka rahasia kedokteran dan Iain-lain.

Mengacu pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan
hukum, syarat pengajuan tuntutan gand rugi atas kelalaian dokter setidaknya adalah:
(1) Dokteryang dituntut adalah dokter yang benar-benar memberikan pertolongan,
untuk pembuktiannya reladf ddak sulit; (2). Dokter tersebut telah melakukan
praktek kedokteran dengan mengabaikan atau melanggar standar prosedur medik
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(terdapatkesaLihan/kelalaian dokter); dan, (3) Tindakan doktertersebuttelahnyata-
nyata menimbulkan kerugian pada pasien.

Sebagai konsekuensi dari txintutan pertanggungjawaban secara hiikum (fault
beban pembxiktian menjadi tanggung jawab pendedta kenigian (pasien).

Tetapi tidak tjiudah membuktikan dugaan malpraktek, ddnk cukiip hanya dengan
menunjukkan fakta kegagalan tindak medik atau kesaksian pasien kprban/masih
diperlukan kehadiran alat bukti lain seperti yang diamr dalam Pasal 1866 .
KUHPerdata dan Pasal 164 HIR. Alat bukti tersebut meliputi: (a)"bukti surat/
tulisan; (b) buktisaksi; (c) bukti persangkaan; (d) bukti pengakuan; (e) buktisumpah.
Sedangkan menurut Pasal 184 KUHAP alat bukti meliputi: (a) keterangan saksi;
(b) keterangan ahH; (c) surat; (d) petunjuk, dan (e) keteran^n terdakwa.

Mengacu uraian di atas, rumitnya aspek pembuktian malpraktek menjadi
kendala terpenuhinya tunmtan ganti rugi pasien. Hams diakui bahwa langkah-
langkah untuk membuktikan tidak dipenuhinya standar piosedur medik, sangat
tidak gampang. Lazimnya pasien tidak cukup dan tidak mudah rnituk memiliki
informasi yang signifikan, salah satu penyebab adalah kokohnya "tembok
solidaritas" di kalangan medikus. Diakui juga olehSulastomo bahwa di Indonesia
belimi ada standar prosedur medik bakuyangmenjadi rujvikan semuadokter, selain
itu otonomi dokter yang amat besar membuat aspek profesi ini sulit diintervensi
{KompaSy 25 Oktober 2004). Namun yang lebih sulit lagi adalah membuktikan
adanya hubungan kausal antara pelanggaran standar profesi dengan akibat buruk
atau kerugian yang terjadi. Sampai-sampai muncul rumor di masyarakat, bahwa
membuktikan malpraktek danmemperoleh ganti rugi akibat keklaian dokter adalah
satu keniscayaan!. Faktanya memang tidak gampang profesi di luar kedokteran
membuktikan adanya kerugian tersebut.

Ramdlon (2005: 9) mensinyalir terlalu seringnya masyarakat mengalami
kegagalan pembuktian dugaan malpraktek di pengadilan, disamping karena
buruknya rekam medis, tidak kooperatifnya kalangan medikus juga karerfa
kekurangmampuan menggali keterangan saksi ahli. Selain itu kuatnya solidaatas
kelompok profesi turut mempersulit pembuktian itu. Wajar kalau akhimya munfcul
sinyalemen bahwa terjadinya malpraktek dan proses penyelesaiannya sarat dengan
pelanggaran HAM.

Rekam medik merupakan piranti lunak yang besaif urgensinya untuk
pembuktian pelanggaran standar prosedur atau malpraktek. Pasal 46 UUPK
mengharuskan setiap dokter membuat rekam medis {medical npori), dan harus
melengkapinya segera setelah pasien nienerima layanan kesehatan. Rekam medis
merupakan himpunan ca|atan mengenai hal-hal yang berkait dengan riwayat
perjalanan penyakit dan pengobatan/perawatan pasien, sehingga isinya meliputi
identitas pasien, catatan tentang penyakit,hasilpemeriksaan laboratorik,/»&tf/(0 ront^n
dan pemeriksaan USG, MRI, CT Scan dan Iain-lain.
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Berkas rekam medik merupakaa tnilik satana layanan kesehatan (rumah sakit,
klinik, puskesmas), sedangkan isi rekam medik adalah milik pasien. Konsekuensi
dan ketentuan bahwa isi rekam medik adalah milik pasien, tentulah pasien berhak
untuk memperoleh copy dari rekam medik. Realitanya, kalangan medilg^is belum
"terbiasa" menghormati HAM, termasuk hak pasien. Akibatnya mengusimg rekam
medik sebagai alat bvikd menjadi luar biasa sulimya, karena jangankan mendapadcan
copy^ untuk melihat rekam medik pun ddaklah mudah. Kalangan medik tidak pernah
legawa menyerahkan rekam medik, kepada yang berhak pasien). Salah satu dalih
adalah: rekam medik merupakan rahasia kedokteran! Alasan "klasik" yang selalu
dipakai untuk menutupi kekhawatir^ b^hwa pasien akan mempergunakan copy
tersebut untuk menggugat dokter.

Selain itu terdapamya indikasi bahwa ddak setiap sarana layanan kesehatan
membuat rekam medis secara sempurna, tentu saja telah menyulitkan dan
menghambat pembukrian dugaan malpraktek. Akhirnya keharusan menghadirkan
rekam medis sebagai alat bukti (keterangan ahli ddak tertulis dan bukd surat/
tulisan) terganjal oleh keddak^nmpumaan kinerja kalangan medikus.

Hal Iain yang menyuhtkan pembitiktian adalah ddak gampangnya menghadirkan
saksi ahb, pakar kedokteran yang mumpuni^ y^ng mampu memberikan kesaksian
obyektif dalam semangat memtx^rikan keadilan. Memang memprihatin^can karena
IDI sebagai organisasi re&f^i para dokter, terkesan tidak pernah terusik oleh
pelanggaran etika, disiplin ataupun dugaan malpraktek yang dilakukan oleh
anggotanya. Kalaupun ada kepedulian, IDI cenderung mengutamakan solidaritas
kelompok dan mengabaikan kepentingan khalayak, penghormatan HAM serta
keadilan. Akibamya keteraogaimya sebagai saksi ahli di pengadilanpun cenderung
berpihak, terjebak pada "semangat membela" anggota, bahkan nyaris secara
membabi buta. Seiayaknya IDI melakukan introspeksi diri serta membuka
cakrawala baru dalam pemikiran bahwa hakekat keberadaan IDI lebih mulia dari
sekedar organisasi "pembela tanan sejawat." Jadi yang harus dibela IDI adalah
keluhuran dankemuliaan pro£esi kedokteran, dan bukan person doktemya (apalagi
yang melanggar hukumi)

Menyimak utaian di atas, dapat ditengarai bahwa dalam proses penyelesaian
dugaan malpraktek acap kali terjadi pengabaian dan pelanggaran HAM. Yang
disinyalir hal tersebut terjadi antara lain terjadi karena kurangnya kesempatan
melaksanakan peradilan yang tidak memihak (fair trial)^ baik karena faktor internal
seperd kolusi atau pun faktor ekstemal karena adanya kepentingan birokrat atau
poUdsi (baca: kelompok profesi IDI)dalam kasus yang sedang ditangani pengadilan
(Romli, 1997: 7). Perlu ditambahkan bahwa kedua faktor tersebut tumbuh subur
antara lain dimungkinkan karena sistem pembuktian yang dianut adalah sistem
pembuktian negadf dimana unsur keyakinan hakim (Pas?!. 183 KUHAP) sangat
dominan.
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Menjadi Praktek Defensif
Geram dengan banyaknya "korban yang berjatuhan" tnenyebabkan masyarakat

tidak gamang lagi menghujat praktek kedokteran dan berani menuntut
diterapkannya sanksi hukum yang tegas, terhadap apapun kesalahan dan kelalaian
para dokter. Keharusan memberi ganti rugi sebagai salah sato penerap^n^sanksi
terhadap figur yang selama ini "tak tersentuh hukum" itu diyakini akan mampu
menimbulkan efek jera, sehingga para dokter akan menjalankan p^fesinya dfengan
hati-hati. Meskipun anggapan itu tidak sepenuhnya benar.

Sejauh ini rambu-rambu dari hukum kedokteran tentang ganti rugi dibatasi
pada cacat permanen dan kematian yang diakibatkan oleh kelalaian dokter. Sehingga
meskipun terjadi kelalaian dokter tapi selama pasien .masih da^t disembuhkan
dan tidak meninggalkan cacat permanen, dokter tidak dapat dimimtakan ganti rugi.
Sedangkan meski dokter melakukan kelalaian, tapi kalau tidak menimbulkan
kerugian, dokter ddak wajib bertanggung jawab. Sebaliknya kerugian pada pasien
yang tidak disebabkan kelalaian dokter, harus dianggap sebagai risiko tihdakan
medik belaka. Kelalaian dan kesalahan serta tuntutan ganti rugi terseb^at harus
diputuskan di pengadilan sebagai aktuahsasi asas ptaduga tak beisalah. Tapi karena
keawaman pasien serta risau dengan maraknya dugaan malpraktek, telah menimbul
persepsi yang berbeda. Berkembang anggapan bahwa atas sctiap kelalaian yang
diperbuatnya, dokter harus memberikan ganti rugi. Malah kalau ada dugaan
malpraktek atau pelanggaran HAM, oleh sementara pasien telah dipakai sebagai
kesempatan untuk memaksa dokter memberikan ganti rugi.

Pada dasamya para dokter ingin ainan dan terhindar dan tuduhon malpraktek
yang umumnya berujung pada tuntutan ganti rugi yang sehauusnya diselesaikan
melalui jalur hukum. Tetapi kebanyakan dokter dengan "keluhiiran profesinya"
sangat rentan terhadap publikasi n^atif, sehingga dokter yatag merasa risih dan
engganmenjadi sorotanmedia massa cenderung lebih memilih memenuhi tuntutan
pasien tanpa melalui proses hukum, sehingga masalahnya seg«:ra usai. Kelemahan
dokter ini sering disalahgunakan pasien.

Menengarai fenomena di atas, Mahkamah Kehormatan Etik Kedokteran
menghimbau masyarakat agar tidak kebablasan, karena telah menimbulkan
kecemasan dan ketakutan di kalangan dokter, yang akhimya berimbas pada hal-
hal yang tidak dikehendaki. Dokter dapat melakukan langkah-langkah protek^i
berlebihan dari kemungkinan tuntutan dikemudian hati, dengan cara menerapkan
drfence medicine. Di lingkungan kedokteran praktek defensif tersebut lazim dilakukan
dengan cara: a) mengalihkan risiko dan tanggung jawab kepada pihak ketiga dalam
bentuk asuransi malpraktek, dan b) bekerja ekstra hati-hatl Pada g^Hrannya pasien
juga yang rugi, karena biaya pengobatan yang menggelembung dibebankan
sepenuhnya kepada pasien.

Menurut Sulastomo {Kompa^ZS Oktober 2004) nsiko terhadap tuntutan ganti
rugi akibat dugaan malpraktek ini akhimya melahirkan bisnis baru yaitu asuransi
malpraktek. Biaya pelayanan kesehatan tentu saja bertambah mahal, sebab dokter
membebankan premi asuransi tersebut pada pasien. Besamya premi tci^antung



go Setiati Widihastuti, Mcmpcrkafakan Kasus Dugaan Malpraktck Mcdik: Upaya Perlindungan

Hakatas ICest;hatan
*-

j

pada kejadian malpcaktek, biaya pengacata, ptoses hukum, faktor keuntungan dan
cadangan teknis serta biaya operasional penisahaan asuransi dan sebagainya yang
temyata jumlahnya ddak sedikit

Praktek defensif yang bertujuan untuk melindungi diri dokter dengan sikap
hati-hati yangbetlebihan ini sudah pasd akan diikuddenganmelambungnyabiaya
layanan kesehatan. Bagaimana tidak? Dengan pola praktek demikian, pasien
menjadi pihakyang dirugikan karena hams menjalani sejumlah prosedur yang tidak
jelas urgensinya, semisal: pemenksaan datah danrontgenuntuksakit flu, atau harus
menjalani pemetiksaan EEG dan MRI pada waktu kepala sering nyut-nyutan,
semata-mata hanya karena dokter takut dipersaiahkan di kemudian hari. Lebih
ekstrem iagi, jika para dokter kemudian nielancarkan aksi mogok dan
^^^gg^tungkan baju putihnya.

Atas kemungkinan terjadinya praktek defensif tersebut, tentunya tidak perlu
ditafsid^nsebagai larangan bagi masyarakat untuk mengkritisi pelayanan dan profesi
dokter. Masyarakat tidak perlugamang, karena praktek defensif sepe;rti contoh di
atas juga merupakan pelanggaran standar prosedur medik yang menghendaki
keseimbangan. Bagaimanapun dokter selalu harus membandingkan tujuan tindakan
mediknya dengan risiko tindakan tersebut dan berusaha memilih untuk risiko
terkecil, dokter wajib melakukan tindakan medik sesuai dengan tujuan ilmu
kedokteran, dan tindakan diagnostik serta terapeutik hanya dilakiian semata-mata
untuk perbaikan situasi pasien. Supajapasien tidak selalu 'Tcejatuhan sial",tenmnya
perhi bersikap proporsiotial, men^ti infbrmasi dulu sebanyak-banyaknya sebehim
mengemukakan dugaan dokter lalai atau melakukan malpraktek. Perlu dipahami
bahwa tidak setiap kekeliruan diagnostik, kegagalan terapi dan tindakan medik
merupakan malpraktek yang dapat dikenai sanksi hukum.

PENUTUP

Hubimgan dokter dan pasien memang spesisifik. Hakekat hubungan ini
berorientasi pada ihtiar, usaba atau upaya yang semaksimal mungkin
{jnspanningsmbintenis) dan bukan pada hasil semata (resuUaatverhintenii). Sehingga
fokus perselisihan hukumkedokteran sebetulnya bukanlah sembuh/ tidaknya pasien
(baca: hasilyangdapat diukur), melainkan apakahdokter sudahbetul-betul berihtiar
menyembuhkan pasiennya. Jadi sekiranya dokter telah bekerja berdasar
standar profesinya, dan memberikan hak pasien seperti: memberikan informasi,
memberi kesempatan pasien mencari pendapat kedua {second opinion)^ membuat
rekam medik serta mcndapat ijin pasien dalam melakukan tindakan medik {in
formed comeni), dapatditafsirkan sebagai tidak terjadi pelanggaran hukum dan HAM.
Den . kati lain, dokter dapat terbebas dari ancaman sanksi baik pidana maupun
perciuta, meskipun semuanya itu harus melalui suatu proses pembuktian di
pengadilan terlebih dulu. Artinya, ke^galan tindak medik tidak dapat dengan serta
merta disebut malapraktek, melanggarHAM atau pun kelalaian, namun sebaliknya
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piliak dokterpun tidak dapat serta merta "nicmbebaskan" diri dari proses hukum
yang berkait dengan pasiennya.

•Pada akhirnya atas kesalahan, kelalaian, dugaan malpraktek atau pelanggaran
HAM. yang dilakukannya, para dokter harus sportif dan sia^ dengan risiko
berhadapgn dengan proses hukum itu sendiri!. Dengan begitu sini^me tnasyarakat
terhadap IDI atau MKEK dapat dinetralisir, tentu dengan catatasa bahwa IDI
memang berkehendak dan legawa untuk memberikan keadilan kepac^ masyarak^t
dan profesi, melalui proses hukum atas dokter yang diduga melanggar hiLikuni.>
Biarlah hukum yang memutUskan dan menyelesaikan bagi kita!
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BISNIS MILITER PADA ERA ORDE BARU SERTA TERKUAKNYA

PELANGGARAN HAM OLEH MIUTER DI AWAL REFORMASI

Oleh Sunarso

Jurusan PPKn Fakultas Dmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Military involvement on economic andpolitical affairs is common characteristic of develop
ing countries, includes Indonesia. This essay was iiimed. to make description on how much
military involvement on economic andpolitical chairs di^ring new order era.

Armedforce conducted its operational on economic affairs by using its dominantposition in
decision making of development al policies. Some generals, includes their i-elatives and cronies
were succeed in expanding of many kinds of enterprise with all of their privileges. Negative
^ects of these activities, very obvious^facts in mar^ countries includes Indonesia, is the de
creasing of its professionalism. Human right mlence conduaed by armedforce were occurred in
many places in Indonesia territories.

Reforming movement was succeed ofrevealing those human rights violence by issuing the
Bill on Indonesia Army (TNI) No. 34 Year 2004. It blown up a new hope of ending of
military activities in economic. . ^

Kata kunci: bisnis militer di Indonesia, era Orde Baru, pelanggaran HAM

Pendahuluan

Petanan militer padaumumaya adalah betkaitan dengan aspek pertahanan dan
keamanan sebuah negara. Ternyata untuk kasus Indonesia dan beberapa negara
lain, peranan tetsebut ditambah dengan bidang sosial politik, termasuk ekonomi.
Perantersebut mendapat leg^timasi lewat doktnnDwiFungsi danposisinya semakin
dominan setelah teijadi petebutan kekuasaan pada petistiwa Gerakan 30 Septem
ber 1965 dan masa-masa sesudahnya, saat lahir Supersemat.

Sejak saat itulah, militer menguasai segenap posisi strategis dalam pemerintahan
Indonesia; termasuk bidang ekonomi Dalam keadaan berkuasa secara dominan
semacam ini, militer (ABRI) yang kemudian bekerja sama dengan teknokrat sipil,
dalam konteks kajian akademik disebut sebagai tentara pretorian revolosioner coruller.
Suatu tentara yang lahir dati revolusi 1945 dan kemudian menguasai posisi-posisi
strategis secara dominan dalam pemerintahan, bekerja sama dengan beberapa
teknokrat sipil yang sefaksi, yang mudah terkooptasi.

Tulisan ini hendak memberikan gambaran seberapa besar militer terlibat dalam
bidang ekonomi yang ada di Indonesia pada masa Otde Baru. Militer menjalankan
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operasinya di bidang ekonomi dengan mengambil keunt\irigan dad pcsisi dnminan
mereka dalam pengambilan kebijakan pembangunan, dalam birokrasi, sampai dalam'
hal pembuatan keputusan-keputusan pemerintah sebagai legalisasi ketcrlibatan
mereka dalam bidang ekonomi. Beberapa perwira militer, kerabatnya dan kroninya
berhasil,melakukan ekspansi ekonomi dengan mengelola berbagai macam bidang
usaha, dengan segenap kemudahan yang mereka peroleh. Hasiln)'aydalah iuasnya
jenjang keterlibatan dan dominasi mereka dalam bidang ekonomi ^ingga laiiic^
para kapitalis birokrat militer. '

Keimtungan laindariposisi birokrasi adalah menjadikannya i^ebagai sarana
untuk mempermudah usaha, atau mempermudah kerjasama dengan paia pengusaha,
baik pribumi maupun nonpribumi dalam menjalankan aktivitas ekOnomi bisais.
Para perwira militer tersebut banyak menduduki pos-pos stiiaitegis dalain
perusahaan-perusahaan besar.Misalnya yang sering terjadi adalah mednduki jaoatan
sebagai Presiden Komisaris atau Komisaris. Dari sini lahirlah apa yang disebut
sebagai Kent Capitalist Bureaucrats (Kapitalis Centeng Birokrat Militer).

Ketika mengamati keterlibatan militer dalam bidang ekbnomi, temyata
mereka memiliki karakter manajemen khas militer. Dalam ksijiati akademis,
fenomena tersebut dikenal sebagai neo-facisme atau facisme pembangunan yang salah
satu elemennya adalah penerapan korporatisme. Melekatnya neo-facisme dj^lam diri
militer Indonesia tak lepas dari sejarah mereka sebagai tentam revohisi didikan
tentara PetaJepang, yang kemudian diwadskan, atau paling tidak memiliki pengaruh
yang tidak sedikit pada generasi-generasi betikutnya. Neo/atisme ini juga berkaitan
dengan aspekpenguasaan alat-alat kekerasan secara fisik (persenjataan) olehmiliter
yang sering dimanfaatkan sebagai alat penekan (reptesif) untuk menunjang
pengelolaan kebijakan-kebijakan politik ekonomi mereka. Neo^^ctsme dengan
segenap ciri-cirinya kemudian menjadi bagian integral dalam keterlibatan militer
Indonesia di bidang ekonomi.

Selain keterlibatan militer dalam ekonomi bisnis swasta, militer juga terlibat
dalam bidang ekonomi atas nama kelembagaan. Perusahaan mereka umumnya
beroperasi atas nama yayasan dibawah empat angkatan beiaenjata: Angkatan Udara
dengan Yayasan Adi Upaya, Angkatan Darat dengan Yayasan Kartika Eka Paksi,
Angkatan Laut dengan Yayasan Bhumyamca, dan Angkatan Kepolisian yanf
membawahi Yayasan Brata Bhakti. Dengan melihat dua hal diatas, keterlibataii
tentara di bidang ekonomi dan gaya manajemen meteka yang tak lepas dixri perannya
sebagai penguasa alat-alat kekerasan (managers of vioknci)^ akan tergambar secara
lebih jelas korelasi antar kekerasan struktural sebagai alat untuk menangani konflik-
konflik yang berkaitan dengan kcgiatan ekonomi (Iswandi, 1998:viii).
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Awai Mula Ketedibatan Militer dalaim Bidang Ekonomi di Indonesia
Keterlibatam militer dalam politik dan ekonomi sudah menjadi ciri yang

menonjol di negara-negara berkembang. Di negara-negara dunia ketiga institusi
militer dilahirkan oleh pergulatan politik di masa kolonial dan masa pascakotenial:
Pada umumnya di negara-negara tersebut militer sebagai organisasi modern lahir
bersamaan atau hampir bersamaan dengan tercapainya kemerdekaan.

Perwira tinggi militer di dunia ketiga saat ini umumnya berada dalam kelas
menengah, di antara strata masyarakat negara yang sangat heterogen, baik dari segi
sosial maupun ekonomi. Negara-negara tersebut meliputi Brasil, Peru, Argentina,
Chile, Mesir, Irak, Turki, India dan Nigeria, ^dangkan sebuah penelitian tentang
Indonesia mengatakan bahwa mayoritas perwira Indonesia berasal dari kelas atas
(Eric Nordlinger, 1993:48).

Peranan militer Indonesia dalam kehidupan ekonomi secara historis telah
berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Hal tersebut sebagaimana pernah diteliti
oleh beberpa ahli, misalnya Richard Robinson (1988:250), Umengatakan bahwa:
the military have been involved in economic a£tivities sinces the early 19505^ primarily to nse
extra-budgetary revenuefor the operations ^ indiuidual commands and units as well asfor the
personal and political needs of individual official and politicalfactions (Iswadi, 1998:xvii)

Pada perkembanggn berik |̂aya, kegairahan dalam bidang ekonomi makin
merasuk di kalangan militer, s^agai konsekuensi logis dari konsep Dwi Fungsi
ABRI (yang awalnya dicetuskan olehJenderal A.H. Nasution sebagai konsep jalan
tengah). Walaupun jarang disebutkan secara eksplisit, namun soal ekonomi
merupakan bagian yang penting pula untuk dimasuki militer. Dalam hal inilah,
terdapat teoti yang mengatakan bahwa untuk melaksanakan pembangunan, maka
kekuasaan hams direbut lebih dahulu. Artinya untuk lebih leluasa mencetuskan
program-program politik ekonominya terhadap negara, maka kekuasaan politik harus
dikuasai dulu.

Keterlibatan militer Indonesia dalam bidang ekonomi itu, tak lepas dari peta
kekuatan politik global saat itu. Setelah Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya
memenangkan Perang Dunia II, yang dilanjutkan dengan era perang dingin, akibatnya
memiliki pengaruh strategisldeologis terhadap sistem polity ekonomi di Indone
sia. Amerika Serikat cukup signifikan telah berperan dalam penentuan perilaku
ekonomi Indonesia pada masa rezim Soeharto. Selain itu juga, upaya ekspansi
korporasi-korporasi penisahaan Amerika Serikat di seluruh dunia yang juga diujung
tombaki oleh kekuatan militemya.

Dakm ulasannya tentang keterlibatan militer di bidang ekonomi, Majalah no
Bank p^mah mengatakan: Secara historis ABRI memang sudah lama terlibat a m
kc^ ekonomi bisnis. Baik bertujuan untuk ikut meningkatkan kesejahteraan
prajunt beserta keluarganya, maupun untuk memenuhi kebutuhan operasi
militemya. Namun k^;iatan yang dikelola bersama kalangan sipil ini dulunya berjalan
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baik. Seianjutnya dalam perliembangannya kemudian , ternyata lebih
mengunrangkan pengusaha-pengusaha yang kini menjadi konglomerat

Kcgiatan bidangekonomi militer tersebut, sebagai contoh sekilas secara historis,
dapat ditelusuri kembali dengan melihat pengalaman prib^di Soeharto ketika
menjabat sebagai Panglima Divisi Diponegoro diJawa Tengah. Pada akhir tahiin
1950-an, Soeharto" dan panglima militer lainnya bertanggung jawab atas pasukan
mereka, tidak hanya dari segi fiingsi militer konvensional, tet^i juga da^ segi
pengeluaran anggaran rutin. Pada waktu itu anggaran pemetintah banyak digunakan
untuk kampanye politik luar negeri Presiden Soekamo dan untuk melawan
pemberontakan regional yang banyak melanda Indonesia.

Dalam situasi seperti itulah, kemudian mendorong lahimya pafa pcrwira sniliter
yang memiliki jiwa wiraswasta yang tinggi, terutama di kalangan Angkatan Darat.
Mereka dalam melaksanakan aktivitas ekonominya mengembaioigkan hiabungan
dengan para pengusaha svvasta, terutama dari kalangan ctnis Ciiia di luar negeri
untuk menjalankan perusahaan-perusahaan dagang bagi kepentingan milter.

Para penvira militer tefsebut berkesempatan mengelola langsung bidiang-
bidang ekonomi berbagai perusahaan sejak adanya pengambiklihan perusahaan-
perusahaan Belanda pada Desember 1957. Perusahaan Belanda tersebut segera
ditempatkan di bawah pengawasan militer, terutama Angkatan Darat.
Perkembangan berikumya yang membuat militer diIndonesia berperan besardalam
bidang ekonomi, adalah diberlakukannya UU Darurat Perang, yang memberikan
kekuasaan sangat besar pada Angkatan Bersenjata di atas siq>remasi sipil.

Kecenderungan militer dalam aktivitas ekonomi yang makin m^ebakitu, pada
masa Orde Baru memunculkan isdlah yang disebut "jenderal-jenderal bisnis" dan
"jenderal-jenderal kapitalis*', (A.H. Nasution,!989:119). Keterlibatan miUter
tersebut ada yang bersifat kelembagaan dan ada pula yang non kelembagaan. Yang
atas nama lembaga misalnya Angkatan Darat, Angkatan IMara, Angkatan Laut
dan Kepolisian yang membenmk jaringan ekonomi bisnis dalam skala cukup luas.
Menurut Hasnan Habib keterlibatan militer pada bidang ekonomi, sebagaimana
terjadi di banyak negara berkembang lainnya, termasuk Indonesia inemiUki dimensi
peribadi maupun lembaga.Dalam dimensi pribadi para perwira pada kedudukaa-
kedudukan strategis-politis, membbangun ikatan-ikatan "saling membantu" dengan
para pengusaha. Mereka mmerlukan dana yang cukup untuk memperkuat
kedudukan politiknya atau meningkatkan gengsinya di mata rakyat jelata. Pada
dimensi lembaga, setiap angkatan memiliki bisnis seperti bank dan berbagai industri
(Hasnan Habib dalam Iswadi, 1990:xx'*i).

Keterlibatan Militer dalam Ekonomi pada Era Orde Baru
Peranan ABRI di bidang ekonomi dimulai pada masa darurat, di mana beberapa

prajurit ABRI pada masa Demokrasi Parlementer (1949-1959) mendapatkan tugas
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untuk mengambil alih perusahaanasing (Belanda) pada tahim 1958/1959. (Ricard
Robison, 1986:251). Penugaskaryaan inidalam rangka pengamanan terhadap usaha
penguasaan perusahaanoleh para buruh yangkebanyakan tergabung dalamSOBSI
(SentralOiganisasi Buruh seluruh Indonesia) yangberafiliasi pada PKI. ABg.1 merasa
berkewajiban menyelamatkan kekayaan negara dari penguasaan PKI. Untuk
melawan SOBSI, pimpinan angkatan darat Ahmad Yani mendukimg keberadaan
SOKSI(Sentrnl Oiganisasi Karyawan Swadiri Indonesia) yangdipimpinoleh Mayor
Suhardiman. SOKSI terutama dimaksudkan untuk meredam segala kegiatan PKI
melahii SOBSI. Kedua tokoh militer itu, Suhardiman dan Yani, mendiskusikan
dan menyetujui diaktifkannya kembali pawr perwira yang antikomunis yang terlibat
dalam PRRI/Permesta untuk dimanfaatkan melawan PKI.( Bilveer Singh,
1995:101),

Ketika PKI dilarang, sebenamya tugas ABRI di bidang ekonomi lebih ringan,
kacena PKI yang merupakan musuh utama ABRI telah dilarang. Tetapi kemudian
ketika dicanangjkan pembangiinan lima tahun (Pelita), ABRI kembali mendapatkan
penugaskaryaan di bidang ekonomi Pada awal Orde Baru itu, peran ekonomi ini
dimak?i»dkan untuk mengamankan niomentum pembangunan yang digalakkan sejak
awal PJP 1. Akan teti^i dalam perkembangan berikutnya, peranan ekonomi ABRI
ini justrumerambah ke berba^isektor; sehingga menimbulkan keluhan dan berbagai
pihak. Peran ABRI di bid^idg ekonomi ini paling tidak dapat dikelompokkan
menjadi tiga bagian: peran mereka di perusahaan negara; usaha ASBRI melalui
kopetasi atau yayasan; dan keterlibatan mereka dalam kegiatan ekonomi lainnya.

Bisnis MiUter dalam BUMN/BUMD
Pada awal Orde Baru, keteilibatan ABRI dalam hal ini Angkatan Darat (AD)

dalam bidang ekonomi dimaksudkan untuk menjamin pengaliran dana yang tetap
ke kas Ang^satan Darat tanpa menimbulkan kekacauan ekonomi (Crouch, Harold,
1978:310). Untuk itu para perwira AD banyak ditugaskan diberbagai sektor usaha
n^ara yang dianggap akan dapat memenuhi kebutuhan mereka. Perusahaan minya
n^Ma Pertamina, tT»»fiipakan salah satu BUMN yangb dipakai AD untuk mengisi
kas mereka. Dalam tahun 1960-an, penghasilan dari sektor minyak merupakan

dan peng^iasilan ekspor negara. Bahkan sesudah kenaikan harga minyak
dunia pada 1973 dan 1974, pendapatan dari ekspor minyak merupakan dua pertiga
dan total pengjhasilan ekspor pada masa itu.

Pada 1957, sewaktu masih bemama Permina, Kasad Mayor Jenderal Nasution
menyunih Deputi II Kolonel Ibnu Sutowo untuk mengambil alih ladang mmyak
yang tidak dipetgunakan disebelah utara Sumatera. Permina yang didominasi i D
mi, pada 1968, berubah menjadi Pertamina (Ciouch, Harold, 1978.313).

Walaupun Pertamina merupakan BUMN, dalam praktiknya bekerja sebagai
perusahaan swasta yang rfijalanfc^n oleh Ibnu Sutowo dan lianya bertanggungjawab
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kcpada pimpinan ABRI. Memang, secara formal Ibau Surovvc
bertanggungjawab kepada Menteri Pertambangan, tetapi ia mempunyai otoadftu
penuh. Otoiiomi Ibnu Sutowo itu hampir tak terbatas. Bahkan ketika didirikan
DewanKomisaris, 1972, yang terdiri dari menteri-menteri senior, otonomi ini seakan
tak tergoyahkan. Baru pada 1975, ketika Pertamina tidak mam;^u membay^ utang
jangka pendeknya ke luar negeri yang berjumlah sekitar 1,5 miliaryolar AS*, otonoini
Ibnu Sutowo mendapat tantangan. Pada 1976, setelah utang P^jtamina sebaayak
lebih dari 10 miliar dolar AS terungkap, Ibnu Sutowo pun dicopiot ., •

Perusahaan negara lain yang dikuasai ABRI adalah Bulog (Badan tJrusan
Logistik). Badan ini didiraikan pada tahun 1966 sebagai Kamando Logistik
Nasional. Pada waktu itu, Bulog dipimpin oleh LetnanJenderal Acbinad Tirtobudiro,
seorang perwira senior jang lama berkarier di bidang keuangan dan logistik nziliter.
Sampai tahun 1970, tanggung jawab utamia Bulog adalah pembfcliian betas uBtuk
pegawai negeri dan anggota ABRI. Kemudian setelah harga betas mengalami
fluktuasi yang hebat, Bulog diberi tugas tainbahan untuk meaimbun p^jumlah
persediaan bahan makanan, guna mempertahankan stability harga, baik bagi
produsen maupun konsumen. Kegiatan Bulog dibiayai dengan pinjaman lunak dan
Bank Indonesia (BI). Akan tetapi dana murah itu tidak dipergtmakan sebagaimana
mestinya. Pimpinan Bulog seting melakukan spekulasi di bidang lain, samping
pembelian beras. Pada 1968, misalnya, ketika Bulog menerima pinjaman lunak
dari BI dengan bunga 3%, dana itu didepositokan di bank7bank swasta yang
menawarkan bunga antara 10-15%. Di samping itu, Bulog menyimpan dananya di
Bank-Bank milik AD, seperti Bank Dharma Ekonomi dan Bank Snimatra. Akibat
penggunaan dana yang tidak semestinya itu pimpinan Bulog tidak melakukan
pembelian beras pada awal panen yang menjadi tugas badan im. Mereka lebih suka
investasi di bidang lain yang lebih menguntungkan. Ketika Bfuik-Bank milik AD
bangrut (Crouch, Harold, 1978:314).

Bulog ikut menderita kerugian. Padahal pada waktu i^ii, peran Bulog sangr^it
dibutuhkan, karena harga-harga bahan pangan naik. Pada akhir 1972, Bulog kembali
tidak bisa mengatasi harga bahan pokok yang membumbung tinggL Akibatnya inflasi
melonjak. Dengan timbulnya krisis itu, Achmat Titosudiro diberhentiakan dafti
jabatannya di Bulog (Robison, 1988:229).

Penugasan ABRI di BUMN dan BUMD diukui oleh berbagai sumber banyak
niengalami kemajuan. Di Lampung, misalnya, PT ASDP dan PT Astek yang
dipimpin oleh anggota ABRI dipandang cukup positif. Disiplin kerja lebih
meningkat, karena perusahaan itu dipimpin oleh orang yang sudah biasa dengan
disiplin. Namun tidak sedikit pula perusahaan yang bangkrut setelah dipimpiii '.>leh
ABRI, Hal itu karena minimnyie pengalaman memimpin suatu perusahaan.

Modal disipUn saja yang dimiliki oleh anggota ABRI tidak cukup untuk
mengembangkan suatu perusahaan. Ada syarat lain yang dibutuhkan oleh seorang
pemimpin agar perusahaannya berkembang. Mengenal aset perusahaan, visa kedepan
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yang baik, dan ketnampuan inanajemen dipetlukan oleh mereka yang menjadi
pimpinan perusahaan. Syarat mi ditambah dengan disiplin yang baik akan
tnenghasilkan sesuatu yang baik. S.elain menempatkan para perwira dalam
perusahaan BUMN, ABRI juga mempunyai beberapa badand^isaha, baik yang
bemaung di bawah yayasan maupun koperasL

Bisnis Militer dalam Yayasan dan Koperasi
Pada tahun 1997/1998 jiunlah anggaran rutin untuk sektor Pertahanan dan

Kcamanan ha]x^)r Rp 6,3 tciliun dan total Rp 62 trilnin, Dengan kata Iain sektor
Hankam mendapadEan anggacm'l^utin sebanyak 10,16%. Sementara untuk anggaran
pembangonan 1997/1998, sektor Pertahanan dan Keamanan, memperoleh Rp 1,7
tnltiin dan total 38,9 trihun, atau 4,37% (Nota ICeuangan RAPBN 1997/
1998). Perseritase anggaran sektor Hankam, balk rutin maupun pembangunan,
pada tahun-tahun sebehimnya tiHak jauh berbeda. ^

Jumlah tersebut di^nggs^) oleh ABRI tidak cukup. Mereka perlu anggaran lebih
banyak lagi untuk menyeja^erakan anggotanya. Untuk itu, mereka mendirikan
beberapa badan usaha . Secara formal, usaha ABRI ini dikelola oleh koperasi atau
yayasan. Dapat disebutkan, misalnya ada Inkopad (Induk Koperasi angkatan Darat),
Inkopau (Induk Kq^rasi Angkatan Udara), Inkopal (Induk Koperasi Angkatan
Laut), Inkopol (InSuk koperasi Kepolisian), dan Inkopabri Induk Koperasi
Pumawirawan ABRI). Koperasi-koperasi ini bergerak di berbagai bidang usaha
yang biasanya berhubungan dengan keperluan angkatan mereka sendiri. Tetapi
banyak juga usaha yang mereka geluti tidak berhubungan dengan angkatan
induknya. Kopemsi-kopetasi miHter ada yang hanya merupakan alat kependngan
bisnis tertentu. Misalnya, di jalan banyak dijumpai truk-truk yang bertanda
Primkopad (Primer Koperasi Angkatan Darat) atau koperasi ABRI yang^lain,
padahal truk-truk itu milik perusahaan swasta. Perusahaan itumenggunakan nama
koperasi ABRI untuk p^alanan mprpk^ Halam mengangloit suatu
komodttL Untuk memperoleh stempel koperasi ABRI, mereka membayar fee
tertentu (Indria Sam^c^ 1998:124).

Sdam kc^ietasi ada juga usaha di bawah yayasan, misalnya Yayasan Dharma
Putta. (YDP). Yayasan yang termasuk dalam kelompok bisnis milik Kostrad ini
beiada dibawah tanggung jawab Asisten 7Kostrad, yang sampai 1973 dijabat oleh
Jenderal So^at. Setelah Soi^ar meninggal, posisinya digantikan olehJenderal Soerjo.
Pusat usaha kelompok YDP adalah Bank Windu Kencana (29). Kemudian YDP
mempunyai usaha konsesi hutan, yaim PT Dharma Rimba Kencana- YDP juga
teff^siik di btdang peneibangan yang diwujudkan Hpngan mendirikan PT Seleuwah
dar Mandala. Sdain itu YDP mempunyai usaha perdagangan dan produksi
iShn- Perusahaan besat yang dimiliki YDPadalah PT Garuda Mataram, agentunggal
mobil Volkswagen (VW). Pcirusahaan ini bermitta kerja dengan Mantrust group
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yang dimilik: olch Sofjan Wanandi (Licm Bian Koen). Pada tahun 197.Q-an berbagai
usaha YDP mcngalami keberhasilan. Setelah itu, perusahaan penerbangannya gagal.
Bank Windu Kencana tidak berketnbang, dan sebagai agen tunggal WC^ tnengalami
penurunan, akibat banyaknya mobilJepang yang berdatangan ke Indonesia. Pada
tahun 1980-an usaha Kostrad itudibubarkan dankekayaannya-tidiak jelas disaiurkan
kemana (Robison, 1988:264). . .

Bisnis Militer dalam Perseroan Terbatas (FT)
Selain koperasi dan yayasan, ada juga usaha ABR]^ yang menggunakan badan

usaha perseroan terbatas (PT), sperti PT Tri Usaha jBhakti (TUB). Perusahaan
miUk hankam yang didirikan tahun 1969 itu, mempunyai usaha di bidang
perdagangan, pemeliharaan gedung, angkutan, maoufaktut, dan perkapalan.
Perusahaan yang lain adalah PT Propelat, yang didirikan pada tahun 1967, ketika
Jendral Dharsono menjadi Pangdam Siliwangi. Kegiatan usahs Propelat (Proyek
Perhotelan Angkatan Darat) adalah membangun hotel, guest Iiouse, dan tempat
akomodasi lain milik Kodam Siliwangi. Kemudian melebar ke berbagai sektor,
seperti membangun jalan raya se-Jawa Barat. Disamping ituGubemur Jawa Barat,
waktu itu, Solichin G.P., menginstruksikan kepada seluruh wali kota dan bupati di
JawaBarat agar hanya memberikan izin penamban^npasir dan batupada propelet
dan anak perusahaannya. (Robison, 1988:264). Pada tahun 1970, Propelat mulai
mendapatkan kontrakb dari pertamina dan, kemudian, mengadakan kerja sama
dengan Jepang. Akan tetapi sejak tahun 1975, Propelat mengalami kesulitan, di
mana beberapan proyeknya tertunda dan ada pula yang dibatalkan. Pada oktober
1978, Dharsono diberhentikan dari jabatan Direktur Propelat.

Diatas semua itu, masing-masing angkatan dan Polri mempunyai yayasan.
Angkatan Darat mendirikan Yayasan Kartika Hka Paksi. Angkatan Udara
mempunyai Yayasan Adi Upaya. Angkatan Lautmempunyai Yayasan Brata Bhakti.
Dari keempat yayasan tersebut, Yayasan Kartika Eka Paksi (YKEP), milik^ AD,
yang paling sukses. YKEP yang didirikan pada tahun 1972 itu telah njiemiliki
berbagai unitusaha dibidang asuransi, perkayuan, keuangdil, elektronika, konbtruksi,
penerbangan, properti, dan industri lainnya. Paling tidak YKEP telah mempunyai
26 perseroan terbatas (PT):22 perusahaan dibawah kendali PT Tri Usaha Bhakti
(Truba) dan 4 perusahaan berdiri sendiri. Proyek YKEP yang tergolong raksasa
adalah Sudirman Central Business District (SCBD). Super-block ini menelan
investasi sekitar 3,25 miliar dolar AS, suatu jumlah yang sunngguh luar biasa. (Info
Bank, edisi November, No. 155/1992).

Yayasan Adi Upa^ milik Angkatan Udara memayungi 17 perusahaan yang
bergerak di bidang kontainer, lapangan golf, perbankan, HPH, perhotelan,
penerbangan, dan pendidikan. Dari belasan perusahaan yang dimilikinya, padang
golf adalah primadona dan ladang emas yayasan ini. Sementara itu, yayasan
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Bhumyamca milik Angkatan Laut yang berdiri sejak tahun 1964, mempunyai
petusahaan. Bidang usaha mereka adalah penyewaan gedung, ekspor impor,
petkebunan coklat, elektronika dan telekomunikasi maritim, petbankan, pelayaran,
dan jasa penyelaman. Upaya untuk menyejahterakan anggota juga tdak keti^galan
dilakukan oleh Polii. Yayasan Brata Bhakti yang berdiri sejak 1952, paling tidak
membawahi tujuh perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan umum, kayu,
kimia, udang, garmen, perhotelan dan asuransi (Info Bank, edisi No. 155/1992).

Berbagai usaha tersebut, banyak memberikan manfaat bagi warga ABRI sendin.
Dengan usaha ini kesejahteraan ABRI diharapkan mengalami peningkatan. Dan
pada waktunya nand, mereka diharapkan dapat sepenuhnya mandiri. Akan tetapi,
akdvitas ekonomi ABRI sedingkali dianggap mengganggui kegiatan perekonomian
yang dijalankan oleh kalangan sipil.

Bisnis Militer pada Sektor Lain
Masalah keamanan dan stabilitas sering k?ili menjadi dalih keterlibatan ABRI

dalam duniabisnis. Di Timor Timur (Tiintim), pada awalintegrasi diperlukan suatu
perbaikan ekonomi MakaJenderal Benny Moerdani yang saat itu menjabat asisten
Menteri Pertahanan/Panglima ABRI, ditunjuk sebagai Ketua Tim
PelaksanaPembangunan Pusajt^IPP) yang melaksanakan pembangunan di provinsi
itu. Di tingkat daerah dibentuk TPD (Tim Pelaksana Pembangunan Daerah) yang
diketuai oleh gubemur. Secara defakto jabatan ini dijalankan oleh Sekwilda. Dengan
posisi mi, jabatan Sekwilda cukup strategis bagi pembangunan fimtim. Posisi mi
dari awal integrasi sampai sekarang selalu dijabat oleh anggota ABRI. Jabatan
Sekwilda di Timtim selama dibawah Indonesia selalu dipegang oleh ABRI. Padahal
jabatan ini sangat strategis, karena instansi ini merupakan salah satu penentu kepada
siapa proyek di Timtim akan diberikan. Jadi banyak proyek di Timtim yang
dikerjakan oleh ABRI, atau kalau menggunakan kontraktor swasta la harus punya
hubungan yang baik dengan ABRI (Indria Samego, 1998:127).

Beberapa oknum ABRI juga sangat dekat dengan pengusaha nonpribumi.
Jatingan bisnis WNI ketunman Cina kuat sekali, karena memperoleh dukungan
dari ABRI. Mereka sering menunjukan kekuasaan bisnisnya dengan membawa para
perwira miUter uatuk menga\K^ mereka. Jika yang bersenjata sudah mengurusi
ekonomi, masyarakat lalu menjadi apatis dan perekonomian tidak bisa berjalan
secara feir dan tidak sehaL

J^^egiatan AMD (ABRI Masuk Desa) adalah suatu contoh adanya benturan
kepentingan antara ABRI dan masyarakat yang harus membiayaiproyek tersebut.
Pada satu sisi AMD Htra«a1ran baik bermanfaat bagi masyarakat. Tapi
pada sisi yang lain, sering dianggap mengganggu program kegiatan suatu
perusahaan. Misalnya untuk membangun sebuah jembatan, proyek AMD minta
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dana dari perusahaan yang ada di suatu daerah. Jadi ada tumpang tindiii, siapa
sebenarn)a yang mcnanggung biaya proyek tefsebut, ABRI atau perusahaan.

Sebaliknya, bagiorang yang setuju AMD, pembangunan yang dilakukan ABRI
dibawah proyek AMD disenangimasyarakat PrajuritABRI iaiigsung tetjun ke desa
dan membangun jalan, jembatan, dermaga, dan kebutuhan masyarakat lain. ABRI
ji;^a meminta kepada masyarakat dan pengusaha untuk membentu, menghimpun
dana dan peralatan guna melaksanakan proyek dan dikerjakan b<^ama. Jadi>raky^at
menerimanya denganantusias karena untuk kepentingan mereka sendiii Deagan
demikian ada rasa memiliki yang besar. Ini berbeda dengan proyek yang dibangun
oleh pemerintah yang semuanya dikerjakan oleh pemborong/peti^saha, walaupun
nantinya akan diserahkan untuk rakyat, namun rakyat rakyat tidak^erasa memiliki.
Kalau terjadi kerusakan, itu adalah tanggung jawab pengusaha bukan tanggung
jawab mereka. Jadiwalaupun proyek AMD kedlnilainya, namim telah merianbulkan
sense of belonging (Indria Samego. 1988:129).

Keterlibatan anggota ABRI di bidangekonomi dapat dimakaimi oleh sebagian
anggota masyarakat, bila yang bersangkutan memang ahli di bidangnya. Misalnya,
seorang pensiunan ABRI yang ditempatykan sebagai kepala kantor suatu bank,
karena ia memang ahli di bidang perbankan. Mantan anggota ABRI \:ang sering
kali terkenal dengan disiplin, dapatmenularkan kebiasaannya kepada aiiak buahnya.
Dengan demikian diharapkan bank tersebut dapat beropera^i lebih baik dalam
melayani nasabah. Akan tetapi banyak pensiunan ABRI yang dltempatkan di suatu
perusahaan, hanya karena faktor hubungan baik dengan si pemilik perusahaan,
tanpameUhat kemampuannya. Di sini ada kesan, penempatan. itu hanyalah sebagai
penyaluran ataupemberian suatu pekerjaan. Akibatnya penempatai^ seorang anggota
ABRI di bidang nonmiliter yang seharusnya mission oriented^ akhimya menjadi
employment oriented. Hal inilah yang harus kita tolak.

Memudarnya Pamor Militer di Era Reformasi
Ibarat roda pedati yang sedang berputar. Bersinar-sinar di masa Orde Baru,

mihter dalam sekejab di awal era reformasi langsung memudar. Bahkan dalam daa
pemerintahan pasca Orde Baru, militer tidak mampumemulihkan dtranya di niata
publik. Baru setelahWakil PresidenMegawati Saokarnoputri menjadi presiden pada
pertengahan 2001, bintang TNI mulai menanjak naik. Namun rasa curiga publik
terhadap tentara berpolitik ternyata masih tinggi. Gambaran keterpurukan militer
diperlihatkan dalam penelitian Kompas dati tahun 1998 sampai akhir tahun 2001.
Rangkaian hasil jajak pendapat warga kota besar itu menunjukkan betapa mcrosot
citra TNI di mata masyarakat Ibota selama kurang lebih empat tahun fTim Litbang
Kompas, 2002: 289).

Citra buruk itu ddak lepas dari kiprah militer sepanjang Orde Baru dalam
berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bemegara. Atas nama pembangunan dan
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pemetintah Orde Ban. dan miHter berhak melakukan apapun meski
nvawa ma^usia kerap jadi taruhan. Tragedi kemanusmn akibat opetasi mJiter di
berbaoai daeiah sepetti aceh, Papua, Timor Timur, Lampung, sampai penculikan
aktivis di Jakarta merupakan bukd betapa represif miUter waktu itu. ^ .

Ekses negatif dari kiptah TNI dalam bidang sosial kemasyarakatan ikut
menambah nilai merah lembaga ini. Dominasi TOI sejak pemerintahan desa sampai
pemerintahan pusat begitu nyata tedihat Bahkan bidang ekonomi yang ,auh dari
profesionalisme militet turut dimasukinya.

Setelah Presiden Soeharto lengser, lalu diganti Presiden BJ.Habib.e sampai
pemerintahannya berakhir pada Oktobar 1999, dtra TOI tetap terpuruk. Padahal
lembagapertahanan ne^ini telah melakukan banyakperubahan dan Pe^ben^-n
dalam paradigma, nama dari ABRI ke TNI, pemisahan KepoUsian dan TNI.
penghapusan beberapa elemen organisasinya yang berbau^sial
Kepala Staf Sosial PoUtik, sampai pada pengurangan kursuTN P n
DPRD. Publik masih menganggap demikian karena secara terang-terangan a
TOI JenderJ Wiranto dekat dengan Presiden B.J. Habibie yang atranya ,uga dcut
buruic. Lagi pula, beberapa daerah konflik dan aksi demonstras. mahasiswa ditangam
masih dengan cara-cara represif. Tak jarang berakhir den^ korbanCitra4ad..b.um,,erubahs^^^^^
Di era ini pembenahah organisasi TNI i^garaan negara mulai

dalam konflik Presiden Abdurrahman Wahid dengan D

Beberapa Kasus Pelanggaran HAM i„d„„esfe
Tentara sebagaimana selalu diamanatkan sejarah ) g ifpiahimn

adalah tentara rakyat FUosofi ini diambil dari fakta kiptah TN ^ep ^ .
Republik sekaligus keUhiran TNI. Semangat ini senantiasa ^
segenap generasi TNI, sejak pendidikan sampai pengucapan (an) P )Sayai^ya,bulanmaauhubui^ tentara dan rakyat yang dahulumenja e y an
dan merupakan pemandangan sehati-hari ihakin tergerus usia.

Semakin hari kesan tentara berasal dari rakyat semakin pudar. Lebih d^ri itu
antara tentara dan rakyat menganga jurang dalam. Tentara dalam beberapa hal tak
lagi membantu rakyat, malah mengorbankan rakyat. Lebih parah lagi me ukai
perasaan rakyat seperti yang sempat terekam dalam beberapa kasus pe^garan
hak asasi manusia. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia oleh TNI dan
pennfifganannya 1997-2001 antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, penculikan aktivis April 1997-April 1999. Korban antara lain
Desmond J Mahesa, Pius Lustrilanang, Andi Arif, Haryanto Taslam dan Iain-lain.
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Diselesaikan dengan cara TNI mcmbentukTPF, yang menyimpulkan telah terjadi
kesalahan prosedur, yang bermula dari suatu^ perintah Pemimpin Kopasus untuk
menguingkap sejumlah kegiatan radikal. Namun dalam pelaksanaannya telah terjadi
tindakan yang melanggar kepatutan dengan menyekap korban. Solusinya Danjen.
Kopasus Prabowo Subianto diberhentikan dari dinas militec, dan bebetapa Aaggota
Kopasus dipenjara serta dipecat.

Kedua, kasus penembakan mahasiswa Trisakti, Semanggi I dari, II;-Jakarta 13
November 1998 dan 24 September 1999. Dalam Kasus ini dibenti^ Tim Pencari. .
Fakta (TPF) Independen. Setelah bekerja menyimpulkan, ada, dua kelompok prajurit
yang melakukan penembakan membabi buta di sekitar |1. Sudirman Jakarta.
Penyelesaian kasus ini adalah diadilinya perwira dan bintara [polisi maupun tentara •
yang terlibat. Hasilnya beberapa polisi dan tentara dipenjara dan d^ecait, Kapolda
MetroJaya Hamami Nata dicopot dari jabatannya,PangdanJaya Safirie Sjaansoeddin
di mutasi. ^

Ketiga^ pelanggaran HAM Aceh 1996-1999 yakm penahanan, penganiayaan
dan pembunuhan di rumah Geudong, pembunuhan Tengku ®^taqiah, penembakan
di Simpang KKA, pembunuhan dan penculikan di Idi Cut DPR membentuk TPF
tim ini menemukan banyak kerangka korban DOM, serta merekoi^endasikan aoar
Presiden Habibie berkunjung ke Aceh. Seabagai solusi dibentuk pengadilan
koneksitas dan menjatuhkan vonis 8,5-10 tahun peajara kepada 24 anggota TNI
dan seorang sipil. Selanjutnya TNI menghapus status daerah operasi militer (DOM\
di Aceh, 7 Agustus 1998.

Keempat, pelanggaran hak asasi manusia Timor Timur 1999 terdiri dari seranpn
ke kediaman Uskup Belo, serangan ke kediajtmn Manuel Carascala Kpp HAM
Timtim mengeluarkan rekomendasi kepada jaksa agung untuk menyidik man
Menhankam/Pangab Wiranto sehubungan dengan kasus |>elanggaran HAM seb \^
dan sesudah jajak pendapat di Timtim, Solusi pengadilam HAM Ad Hoc di^l
Jakarta dihadiri tersangka sejumlah perwira tinggi dan pejabat sipil. Akan t ^
mantan Menhankam Wiranto hanya tampil sebagai saksi.

Kelima, kasus pembunuhan Ketua Presidium Dewan Papua Theys Hiy^
10 November 2001. Dibentuk Komisi Penyelidik Nasional (KPN) yang akhJ^T '̂
merekomendasikan 6anggota TNI yang berasal dan Satgas Xuntuk disidij^ u
tersangka (Tim Litbang Kompas, 2002:304) ^

Penutup
Mencermati kiprah ^niliter di negara-negara pretorian (negara did

tnihter) dalam bidang ekonomi, tentunya tak lepas dan pola bahwa ke
keputusan politik yang lahir dari suatu pemerintahan pasti akan
kepentingan ekonomi daii para pemegang kekuasaan. *^^^nkan
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Keterlibatan militer dalam bidang ekonomi nyatanya memiliki dampak politik
dan ekonomi yang luas. Sebuah laporan petnah menyatakan bahwa di Myanmar,
Anda bisa mendapat apapun, uang, pekerjaan,bahkan perempuan. Namun dengan
satu syarat, Anda hatus seotang tentara. Demikian ujar seorang warga rifegara di
kota Yangon mengomentari dominannya militer di negeri im (Iswandi, 1998:291).

Kasus serupa juga terjadi di Thailand, negeri yang dikuasai para jenderal itu
juga tak lepas dari ekses-ekses buruk akibat keterlibatan militer dalam bidang
ekonomi. Jumlah anggaran militer yang membengkak, pembiayaan atas peralatan
militer yangdanahya sengaja di-mark-up bleh paraperwira yang korup jugadisebut-
sebut sebagai salah satu biang masalah k^caunya politik ekonomi di negeri im.
Penyelewengan berbagai sektor ekonomi inilah yang mendorong munculnya

takyat terhadap politisiyang berkoaUsi dengan perusahaan besar sebagai
penyebab kacaunya perekonomian. Akhimya Perdana Mented Thailand, pada awal
1990-an nmiyenikan agarpara perwira militer meninggalkan dUnia perekonomian

ke bara^ sebuah seruan yang kemudian mengundang reaksi keras
para jendetaL
Di Cina keteriibatan militer dalam ekonomi juga san^t mencolok. Presiden

Cina, Jiang Zemin melakukan seruan agar militer tidak berbisnis. Seruan itu
ditujukan secara khusus kej^pla Tentara Pembebasan Rakyat fTP^)*
mendistorsi kehidupan ekonbmi yang telah berlangsimg puluhan tahun. Sebuah
riset yang cukup mengejutkan, sehubui^an keterlibatan militer dalam bidang
ekonomi dan kaitannya dengan kasus-kasus korupsi telah dibuat oleh Hongkong
Standard (Kompas 23 Maret 1998). Kasus-kasus pejabatyang diadili karena korupsi
sepanjang tahun 1992-1997, tampak bahwa peringkat pejabat yang terkena kasus
korupsi adalah dari pihak militer sebesar 31,4% (17.214 pejabat). Disusul kemudian
pejabat pemerintah dan partai sebesar 29,4% (16.117 pejabat), para pejabat yang
mengurusi masalah ekonomi 24,3% (13.330 pejabat) dan terakhir adalah para
pejabat paricmen sebesar 14,9% (atau sebanyak 8.144 pejabat).

Angkatan daiat Cina telah mengelola tak kurang dari 15 ribu perusahaan yang
menghasilkan pemosukan lebih kurang 10 miliar US dolar per tahun. Suam jumlah
yang luar biasa, untuk ukuran bisnis yang dikelola perwira militer. Seruan Presiden
Jiang Zemin bermaksud agar Tentara Pembebesan Rakyat berbenah din menjadi

yang profesionaL
Di Korea, negara telah berhasil memanfatkan militer untuk kesuksesan

bisnisnya. Di sana para mantan jenderal begitu mudah loncat ke dunia bisnis selepas
purnabaktL Perusahaan besar semacam Daewoo, dibesarkan oleh para pensiunan
angkatan bersenjata. Hal tersebut bukannya tidak berdampak sama sekali.
Sebagaimana di Indonesia, keterlibatan militer di Korea telah menyebabkan
diabaikannya kehidupan demokrasi, tindakan represif terhadap para aktivis
prodemokiasL
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Efek negatif dari keterlibatan militer dalam bidang ekonomi, yang cuku^ iiyata
di berbagai negara termasuk Indonesia, telah mengakibadcanprofesionalisme -militer
dibidangnya merosot. Indikasinya antara lain, bahyaknyakorban nyawadalam setiap
konflik yang mcnyangkut bidang politik dan ekonomi dalam pembangunan. Ketidak
profesionalan tersebut juga muncul dalam bentuk kurang dihargainya^erbedaan
pendapat, persepsi tentang ideologi yang melihat pluralitas penerjeltfahan ideoJogi
sebagai subversi, ddak loyal dan komunis. Dan dalam skala yang lebih lua^,kekujcang
profesionalan tersebut tercermin dari belum hilangnya karakter militer di Indone
sia, sebagai militer pretorian, dengan segenap ciri politis, ideologi;^,'ekonomis
ataupun cara pandang terhadap kekuasaan.

Militer di Indonesia mesrinya perlu belajar .dari pengalaman tentara Cina.
Keterlibatan mereka dalam bidang ekonomi, sebagaimana disiaggimg di atas, justru
mendorong lahimya para kapitalis yang berlindung di balik kekuasaan birokrasi
mereka. Akibatnya militer di Cina banyak menuai kecainan, sebagai biang
kemerosotan ekonomi.

Di Indonesia, keterlibatan militer dalam bidang ekonomi belum banyak disoroti
sebagai faktor penting yang menyebabkan distorsi pasar, msaknya birokrasi, dan
terbentuknya kultur masyarakat yang permisif terhadap korupsi dan koiusi. Dan
yangtidakkalah pentingadalah muncukiya budaya kekerasan strutus^ yangseolah-
olah telah menjadi metode penyelesaian konflik dalan kaitannya dengan bidang
ekonomi.

Runtuhnya Orde Baru yang ditegakkan oleh Soeharto, telah menguak berbagai
kasus yang selama 32 tahun dipendam. Berbagai kasus pelanggaran hak asasi
manusia, kekerasan strutural yang dilakukan oleh militer, yang merupakan refleksi
dari bangkitnya kekuatan neo-fisis di Indonesia segera terbongfou:. Banyak hujatan
akhimya ditujukan pada ABRI. Kita berharap Indonesia kedepan adalah Indonesia
yang semakin demokratis baik dalambidang politik,ekonomi, maupun sosial budaya.
Kita pun jugasangat berharap TNI kitakedepan adalahITSII yangprofesional dalam
bidang pertahanan. Mampu mengemban fungsi set>agai managers of violence yang
bertanggung jawab dan bermartabat.

Keluarnya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasioi^l
Indonesia (TNI), telah membawa angin segar bagi berakhimya bisnis nyliter di
Indonesia yang sudah berjalan puluhan tahun. Sebab dalam Ketentuan PeraHhan
Pasal 76 (ayat 1) dengan jelas disebutkan bahwa dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun sejakberlakunyaundang-imdangini,Pemerintahharus mengambilalihseluruh
aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun
tidak langsung. Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan bahwa tata cara dan ketentuan
lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
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Abstract:

Dalam paper ini pmulis mempertihatkan peniakman AJhL Seiatan sebagd sebuah
negara demokratisjang mendasarkan diri kepada standardan nmna-mrma hck asasi manusia
(HAM), setelah sebelumnyajatuh dahm sistem poHHk ji,«g menimJas dan milansgar HAA{.
Sejak 1994 upaya mmhentuk sebuah negara HAM menjadi sehuah k^sadaran Afrika
Seiatan. Pendidikan di AJhka Seiatan nienjaiU salah qgen penting untuk menanamkan arti
penfingpenghotmatan danpenegakan HAM. Dalam urmanr^apenultsmemaparkan tantangan
yang dihadapi dari pendidikan sebagai sebuah hak asasi ataupun sebc^i sebuah kebaikan
publik di Sana ketika memasuki era HAM.

Keywords; human right, age ofrights, education, nsourvism '

Education in an Age of Rights (and Markets)
The genetic code of post-1994 South Afiaca hear^^ at. least in theory, the de

signs of a conscious effort to create a human rights state. The first democratic
elections in 1994 took place at a historical juncture t^at witnessed a worldwide
preoccupation with human tights norms and human rights standards generation.
Just in terms of sheer numbers and range, the business of rights enunciations Has
and continues to dominate the international agenda and relations amongst nations
and peoples. Knowles (2004: 133) remarked that "nowadays the rhetoric of 'hu
man rights seems to be just about universal" ... and has been "elevated to political
correctness where a denial of them taints the innocent philosophical sceptic". In
similar vein Ignatieff (2000: 1) describes the phenomenal development of human
rights standards as the "rights revolution" whilst Fagan (2003:1) is of the opinion
that "the doctrine of human rights has become the dominant moral doctrine for
evaluating the moral status of the geo-political order**. This doctrine is thought to

' Originally this paper was presented in the •'World Conference on the Right to and Rights in Educa
tion," Netherlands, (Amsterdam-Tilbutg-Hie Hague), 25-30 November 2004. Ifs publi.shcd with
permission by author.
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"precede considerations ofstrict national sovereignty" (Fagan: ibid) and 'regu- '
lates' the relationships among nation states. In reflecting on these developments,
Baxi (1997: 1) states:

No preceding century of human history has been privileged to witness sucha " '
range of rights enunciations as ours. Moreover, never before have we come to
a situation in which the language of rights nearly replaces all other moral
languages.. .Further, even as the alleged end of ideology is being proclaimed
worldwide, a human rigjits sodo-dialect emerges as the only ideology-in-the
making, enabling both legitimation and delegitimation ofpower and anticipa
tory critiques of human rights futures.

This "age of rights" formulated a relationship between education and human
rights that has developed into such a commonsense discourse that the contempo
rary tensions embedded in it are rarely acknowledged or considered. This is evi
dent in the work of key human rights and education commentators. Bernstein-
Tarrow (1987) in Human Rights and Education explores this relationship from vari
ous conventional and legislative angles, ljut fails to move beyond viewing educa
tion as a conduit for human rights universals. A similar trajectory is evident in
Hodgson's (1998) monograph on The Human Right to Education. Likewise, Spring
(1994: 158-170) presents huma§4ights as an educational philosophy in its own
rig^ ^ded by modified declatarions and statements; and accompanied by a hu
man rights education that is relegated and limited to provisions and articles in
human rights instruments. This relationship between human rights and education
has been configured with the "consummation" ofhuman rights through die adop
tion of the Univetsal Dedatation ofHu^ Rights (UDHR) in 1948. On the one
hand, the UDHR set the hubristic trend ofhuman rights universals calling for dieir
own legitimacy to be entren<^\ed through education via a diplomatic command^.
On the other, the right to education was formulated as aprecursor to its codifica- ^
tion as legally binding provisions and standard setting guidelines in subsequent
human rights instruments. These universals constructed an instrimientalist rela
tionship between human rights and education and confined the purpose ofeduca
tion to die illumination of̂ the international framework of human rights. Subse-
quentiy, die dominant declarationisf mode of human rights education as represented
in the work ofLohrenscheit (2002:175) regards the UDHR as "a curriculum in 30

The construction ofhuman rights universals, inchiding those related to human rights education, is
an inter-govemmental diplomatic process that is inevitably influenced by global political and eco
nomic arrangements.
I use this term to refer to the almost dogmatic belief that aU human rights truths are generated and
consummated within human rights instruments such as declarations^ conventions and covenants.
Human Rights Education, according to this understandii^ focuses on transmitting the provisions
in these instruments. The associated tendency I call
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steps or paragraphs'*. Spring (1994: 164) also succumb to this tendency by con
structing a revised text of the UDHR for the purposes of a humannghts educatio'h
curriculum.

Education-as-a-human-right/Education-as-a-publiq-good
The rights-education relationship and its pedagogical implii^tions are. right--

fiiUy rooted in the notion of education-as-a-public-good and the ^ple of educk^rion
as a guarantor of aU other rights (see Hodgson, 1998: 7-21). However, the ftiuch-
anticipated conceptual and operational synergy between educatton-as-a-human-
right and education-as-a-public-good has not materiaUzed and is^presently under
severe strain. In a sobering assessment in Education Tomase^-^ki (2003) pro
vides a rationale for a "human rights approach" to education;highlights the "domi
nant global approach to education which denies that education is a humaa right";
and chronicles the "mobilization for change". Rescuing a faltering association be
tween the notions of education-as-a-human-right and education-as-a-public-good
internationally is one way of seeing Tomasevski's injunction. On a national level
and closely tied to international patterns, the relationship between education-as-a-
human-right and education-as-a-public-good in post 1994 SouthAftica can be ex
plored through three main arguments. Theyareembryonic and tentative and invite
a critical engagement with educational rights universals in the interest of contrib
uting to social justice.

Firstiy, the conceptual identi^ of education-as-a-human-right is closely tied to
human rights universals, whilst the key constructions of the form, purpose and
content of the right reside in an economic, political and social milieu that is domi
nated by the 'managerial' and *human capital' discourse. The indexicality of the
'identity' and 'construction' of education-as-a-right thus manifests within an in
consistent framework that on the one hand purports to advance education as a
right and at the same time redefines it as a commodity. Theupshotof this paradox
is that the conceptual identity of education-as-a-right has been aligned to the domi
nant managerial discourse that seems to negate the pedagogical ti&iderpinnings of
education-as-a-pubHc-good. Stated differently, the rights constructions of 'educa
tion' have not shielded it from commodification. This reflects a development that
is in close comparison to what Ball (2003: 5) describes as "the global education
reform 'package'" that is embeddedin "three interrelated policy technologies; the
market, managerialism and performativity". These technologies systematically erode

This is not to say that the existence and concepnaal identity of the tight to ^ucation is wholly
determined by human rights universals though it might be true for certain legal philosophical
positions.
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the "public welfare tradition of educational provisioning" (ibid: 6) and this ten
dency is evident in the South African context through MacDonald and Pape's (2002:
4) observation that "cost recovery has sunk its claws deep into the Bill of Rights".
The languages and technologies ofrights and markets have thus come toexiiibit a
shared semiotic structure rooted in economism which allows govermnents and
global agencies to increasingly invoke the rights language to deputize for the "hu
man capital" discourse, adding to die incremental cutback ofeducation-as-a-pub-
lic-good. Essentially the inability of the rights language to prevent the
commodification of education allows for the anti-pedagogical frameworks of glo
bal agencies to dominate the dialectical spajoe of interplay between global educa
tional narratives and the micro-politics of people's struggles for education. It is
therefore no surprise that educational tights, ironically, arepresendy muchmore in
need of rigfitificatwn than ratification.

Secondly, since theconceptual identity of education-as-a-right isalmost wholly
dependent onhuman tights univetsals itwould inevitably suffer from declarationism
(see footnote 1). The epistemological in^lication of declarationism is that the rights
discourse is altogether reliant on a diplomatic consensus theory of trutlf or diplomatic
regimes of knowledge. Such a conception of truth invariably provides for its own
justificatory framework and a v^dation of its own weaknesses by screening out
the lived experiences of the'tfpposed tights benefidaties. This tendency under
mines the conception of education-as-a-pul^c-good since preferentiality is given
to the rights-co<ification of education with its own regulatory limitations. Basic
human needs are translated into tights which in turn are codified in legal provi
sions'' but neither of these mutations of needs has served the conceptual and prac
tical construction of education-as-a-public good. Instead, what has happened can
be described as the 'overproduction*^ of normative educational rights and stan
dards (with limited impact). In many instances these tights constructions are erro
neously equated with tights delivery. Education systems are thus inadequately as
sessed within a framework of narrow, technocratic and legalistic benchmarking
with an inordinate emphasis on rights-compliance*. The 'overproduction* ofedu
cational rights universals provided fert^gtounds for declarationism to flourish with
a number of far-reaching implications that include the unilateral and de-
contextualised construction of, for instance, the identities of refugees, women and
children. Moreover, declarationism is the most influential factor in the development

Certainly, epistemolc^cal critiques and constructions are much more complex than reflected here.
However human rights universals do generate, at least for the purposes of human rights instru
ments, their own ctuth claims based on a vague acceptance of "international consensus" through
(it^ •'WTiatic and political processes.
See Hamilton (2003: 2-11) on the Political philosophy of needs arguing in favour of a particular
conception of 'needs' rather than 'rights'
See Baxi (2002: 67-71) on the 'overproduction of human riots' metaphor.
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of a wide-spread, uncritical and romantic stance towards the dominant educa
tional rights language. «•

Thirdly, "education-as-a-human-right" isarticulated inrelation to thesyndrome
oixesourcism. Kesourcism is, on the one hand, that unfailing and reactive response
that view rights delivery as wholly determined by the availabiiity or non-availabil
ity of resources.. .most often financial resources. On the other hand, it refers to
ways in which concepts like 'equity' and 'education' are constructed and
deconstructed on the basis of a single-factor analysis namely 'resources'. This ten
dencyprovides an easily available smokescreen for non-delivery because itis itself
codified within human rights standards as a guiding principle and has opened up
the possibility of rendering the rights language sterile andimpotent. Human rights
standards are thus composed within a framework that provides a solid basis for
justifying radier than sahctioning failure, non-delivery andhuman ri^ts violations.
Conceptions of educational rights as a public good will counter 'resourdsm' and
challenge the built-in pardons for educational rights violations as articulated within
the rights framework. Though resources are important dimensions of educational
rights this papercautions against 'resourcism' as an excuse for non-delivery and as
the sole basis for educational rights analysis.

The South African experience
The above conceptual concerns provide a particular lens for analyzing educa

tionin South Africa since education-as-a-right seems to be leaning away from edu-
cation-as-a-pubUc-good. South Africa is noexception toglobal trends with respect
to the challenges of access, quality and non-discrimination as evidenced by sev
eral research studies including those that are referenced heris. One thousand two
hundred children who recently participated in the South African Child Rights Sur
vey conducted by Save the Children-Sweden identified education as fourth in a
hierarchy of 9 rights that were most often violated in their lives (Save the Children
Sweden 2002: 9), indicating that educational rights constructions are very limited
in responding to the needs of communities. These rights constructions, especially'
in declarationist form, not only articulate 'education* in particular ways but also
redefine educational practice and governance independent of its context and at
the same time provide the policy basis for introducing cost-recovery mechanisms
in basic education. The basic tenets for the commodification of education are
thus in place and this shift is justified on the basis of 'resourcism'.

Whilst there has been a massive increase in net enrolment rates® for Basic
Education in South Africa under the transformative education policy agenda of

Net enrolment rates refers to the number of enrolled learners of a particular age group (e.g. 7 to 13
years for primary schools) divided by the total population of that same age cohort.
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the National Department of Education (from 92% in 1991 to 97% in 2001 (DoE,
2003a:15)), there is also a growing body of research evidence which indicates that
several thousand learners ia poor communities still face intractable barriers that
block access to basic education. These barriers include the costs ©f school fees
and other ^hidden costs' of education such as uniforms, learning materials and
transport (Education Rights Project?; Global Campaign for Education'"; SAHRC,
2002 and 2003 3"^ and 4"' Economic andSocial Rights Reports; and DoE, 2003a).
The cost-recovery syndrome, so closely related to nsourcism, has thus permeated
educational provisioning and alternatives are required to halt its detrimental ef
fects on access to quahty educationjmd the enjoyment of other rights.

The inajor quantitative studies undertaken by the DoE as part of its ongoing
efforts to expand theprovision of basic education inSouth African public schools,
(DoE School Register of Needs Survey, 1996 and 2001; Review of School Fund
ing Report, 2003a) indicate that increased access has h^cn accompanied by an
improvement in thebasi*: infrastructural provision for poor schools. However, the
DoE acknowledges that the effect is minimised by the increase inpoverty in these
school communities. (DoE 2(S)3a: 78). Thus, it is unsurprising that research evi
dence indicates that learners in poor communities that do obtain access receive a
basic education that m^es little qualitative difference to their lives resulting in
hig^ repetition tates, fe^i drop-out* rates and increased joblessness amongst school-
leavers. (Save the Children, 2002: 9).

The state of affiairs on education as a multi-faceted right in South Africa has
certainly improved since 1994 though the experiences ofmany poor communities
in South Africa point to fundamental limitations. The limitations of education-as-
a-right are exposed in its failure to prevent the commodification ofeducation; its
dedarationist conceptual identity; and its inclination towards resourcism. The as-
sumpti'®'* that education-as-a-human-right and education-as-a-pubUc-good^re
conceptually linked is not sustained by evidence in South Africa and elsewhere
^nd this link should notbe regarded as preconceived ordefined as 'natural' within
the rights discourse. Instead, there are convincing pointers that the rights language
is too easily assisiilated into and employed within the 'human capital' and
«cofpmodification* discourses in stark contradiction to the notion ofeducation-as-
a-public-gpod.

9 See www. etp-otg-zsu The Education Rights Project (ERP) is a research project of Wits-EPU.
" The Global Campaign for Education (GCE) is a network ofdvil socicty organisations that campaign

for &ee basic education and that monitor progress and bbbygovernment on the 'Education for All'
agreements and on national pnoddes for education.

/k
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For many people, communities and societies worldwide for whom the enjoy
ment of education-as-a-human-right remains elusive, the hegemonic i^hts lan
guage carries a number of conceptual and practical limitations if measured against
the notions of social, economic and environmental justice. This state of affairs

,came about because of whatBaxi (2002: 133) describes as the emerging paradigm
of "trade-related and market-friendly human rights". Perhaps it is time to redirect
our energies towards contributing to a critical human rights ^coursein response to the
limitations of mainstream constructions of human rights.
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PERLINDUNGAN ANAK BI INDONESIA
SEBAGAI PERWUJUDAN HAM DI ERA OTONOMI DAEftAH

Oleh: Eny Kusdanni
Jurusan PPKn Fakultas Iltnu Sosial Universitas Negeii Yogyakarta

Abstrak

The protection of children in Indonesia is part of realij(ation of Humim R^hts, because
Human Rights is not merefy belong to adult people. So, the law scheme of Human Rights
protection should be aimed to children too. It is supported by the fmt that United Nation on.
Human Right Declaration which some ofthem were aimed to children.

In Indonesia, the children protection was stated in amendmmt of Constitution 1945.
Indonesian government is a member of International Convention on Cbildrm R^ht and have
ratified this convention President Decree No. 36Year 1990. ratifpng this conventida,
Indonesia Government was subjected to implementing by makir^ regulatioms and policies ap
propriate to this convention.

In the time of issuing of decentralifi^tion by the hill on R^nal Govemmmtal No. 22
Year 1999 which be revised hy the Bill on Regnal Govermental 32 Year 2004, the
implication of conducting on Children Protection includes children melfaris is obligation of
central, province, local^vemment, as well as all elements of skiety, includes children parent
It should be conducted because the placement of local aatonon^ put mr^(y or dty govern
ment.

Kata Kunci: perlindungan anak, hak anak, oUmomi daentb

Pendahuluan

Kita sadari bahwa anak merupakan bagian yang sangat pentmg da^m
keberlanjutan suatu bangsa. Anak tidak saja dipandang dalam kaidah agama,Vtetapi
di dalam implementasinya anak merupakan sumber daya mafnisia bagi pemban^junan
suatu bangsa, penentu masa depan daii penerus generasl Betbagai pertemuan tim^kat
dunia yang bertujuan untuk melakukan periindungan tethadap hak-hak an^ sudah
banyak dilakukan, seperti Word Summitfin- Children; United Nation GeneralAssembly
for Special Session; Sidang-sidang Komisi Hak Anak PBB; Convention on the Rights of
the Child ( Konvensi Hak-Hak Anak ) dan lain sebagainya. Pertemuan-peitemuan
tingkat dunia ini dimaksudkan untuk membeiikan masa depan yang lebih baik
terhadap anak-anak di s^uruh dunia, selain konvensi-konvensiyang juga menyentuh
anak seperti Hak Asasi Manusta {Declarations ofHuman Rights tahun 1948 ) dan
Konvensi PBB tentang Pen^apusan Segala Bentuk Disktiminasi Tethadap Wanita.
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*> ^

Indonesia sebagai salah satu pesetta konvensv telah meratifikasi Konvensi
Hak-Hak Anak yang diadakan tahun 1990 dengan KEPPRES No. 36 Tahun 1990,
sehingga negata telah terikat untuk mclaksanakan konvensi tersebut (Sunaryati
Hartono, 1991: 155). Setelah Negara Indonesia mekkukan ratifikasi terhadap
Konvensi Hak-Hak Anak, negara berkewajiban untuk membuat perundang-
undangan dan mengharmonisasikan semua perangkat kebijakan-kebijakan
pemeiintah serta mengimplementasikan konvensi hak-hak anak, sehingga dapat
memperkokoh semakin pentingnya kedudukan anak (RJP-KPA Tahun 2001-2005).
Di antata peratuian pemndangan dan kebijakan pemeiintah untuk menindaklanjuti
lativikasi tersebut adalah; dikeluarkannyaiJ'asal 28 B ayat 2 tentang pcrlindungan
anak dalam amandemen kedua UUD 1945; UU No. 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak; UU Na 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No.
138/1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja; UU No. 1 Tahun
2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 182/1999 tentang Pelarangan dan
Tindakan Segera Pen^iapusatJ Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
serta UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta peraturan
peiaksanaannya.

Kependngan untuk teriibat dalam berbagai percaturan global mengenai anak
ini bukan semata-mata m^^^ti tunmtan intemasional, akan tetapi lebih pada
upa3ra untuk meningkatkait'kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai wujud
ijari hak asasi manusia agar anak-anak Indonesia dapat mencapai kualitas hidup
yang optimal dan terlindungi dari berbagai tindakan diskriminasi, kekerasan,
penyalahgunaan, dan penelantaran yang mengancam kelangsungan hidup dan
tumbuh kembangnya.

Tulisan berikut akan mencoba untuk memaparkan tentang Perlindungan anak
sebagai perwujudan hak asasi manusia, Pengaturan perlindungan anak dalam
amandemen UUD 1945 beserta UU Perlindungan Anak dan Implikasi pelaksanaan ^
perlindungan anak di era Otonomi Daerah.

Perlindungan Anak Sebagai Penvujudan Hak Asasi Manusia
Perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak terlepas

dari konsekuensi-konsekuensi keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam konvensi-
konvensi internasional yang membahas tentang hak asasi manusia, termasuk di
dalamnya Konvensi Hak-Hak anak yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB
pada tanggal 20 November 1989. Mukadimah Konvensi Hak-Hak Anak
menyebutkan bahwa PBB dalam Dekkrasi Universal tentang Hak Asasi Manusia
dan dalam Perjanjian-Perjanjian Internasional Hak-Hak Asasi Manusia telah
menyatakan dan menyetujui bahwa setiap orang berhak atas seleruh hak dan
kemerdekaan yang dinyatakan didalamnya, tanpa perbedaan dalam bentukapapun
seperti perbedaanras, wama kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik
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dan pandangan lain, asal usul bangsa dan sosial, harta tekayaan, kelahu-.n Jan
status lamnya. Men^ngat HAM, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyltakan
bahwa masa kanak-kanak bethak memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus.
Oleh karena itu keluarga sebagai kelompok inti dari' masvatakat dan sebagai
togkungan yang ala™ bagi pettumbuhan dan kesejahteraan" sduruh^ggotan^
dan khususnya anak-anak, hendaknya diberi perlindungaa setta bant^ Jg
dipetluk^ sehingga keluarga mampu mengemban tanggfiiig jawabflya dalatn
masyatakat. Di sapping itu menyadari bahwa anak, d^i pwigptttbangan
kepnbadiannya secara utuh dan harmonis hendaknya tumbuh kembang dalain suatu
lingkungan keluarga, yang bahagia, penuh kasih sayang d^ pengertian. Untuk itu
anak harus sepenuhnya dipersiapkan agat dapat mengahayad kehidupan ptibadi
dalam masyarakat dan dibesarkan dalam semangat cka-cita perdamaian,
bermartabat, tenggang rasa, kemerdekaan, kesetaraan, dan kesetiaka^wanan (lihat
Mukadimah Konvensi Hak-Hak Anak).

Konvensi Hak-Hak Anak menyatakan bahwa negara-negara peserta konvensi
akan berupaya untuk menjamin adanya perlindungan dan peiawatan sedemikian
rupa yang diperlukan untuk kesejahteraan anak dengan meijipethatikan hak dan
kewajiban orang tua anak, walinya yang sah atau oiang lain yang secara hukum
bertanggung jawab atas anak yang bersangkutan, dan .untvik mal^d ini negara-
negara peserta akan mengambil semua tindakan pen^turai^ dan administratif yang
layak. Negara-negara peserta akan menjamin bahwa lembaga-lembaga, instansi-
instansi dan fasilitas-fasilitas yang bertanggun^awab atas pemeliharaan dan
perlindungan anak, akan menyesuaikan diri dengan noima-nonna yang ditetapkan
oleh pejabat yang berwenang, terutama dalam hidang kesekma^, kesehatan, baik
dalam jumlah dan keserasian petugas mereka, begitu pula pengawasan yang
berwenang (ketentuan Pasal 3 ayat 2 Konvensi Hak-Hak Anak).

Dengan demikian sebetulnya kebijakan mengenai kesejahteraan dan
perlindungan anak ini merupakan bagian yang tak teipisahkan dari hak asasi^
manusia. Hal ini dapat kita pahami mengingat bahwa hak asasi tidak hat^ya
dmiiliki atau harus dimiliki oleh orang dewasa saja. Melain]^
harus diberikan juga pada setiap orang termasuk anak-anak, l^kan termasuk ju^
untuk anak yang masih berada dalam kandungan (Pasal 1ayat 1UU Perlindungan
Anak). Oleh karena itu ketentuan-ketentuan yang mengakui tentang hak asasi
manusia mestinya juga diberlakukan untuk anak-anak, apalagi sudah kita ketahui
bersama bahwa anak-anak inilah nantinya yang akan mewarisi kehidupan suatu
bangsa. Dapat dikatakan bahwa anak-anaklah yang nantinya menggandkan posisi
orang-orang dewasa untuk melanjutkan kehidupan suatu bangsa. Trias Setiawati
(dalam Jumal UNISIA Na 44/XXV/I/2002 :96) menyatakan bahwa sebcmlnya
secara khusus Deklarasi PBB tentang HAM mempunyai sasaran perlindungan bagi:
1. Kanak-kanak;

2. Kaum perempuan;
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3. Kaum peketja;
4. Minotitas;

5. Penyandang Cacat;
6. Penduduk asli dan suku tetbelakang;
7. Tetsan^ca, tahanan dan tawanan;
8. Budak;

9. Koiban kejahatan;

10. Pengungsi;
11. Meteka yang ddak betkewaig^egaiaan.

Pemikiran mengenai pedindun^in anak sebagai perwujudan daii hak asasi
manuda ini sejalan dengan apa yang dikemukakaii olehBambang Sudyoso dalam
tulisannya " Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia",
yang menyatakan bahwa pada hakekatnya hakasasi tnannsia merupakan hakkodrad
yang secara ioheren mcHekat dalam sedap din mannsiii sejak lahii. Pengetdan ini
meogandung ard bahwa I4AM menqta^n kamnia Allah Yang Maha Pencipta
kepada hamba-Nya. Mengm^a^ HAM itu adalah kanmia Allah, maka ddak ada
badan apiqpun yang dapat me^tlcabut hak itudari tangan pemiliknya. Demikian juga
ddak seotangpun dipetkenankan untuk mecampasnya, serta ddak ada kekuasaan
apapun yang boleh m€ |̂g^&elen^;unya (Jumal UNISIA No. 44/XXV/I/2002: 84).

Sebetulnya kalau kita lihat pedindungan anak itumerupakan bagian dariusaha
kesejahtetaan sosial bagi masyacakat yang dinnilai sejak manusia itu lahir sampai
memnggal duna yatig dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai konsekuensi
darikonsepsi negata kesejahtecaan yang dianutoleh n^ata Indonesia seperd termuat
didalam pokok-pokok pikitan yang difiiangkafi Halam pfmjplasan nmum UUD 1945,
yang menyatakan bahwa :
1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia Han seluruh tumpah darahIndo

nesia deng^ berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial ba^
seluruh takyat Indonesia;

2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat;
3. Negara yang ^berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan

permusyawaratan perwakilan;
4. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang maha Esamenurut dasar Kemanusiaan

yang adil dan beradab.

Pengaturan Perlindungan Anak Dalam Amandemen UUD 1945 dan
UU Perlindungan Anak

dalam UUD 1945 sebagai suatu hukum dasar, perlindungan anak mulai
dicantmnkan sejak amandemen kedua dan dimuat dalam Paisal 28 B ayat 2 yang
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tnenyatakan bahwa setiap anak ocrhak atas kclangsungan hidup, tumbuh dan
berkcmbang serta berhak atas perlindungan dari kekesasan dan diskriminasi.

Gagasan tentang perlunya dilakukan amandemen, dilatarbelakangi kenyataan
bahwa selama berlakunya UUD 1945 temyata di Indonesia tidak ada demokcasi
kecuali yang sifatnya formalitas. Semua lembaga dan proses demokrasi diatur
sedemikian.rupa melalui prosedure formal yang sebenarnya tidak demokratis..
Keadaan demikian mengakibatkan di antaranya tujuan atama adanya kp^i^tusi
yakm menegakkan HAM dan pembatasan kekiiasaan tidalc terpeniahi.\Pelan^aran
HAM dan tidak tierkontrolnya kekuasaan yang terus menenis ekses^if t^adi secara
besar-besaran dinegara yang jelas-jelas menyatakan menganut sistem konstttusional
mi.

Dilihat dari segi isi, UUD 1945 hasil amandemen tentf^ta menampung banyak*
hal yang sebenamya tidak perlu dijadikan isi konstitusi kareiia berada di luar lingkup
substansi konstitusi, akan tetapi di dalam substansi isi pengaturan Hiei^nai HAM
lebih memadai dibandingkan dengan pengaturan mengenai HAM seb^um diadakan
amandemen. Ada beberapa pasal yang mengatur tentangliak asasi manusia didalam
UUD 1945 yang telah diamandemen tersebut yang menjadi dasar hukum dan
pertimbangan dari dikeluarkannya UU Perlindungan Anak, yaitu Pasal 20, Pasal
20 A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28 B ayat (2), dan Pasal 34.

Di dalam Pasal 2 UU Perlindungan Anak, dinyatakaji bahwa asas dari
penyelenggaraan perlindungan, adalah Pancasila dan UUt) 194S serta prinsip-prinsip
dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meUputi :
a. Non diskriminasi;

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta;
d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Adapun tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuliinya
hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan brekembang, dan berpartisipasi secara
optimal sesuai dengan harkat dan mertabat kemanusiaan serta mend^Apat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Ttiionesia
yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Pasal 3 UU Perlindun^n Anak).

UU Perlindungan anak, selain mengatur tentang hak-hak anak, juga mengatur
tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang anak. Adapun
hak-hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Sedangkan
kewajiban anak diatur didalam ketentuan Pasal 19.

Hak-hak anak yang dilindungi oleh UU Perlindungan Anak tersebut antara
lain adalah:

a. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar
sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi;
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b. Hak atas suatu nama sebagai idendtas diri dan status kewarganegaraan;
c. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai

dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
d. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang ttoanya

sendiii, apabila orang tua karena sesetu scbab tidak dapat menjamin tumbuh
kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak
diasuhatau diangkat sebagai anak asuhatau anakangkat oleh orang lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan
kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;

f. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka
perkembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan
bakatnya, khusus bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh
pendidikan luar biasa, anak yang memiliki keunggulati juga brehak
mendapatkan pendidikan khusus;

g. Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan
memberikan inforinasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi
pengembangan din sesuai nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;

h. Hak untuk beostuahat da:^ waktu luang, bergaul dengan anak
sebaya, bermam, berekreasi, berkreasi sesuai dengan minat bakat, dan tingkat
kecerdasannya demi pengembangan Hiri-

i. Anak cacat berhak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan
pemeliharaan tataf kesejahteraan sosial;

j. Hak untuk mendapatkan perlindun^in dan perlakuan diskriminasi, eksploatasi
baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan
penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;

k. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuaH jika ada alasan dan/atau
aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi
kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan tcrakhir;

1. Hak untuk memperoleh perlindungan dan pehyalahgunaan dalam kegiatan
politik, pelibatan dalani sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial,
pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam
peperangan;

m. Hak untuk memperoleh perlindungan dan sasaran penganiayaan, penyiksaan,
atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, penangkapan, penahanan,
atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum
yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya tcrakhir

n. Hak untuk dirahasiakan bagi anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan
seksual atau anak yang bcrhadapan dengan hukum;
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o. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anr'u )^g
menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

p. Anak yang dirampas kebebasannya, berhak untuk :
1) Mendapatkan periakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan

^ dari orang dewasa;
2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efefctirdalam

setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan
3) Membela diri dan memperoleh keadUan di depan pen^dilan ai^k ^ng

obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertetutup, unmk umuM';
Sedangkan kewajiban anak diatur di dalam ketentuan Pasal 19 lJU Perlindungan

anak. Adapun kewajiban anak yang tertuang di dalam pasal ters^but, antara lain
adalah anak diwajibkan untuk ; '
a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
c. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Mengingat seorang anak adalah orang yang belum dewasa, maka sphariisnya
pclaksanaan kewajiban yang harus dipenuhinya diatahkan giJeh orang-orang yang
sudah dewasa baik yang berasal dari lingkungan keluarganya, lingjcungan masyarakat
di sekitarnya dan juga merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan sarana
dan prasarana dalam rangka mendidik anak agar meteka dapat melaksanakan
kewajiban yang dibebankan kepadanya sebaik mungkin.

Kewajiban dan tanggung jawab terhadap penyelcnggataan pcidindungan anak,
berdasarkan ketentuan Pasal 2Q UU Perlindungan Anak ada ditangan negara,
pemerintah, masyarakat dan orang tua anak. Negara dan pemerintah berkewajiban
dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak a^asi setiap anak taiipa
membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etaiik, budaya dan bahasa,
status hukumanak, urutan kelahiran anak, dankondisi ftsik dan/ataumental anak.
Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab pula untuk
memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungmn
anak. Didalam kegiatan perlindungan anak ini, diwajibkan juga untuk menjaitiin
perlindungan, pemeliharaan, kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan
kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum beftanggung jawab
terhadap anak. Menjadi tugas negara dan pemerintah pula untuk mengawasi
kegiatan penyelenggaraan dan perlindungan anak.

Adapun kewajiban dan taft^gung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak
dilaksanakan melalui kegiatan peran scrta masyarakat dalam penyelenggaraan
perlindimgan anak. Sedangkan orang tua berkewajiban untuk :
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a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
b Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan nunatnya;

dan

c.

aau

Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
Apabila orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena

suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka
kewajiban dan tanggung jawab tersebut dapat beralih pada keluarga yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Arif Gosita (1985: 18), menyatakah baWa pcrlindungan anak termasuk
kesejahteraan anak merupakan suatu bidangpf^bangunan nasional karena hakekat
pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya,
sehingga tnengabaikan pcrlindungan anak tidak akan mcmantapkan pembangunan
nasional. Akibat tidak adanya pcrlindungan anak akan mcnimbulkan berbagai
permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan
pembangunan nasional.

Pelaksanaan Pcrlindungan Anak di Era Otonomi Daerah
Pada saat diberlakukanny^ UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daoah yang mengatur otono^ daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab,
kewajiban pemerintah untuk melindungi dan mensejahtcrakan warga negaranya

oleh pemerintah pusat, yang kemudian dibagi dengan pemerintah daerah.
Hal ini harus dilakukan mengingat berdasarkan ketentuan UU tersebut titik berat
otonomi daerah ada di Kabupaten/Kota. Isdlah otonomimempunyai arti kebebasan
atau kemandxrian, tetapi bukan kemerdekaan, sehingga daerah otonom itu diberi
kebebasan atau kemandinan sebagai wujud pemberian kesempatan yang harus
dipertanggungjawabkan. Pertanggung jawaban itu sendiri ada dua unsur: Pertama,
pemberian tugas dalam arti melaksanakannya. Kedua, pemberian kepercayaan
berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri bagaimana
menyelesaikan tugas itu. Dengan demikian, pemberian otonomi mempunyai sifat
mendorong atau memberi'stimulasi untuk berusaha mengembangkan kemampuan
sendiri yang dapat membangkitkan oto aktivitas dan mempertinggi rasa harga diri
dalam arti yang sebaik-baiknya (1998: 93). Sementara im Josef Riwu Kaho (1997:
9) menyatakan bahwa pelaksanaan desentralisasi yang diwujudkan dalam otonomi
daerah akan membawa efektifitas dalam pemerintahan, sebab wilayah Negara itu
pada umumnya terdiri dati pelbagai satuan daerah yang masing-masing memiliki
sifat-sifat khusus tersendiri yang iscbabkan oleh faktor-faktor geografis (keadaan
tana^ ikiim, flora, faima, adat istiadat, kehidupan ekonomi, dialek/bahasa, tingkat
pe;i' pengijaian, dan sebagainya).

Pada konsideran UU No. 32 Tahun 2004, di antaranya dinyatakan bahwa
penyclenggaraan pememtahan daerah diat-ahkan unmk mempercapat terwujudnya
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kcot j u- lann irmcy^ r;kat mclaliu peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan
pera.n:.: rfa masyarakat, serta peningkatan daya saing. Di sampihg itu efisiensi d^
efektintas penyelenggaraan pemerintahan ndaerah perlu ditingkadcan dengan lebih
memperhatikan aspek-aspek hubungan antarsusunan pemerintahan pemerintahan

, dan antarpernerintahan daerah, potensi dan keragaman d^ah, peluang dan
tantangan persaingan global dengan memberikan kewehangan yang seluas-luasnya
kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban tnenyelenggarakan.
otonomi daerah dalam kesatuan system penyelenggaraan pemerintalban ne^ra.Oleh
karena itu pelaksanaan kebijakan perlindungan anak yang di dalas^ya tetliafidung
juga kesejahteraan anak, harus dilaksanakan oleh pemerintah pusac dan pennerintah
daerah otonom di bantu oleh unsur-unsur masyarakat luas seperti organisasi
masyarakat, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakar maupiin unsur-unsur
masyarakat lainnya.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 32 Tahim 2004, menyatakan bahwa Negara Kesatuan
Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Propinsi dan daerah Pfopinsi ifu dibagi
atas daerah Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempujdiyai pemerintahan
daerah. Ayat (2) dari Pasal tersebut menyatakan bahwa pemerint^ daerah mehgatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan. Ayat (4) dari pasal tersebut menyebutkankan bahwa Pemeiintah
Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memMki hubungan dengan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Memar^ di dalam UU No. 32
Tahun 2004 tidak ada ketentuan secara khusus yang mengatur tentang urusan-
urusan pemerintahan yang secara khusus berkaitan dengan masalah perlindungan
anak. Namun demikian sewaktu berlakunya UU No. 22 Th.hutj 1999 tentang
Pemeritahan Daerah sebagai salah satu dasar hukum dari berlaku UU 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak, masalah perlindungan anak menjadi tanggung
jawab pemerintah pusat, yang dalam pelaksanaannya dilakufcsn oleh Departemen
Sosial bersama-sama Kementerian Pemberdayaan Perempv\an.

Dikarenakan sampai saat ini peraturan pelaksanaan dari UU Na 32 Tahun
2004 dan ridak adanya kejelasan mengenai tanggung jawab di dalam pelaksanaan
perlindungan anak, maka di dalam era otonomi daerah berdasarkan ketentuan UU \
No. 32 tahun 2004 yang diarahkan untuk salah satunya untuk mempercepat
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran
serta masyarakat, maka untuk menindaklanjuti usaha perlindungan anak sebagai
salah satu perwujudan Hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan
Pasal 28 B UUD 1945, pemerintah pusat, pemerintah daerah Propinsi maupun
pemerintah daerah Kabupaten/Kota berkewajiban untuk bersama-sama melakukan
usaha perlindungan terhadap ai^ak-anak Indonesia. Hal ini dikarenakan, di samping
bahwa perlindungan anak merupakan perwujudan dari perlindungan ham, juga
bahwa kebijakan otonomi daerah saat ini memang diharapkan untuk lebih
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
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Di dalam pelaksanaan kebijakan petnbangunan pedindungan anak, pemerintah
tlalani hal ini dilakukan oleh Departemen Sosial bersama-sama

^^^entemn Pemberdayaan Perempuan Republik Inidonesia telah mengganskan
u a kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan kesejahteraan danbe ^ yang dituangkan dalam RIP-KPA Tahun 2001-2005. Misi dari

kbijakan pembangunan kesejahteraan dan petlindungan anak tersebut adalah
^^^Menin^satkan pemenuhan petlindungan dan penghargaan pada hak-hak anak
^ rangka mencapai kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak-anak;
b Meningkatkan kualitas keluarga agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya

dalam mencapai tingkat kesejahteraan dan petlindungan anak;
Meningkatkan kualitas yang mendukung kesejahteraan dan petlindungan anak

^ baik dalam aspek fisik, tataran nilai, kebijakan maupun dukungan antar
masyarakat;

d Meniflgl^ '̂̂ kemampuan lembaga pemerintah dan masyarakat dalam
melaksanakan kegiatan-kegiatan pr6gram pembangunan kesejahteraan dan
petlindungan aiiak,
Adapun tujuan dibuatoya ketangka kebijakan pembangunan kesejahteraan

dan petlindungan anak oleh peeipMtah pusat dibedakan antara tujuan umum dan
ufln khusus. Tujuan umum dari kebijakan kesejahteraan dan petlindungan anak

untuk memenuhi, melindungi, menghatgai hak-hak anak untuk menciptakan
kehidupan yang lebih baik. Tujuan khusus, sebagaimana termuat dalam RIP-KPA
Tahun 2001-2001 adalah untuk :

Memberikan rujukan strategis kepada para pelaku kebijakan baik di pusat,
^ ptopinsi, dan kabupaten/kota, baik institusi pemerintah, maupun non

pemetinteh, organisasi ptofesi, LSM, serta para individu pemerhati anak, untuk
meningkatkan kesejahteraan dan petlindungan anak agar lebih terarah,
menyehiruh dan tetpadu;

b Meningkatkan ketercapaian aspek-aspek yang termasuk ketentuan umum
/^alam mendukung terpenuhinya hak-hak anak yang mencakup ;
1) lingkuan fisik yang kondusif bagi pengembangan kualitas kesejahteraan

dan pedindungan anak;
2) Nilai-nilai budaya yang kondusif bagi pengembangan kualitas,

kesejahteraan, dan petlindungan anak;
3) Kebijakan betdasarkan konvensi hak-hak anak yang kondusif bagi

kesejahteraan dan petlindungan anak;
4) Masyarakat yang sadar agat lebih tanggap dan peka dalam menggali sumber

daya yang dimilikinya untuk kesejahteraan dan petlindungan anak;
5) Sistem dan mekanisme ketja yang sistematis dalaiT upaya kesejahteraan

dan petlindungan anak;
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6) Sumber daya manusia yang handal dalam mengelola dan menia'ntau
perkembangan program;

. 7) Jaringan kerja yang efektik dan kondusif antar berbagai sektor dan unsur
di masyarakat;

8) .Pembagian peran yang strategis antara lembaga pemerintah nasional,
propinsi, kabupaten/kota, dan pelaku lainnya. •

c. Meningkatkan pemenuhan hak-hak sipil dan kebebasan sebagai manifes
pertama hak anak sebagai manusia yang mencakup : r .
1) Nama, status kewarganegaraan, identitas penduduk, dan akta kelaibkan;
2) Kebebasan dalam berekspresi, berpikir, berhati nurani, memeluk ag^ma,

berserikat, akses terhadap informasi yang layak baik melalui (alur orgaoisasi
pemerintah, roganisasi masyarakat, maupun organisasiyang dibentuk oleh
mereka sendiri;

3) Perlindungan atas kehidupan pribadi; ^
4) Tidak menjadi subyek penyiksaan, hukum yang kejam, penjara s£umur

hidup, penahanan semena-mena, dan perampasan kebetUsan.
d. Meningkatkan kualitas keluarga ataupengasuhan altematifdai^ kesejahteraan

dan perlindungan anak yang mencakup :
1) Bimbingan orang tua berdasarkan minat, bakat,potensi; dan perkembangan

kemampuannya;
2) Bersatu dan tinggal bersama keluarga; '
3) Adopsi sesuai aturan untuk kepentingan terbaik anak;
4) Perawatan rehabilitasi bagi yang memerlukan.

e. Meningkatkan pemenuhan kesehatan dasar dan kesejahteraan untuk
menunjang kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, yang
mencakup :
1) Kelangsungan hidup dan turnbuh kembang;
2) Kesehatan dan mencapai standar kehidupan yang memadai;
3) Jaminan sosial, pelayanan, dan fasilitas perawatan anak

f. Memberikan pendidikan wakm luang dan kegiatan budaya b^ semua anak,
yang mencakup :
1) Pendidikan, bimbingan, dan pelatihan ketrampilan kerja;
2) Pemanfaatan waktu luang dengan berbagai kegiatan, rekreasi, dan

kebudayaan.
g. Meningkatkan perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan

penelantaran terhadap anak dan perlindungan terhadap anak-anak yang
membutuhkan perlindungan khusus yang mencakup :
1) Terlindungi dari diskriminasi;
2) Terlindungi dari tindak kekerasan;
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3) Teriindungi dari penelantaran;
4) Terlindungi dari situasi danirat, eksploatasi, konflik dengan hukum, dan

kelompok minoritas.

Penutup
Peclindungan anak merupakan suatu upaya yang sangat dibutuhkan, mengingat

anak merupakan geneiasi penerus bangsa dan sumber daya yang vital bagi
pembangunan suatu bangsa katena di tangan anak-anak yang berkualitaslah akan
tercipta suatu bangsa yang berkualitas. Dijolia intemasional juga telah menyadari
akan pentingnya pedindun^n anak yang dituangkan dalam konvensi hak-hak anak
sedunia yang telah dicanang^can flan disetujui oleh Majelis Umum PBB pada akhir
tahun 1989. Sebagai suatu negara yang ikut menandatangani konvensi intemasional
mengenai hak-hak anak, tnaka pemerintah Indonesia terikat untuk melaksanakan
ketentuan-ketentuan yang termuat dalam konvensL Untukimdidalam amandemen
UUD 1945, MPR telah memasukkan suatu pasal yang berkaitan dengan
pedindungan anak yaitu ketentuan. yang dimuat secaia tegas di dalam pasal 28 B,
dan kemudian dijabatkan dalam suatu UU No. 23 Tahun 2002 yang kita kenal
dengan UU Pedtndun^m anak^

Untuk menindaklanjuti mewajiban pemerintah Halam usaha perlindungan anak
sebagaimana diamanatkan di dalam konvensi hak-hak anak dan juga pasal 28 B
UUD 1945 beserta UU Pedindungan anak pemerintah merumuskan Rencana Aksi
Nasional Perlindungan Anak. Pedoman dari Rencana Aksi Nasional tersebut
(Jituangkan dalam RIP-KPA yang dibuat oleh Menteri Sosial bersama-sama
Kementerian Pembetdayaan Petempuan. RIP-KPA merupakan pedoman di dalam
pelaksanaan Pembangunan Kesejahtetaan Perlindungan Anak yang dilakukan
oleh pemerintah pusat, pemerintah propinsi maupim pemerintah Kabupaten/Kota
beserta institusi-institusi lain yang berada dimasyarakat yang bergerak dan tergerak
ufltuk menangani masalah-masalah yang ada di dalam perlindungan anak, karena
tnemang pada era otonomi daerah saat ini sebagaimana telah diamanatkan dalam
UU No. 32 Tahun 2004- tentang Pemerintahan Daerah dalam menyelenggaran
berbagai urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah
saliflg berhubungan.
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penyelesaian pelanggarant hak asasi manusia di
AFRIKA SELATAN: SISI LAIN UPAYA PENATAAN

KEMBALI MORAL BANGSA

4»-

Oleh :

Anang Priyanto
Jurusan PPKn Fakultas Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

South Jifrica is eountry that had human rights violation worse in 19th century. Human
rights violation has broke moral nation arrangement. The solution of that case is retoncili'a
tion. ^^conciliation is notjust to end of apartheid system in this country, however its to be
expression the truth of the pastfor developing the future. Besides, it means to finish human
right violation since apartheid ^stem, that the deviation moral nation, ^conciliation is also
reorgani!(ing violation of moral nation. It's not to revenge, but to expression the truth for the^^

future. That is why it used slogan **weforgipe %ut notforget", "nofuture without reconaUation
and "no future withoutfor^veness". National commitment and strong leader as well as the
Constitution of the public ofSouth Africa caused the success of reconciliation.

Kata kimci: rekonsiliasi, pelanggaran HAM, moral bangsa

Pendahuluan
Aftika Selatan merupakan salah negara di Benua Afrika yang tergolong

niaju dan niakmut. Disamping kondisi alamnya yang mendukung, juga katena
kebijakan pemetintahnya yang konsisten. Kemajuan dan kemakmuran Afrika Selatan
temyata tidak dengan serta merta tetjadi begitu saja. Hal ini bisa ditelusuri dari
sejarah perkembangan negata Afrika Selatan itu sendirL Meskipun Afrika Selatan
merupakan negara yang baru 10 tahun merasakan sebagai suatu negara yang
merdeka, namun sebenati^a sebelutnnya telah mengalami kemajuan yang cukup
berarti.

Sebelum merdeka dalam arti terlepas dari belenggu penjajah, Afrika Selatan
dikuasai oleh orang-orang kulit putih yang berasal Hari benua Eropa, terutama saat
pememtahan apartheid. K.ekuasaan negara saat itu dipegang oleh orang-orang kulit
putih yang menutup keberadaan orang-orang kulit berwama dan orang-orang kuht
hitam yang nota bene dapat dikatakan sebagai penduduk asli. Saat pemerintahan
apartheid berlangsun^ semua kepentin^n dan semua sektor kehidupan dikuasai
oleh orang-orang kulit putih, dan pemerintahan berjalan sangat diskriminatif
melanggar hak asasi manusia. Mereka yang menentang sistem apartheid selalu
berakhir pada penempatan ke penjara dengan penyiksaan yang sangat tidak
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manusiawi. Mcskipun pemerintah dikuasai oleh orang-otang kulit putih yang sangat
diskriminatif dengan sistern apartheidnya, namun ternyata ^ihak-pihak yang^
mencntang sistcm apartheid tidak hanya dari kalangan orang kulit hitam dan orang
kulit berwarna, tetapi banyak juga dari kalangan orang kulit putih yang hidup di
Afrika Selatan terutama dari kalangan pemuka agama (;tt^chbishop). Rada
kenyataannya juga karena kekuasaan orang-orang kulit putihinila^yangme.tnbawa
kultur Afrika Selatan pada gaya hidup orang-orang kulit putih irferutama orang-
orangBelandadan Inggrisyangpenuh kemewahan. Lebih-lebih surtSper alamA!^ca
Selatan sangat mendukung percepatan pendapatan negara menuju ke kemaliAiUr^.
Emas merupakan penghasilan Afrika Selatan terbesar selain platinum, persnata,
asbestos dan uranium. Bahkan Afrika Selatan dikenal sebagaipenghasil eroas terbesar
di dunia (70%). Hal inilah yang sangat mendukung ktoakmuran [negara A£tika
Selatan hingga saat ini, ilieskipun masih ada juga kendak yang diha^dapi terutama
kemiskinan kaumurbandan ciJaip dngginya tingkat pertumbuhan piiaduduk seteiah
Afrika Selatan merdeka daripemerintahan kulitputihselaku penguasa pemerifitaJfcian
apartheid. i '

Yang menarik dari Afrika Selatan sebenamya adalah persbalan bag^aim^a
bangsa Afrika Selatan mempertahankan pembangunan negara uiatuk kemakmiimn
yang menyeluruh ke segenap lapisan ral^at setelah jatuhnya pcm^dntahan apart
heid. Mereka berprinsip jika penjajah atauorang-orang kulit putihyang mc|nerapkan
sistem apartheid diusir dan dihaliisi karena kekejamannya feerhadap ofang-orang
kulit hitam dan kulit berwama, maka akan berakibat pada hancUmya kehidupan
bangsa dan negara yang sudah dianggap mapan. Mereka juga menr?adari bahwa
sebagian besar orang-orang kulit putih memiliki tingkat kep^dajaii- yang lebih
dibandingkan orang-orang loilit hitam, dan halinimerupakan sumber daya manusia
yang potensial untuk berkngsungnya pembangunan negara k6 masa depan. Oleh
karenanya mereka berprinsip "tidak ada masa depan bila ada <iendam", no future
without forgiveness^ "tidak ada masa depan tanpa perdamaian" {no future without
reconsiliatioti). Bagaimana rekonsiliasi itu dilakukan? Bedkut ini merupakan
pembahasan yang mendasarkan pada informasi langsung dari berbagai sumber di
Afrika Selatan dengan didukung kajian teoritis untuk memperkuat pembahasan j
yang lebih ilmiah. • ,

Rekonsiliasi Sebagai Upaya Penataan Kembali Moral Bangsa
Dikndasi oleh prinsip "tkda masa depanjika adadendam", para tokoh politik

dan tokoh agama negara Afrika Selatan pasca pemerintahan apartheid
mengumandangkannya ke seluruh penjuru negeri. Mereka berusaha
mempertahankan kondisi negara pada situasi yang aman dan terkendali untuk
berjalannya suatu kehidupan bangsa yang sejahtera. Sebenamya bangsa Afrika
Selatan juga tekh mengalami kekejaman penjajah sebagaimana diakmi oleh bangsa
Indonesk, muki dari masa bangsa Belan^ (VOC) datang ke Afrika Sektan hingga
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bangsa Inggtis yang akhitnya menerapkan sistem apartheid. Penerapan sistem apat
held yang oleh ban^a Afidka Sektan dianggap sebagai puncak kekejaman
yang tidak manusiawi, dan ini merupakan ujud penyimpangan terhadap
bangsa yang telah diyakini dan dihayati dalam setiap had nurani bang^ ^
Selatan. Banyak tokoh polidk yang anti sistem apartheid dijebloskan ke panjara
yang penuh siksaan, terutama dijebloskan ke penjara yang terkenal
pembuangan tokoh poUtik saat itu, yakni penjara yang tedetak di Rubben s n
sebuah pulau yang letaknya tidak jauh dan kota Cape Town. Tempat ini juga
merupakan tempat pembuangan Sult^ Tidore Tuan Guru dari Indonesia masa
penjajah Belanda (VOC), dan tokoh peju^ Afeika Selatan yang terkenal
Nelson Mandela yang HdaV luput dari siksaan kekejaman pemerintah apar ei
tempat ini • Af k

Masa pemerintahan apartheid membawa luka yang dalam bagi bang^
Selatan dan kebendan pada orang-orang kuht putih. Namun mereka sa a
kemampuan diri sendiri yang dirasa tidak akan membawa kemajuan J
mereka mengusir atau menghabisi orang-orang kuUt putih dari bumi Afnka beia an.
Sikap balas dendam justru akan menjadikan bangsa Afidka Selatan tak u ny
sama dengan sikap kejam sebagaimana sikap orang kulit putih yang men u g
apardieid. Sikap balas dendam^uga akan menjadikan tatanan rnoral bangsa terc '
cabik kehilangan siiEat kemaifusiaannya. Sikap balas dendam justru dianggap a anmembawa kehancuran bangsa dan negara Afiaka Selatan. Untuk itulah mere sa ar
bahwa bumi ACdka Selatan ini tidak hanya dihum oleh mereka yang ber t tam,
tetapi juga dihiini okh orang-orang kulit putih dan orang-orang kulit erwama.
Oleh l^enanya untuk men^bindari konflik yang dapat menimbulkan kehancuran
kehidupan ba^a dan negara pedu ^kukan rekonsiliasipemerintahan apart
heid. Melalui berbagaipersiapan dan perundingan-perundingan yang disebut se agai
Codesa I dan II {Convention for a Democratic South Africa)\ bangsa Afiika Selaten
melakukan perubahan sistem pemerintahan apartheid menjadi sistem pemennta an ^
demokrasL Nam\m disadari pula bahwa luka yang dalam bagi korban aparthei
dapat menimbulkan kebencian yang sangat dalam pada orang-orang kulit putih
terutama tokoh politik apartheid yang berpotensi timbulnya konflik yang lebih
besar. Peredaman sikap balas diwujudkan oleh tokoh politik dan tokoh
agama Afrika Selatan yang pada akhirnya menjadi panutan bagi seluruh rakyat
Afiika Selatan. Hal ini pulalah yang akhimya menjadi^n rekonsiliasi sebagai upaya
penataan kembali moral bangsa yang terkoyak. Rekonsiliasi menurut Saparinah
Sadli^ dapat diartikan sebagai upaya mempertemukan dua atau lebih pandangan,

t Steven Friedman. 'The Leftg Journ^ South Africa's quest for a ne^tiated settlement. Johannesburg. Ravan
IV: . 1993.

2) :>adli. "Kckeiasan Terhadap Perempuan <>an Anak" dalam Rekonsiliasi Nasional Menuju
^fa^yarakat Sipil Indonesia yang Demokrads, penyundng umum Judo Poerwowidagdo, M.A.Ph.D.
Jakarta. Pusat Pemberdayaan untuk Rekonsiliasi dan Perdamaian. 2004. halaman 19.
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perasa^rj, pengalaman yang saliog bertentangan. Rekonsiliasi di Affika Selatan
disampmg sebagai upaya untuk mempertemukan pelaku 'Astern apartheid dengan
korban sistem apartheid juga untuk mengung^p kebeiiaran masa lalu.

Rekonsiliasi di Afrika Selatan dilakukan mengawali penibahan mendasar dari
konstitusi negara. Melalui pembentukan Komisi Kebenarandan Rekonsiliasi / Truth
and Reconsiliatiott Commission (TRC) yang dipimpin oleh Usktip DesmondTutupada
tahun 1995 proses rekonsiliasi mulai dilakukan. Tujuan dib^tuknya TRC a(felah
untuk mengungkap seluruh kejadian pelanggaran hak asasi ^lanusia (H^M) masa
pemerintahan apartheid, dan merekomendasikan mengenaikasUs-kasii^pelMggaran
HAM tersebut yang pedu disidangkan ke pengadilah atau ti^ak, serta pethbcrian
santunan kepada korban atau keluarga korban. Ini pulalah yang merupal^gagasan
TRC yang dipelopori Desmond Tutu untuk mengungkap lapbenaran bekejaman
yang terjadi di masa lalu yang disponsori oleh negara yang mrmang sengaja imtuk
disembunyikan. Dalam konteks inilah dimungkinkan suatu proses ba^ pembukaan
tabir yang selama ini dipasang, dan korban yang selama ini tak berani Bersuara
mendapat kesempatan membuka suaranya. Yang diperlukan bukan hanya
menghukum pelaku, tetapi juga menunjukkan bagaimana kejahatan pelaku berhasil
dipastikan^. Keberhasilan rekonsiliasi akan berdaMpak pada lancarnya
pembentukan pemerintahan yang demokratis. Untuk itulah pembentukan Konstimsi
dijadikan landasan dalam pelaksanaan pemerintahan d^mokrasi perlu dilakukan
segera. Keberhasilan rekonsiliasi diikuti dengan keberh^ilan pembuatan Konstitusi
Republik Afrika Selatan Tahun 1996. Konstitusi A&ika Selat^ ini banyak mengatur
perlindungan hak asasi manusia, seperti yang tercantum dalara Chapter 2 Bill of
Rights the Constitution of the Republic of South A£dca 199l>'*.

Sejak pembentukan TRC komisi ini bekerja dengan mcn^jak semua lapisan
masyarakat untuk mau mengungkapkan kebenaran masa lalu, terutama masa
pemerintahan apartheid guna menyongsong kehidupan yang lebih baik di masa
datang mendasarkan pelajaran yang berharga di masa lalu. Melihat pada k^alahan
masa lalu untuk tidak melakukannya lagi di masa datang demi kemajuan d-a^
kesejahteraan bangsa serta penataan kembali keabsahan moral bangsa yang tclah

Ifdhal Kasim. "Menangani Pelanggaian Serius Hak Asasi Nlanusia di Nlaca Lalu: Reko' tsiUasi atau
Keadilan", dalatn Rekonsiliasi Nasional Menuju Masyarakat Sipil Indonesia yang Demokratis,
penyunting umum Judo Poerwowidagdo, M.A.Ph.D. Jakarta. Pusat Pembecdayaan untuk Rekonsiliasi
dan Perdamaian. 2004. halaman 103.
the Constitution of the Republic of South Afdca 1996. Chapter 2 Bill of Rights. Section 7:
(1) This Bill ofRights is acornerstone ofdemocracy in South AEtica. It enshrines the rights ofall

people in our country ^nd affirms the democracy values of human dignity, equalit)^ and free
dom.

(2) The state must respect, protect, promote and fulfill the eights in the Bill ofRights.
(3) The rights in the Bill of Rights aresubject to thelimitations contained or refcmed to in section

36, or elsewhere in the Bill.
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dilanggac. Oleh katenanya kebenaran tnasa lalu harus diungkapkan, kesalahanyang
telah dilakukan dimaafkan namnn ddak dilupakan Wefor^ve notforget. Pada akhirnya
banyak kotban dan pelaku politik apartheid yang datang ke TRC untuk
mencexiterakan pengalaman dan dndakan yang dilakukan pada masa klu. Jik^ apa'
yang dicetitetakan itu memiliki bukd-bukd yang kuat terutama bagi korban, maka
korban atau keluarganya akan mendapat santunan selama enam tahun yang
jumlahnyaberagam sesuai dengan standar rata-rata kebutuhan hidup rakyat Afdka
Selatan. Sedan^canbagipelakupolitikapartheiddiorajibkan menceriterakan tentang
kebenaran apa yang dilakukannya, apabila tindakan yang dilakukan semasa
pemerintahan apartheid semata-mata karena^enjalankan politik pemerintahan,
noaka pelaku tersebut akan diben amnesti. Namun bila tindakan yang dilakukan
bukan merupakan tindakan menjalankan politik pemerintahan atau semata-mata
karena tindakan balas dendam atau sentimen pribadi, maka kepada yang
bersangku^ akan diproses lebifa lanjut lewat jalurpengadilan. Ternyata dari hasil
kerja TRC lebih dari 22400 korban dan 798 pelaku datang ke TRC untuk
tnenceiiterakan pedstiwa masalalunya. Dari laporan TRC termuatbeberapa nama
pejabat dan mantafi pajabat tinggi pemerintah Afrika Selatan yang melakukan
pelanggaran HAM, antua lain Presiden PWBotha, mantan Presiden/Wakil Presiden
FW de Klerk, mantan Kepala^§jtaf Angkatan Bersenjata Afrika Selatan Magnus
Matari, mantan Menteri Luar'̂ Negeri Pik Botha, Menteri Dalam Negeri Dr.
Mangosutu Buthelezi, Deputi Menteri Pertahanan Ronnie Kasril, tokoh-tokoh
nasional seperti ketua liga Wanita Ms. Winnie Madikezela Mandela, Ketua umum
Freedom Constand Viljoen, mantan Ketua Operasional Azanian People's Libera
tion Army Letiapa Mpahlehle.

TRC menjalankan tugasnya selama 2 tahun kemudian dibubarkan, namun ada
lima pelajaran yang berharga bagi kerja TRC, yaitu:
1. Sangat sulitnya masyarakat untuk mengerti arti dari rekonsiliasi yang

sebenamya, sebab saat itu banyak bermunculan tokoh-tokoh masyarakat yang
mengartikan rekonsiliasi, seperti para politisi mengartikan rekonsiliasi adalah
apabila demonstrasi berhenti dan masyarakat hidup damai serta semua berjalan
normal. Sedangkan tokoh agama mengartikan rekonsiliasi lebih bersifat spiri
tual, yakni masyarakat yang melakukan perdamaian dengan Tuhan itulah yang
dinamakan rekonsiliasi. Untuk itulah TRC harus menentukan apa arti
rekonsiliasi yang dimaksud.

2- Kebenaran dan rekonsiliasi berjalan bersama-sama.
Pejabat-pejabat Afirika Selatan menginginkan mtup tahun buku dan tidak usah
naengungkap masa lalu, namun tokoh agama seperti Desmond Tutu
mengharapkan buku dibuka dulu kemudian ditutup. Oleh karenanya TRC
''leiigambil sikap bahwa selama kerja TRC jangan sampai rakyat Afrika Selatan
fiienjadi amnesia, rakyat perlu mengetahui sejarah kebenaran masa lalu dan
hanya dengan kebenaraniah yang dapat membuka jalan kehidupan menuju
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kemajuan di masa datang. Weforgive but notforget demikianlah apa yang menjadi
semboyan kerja TRC dan seluruh rakyat Afrika Selatan.

3. Keadilan dan rekonsiliasi merupakan dua sisi mata uang yang sama.
TRC sadar bahwa untuk mencapai rekonsiliasi harus pula tercapai keadilan,
dan tanpa keadilan tidak ada rekonsiliasL Oleh karena itukh semua institusi
pemerintah hatus dapat menjawab tindakan masa lalu dan ticjak -akan
melakukannya lagi. Orang-orangkulitputihyang mendapat kesjcaangan di masa
lalu harus melihat keburukan apartheid Han kebaikan hidup dalam kebera^itiian,
sehingga menyadati nntuk tidak melakukan kesalahan lagL ,

4. Untuk mencapai keberhasilan rekonsiliasi dibutuhkan seorang pimimpin yang
kuat. .

I ^

5. Optimis bahwa rekonsiliasi di Afrika Selatan dapat berhasiL ^f^eskipun harus
diabayar mahal untuk rekonsiliasi, namun selama matahari n^iasih bersiaar
pastilah rekonsiliasi berhasil.
Dari pengalaman yang berharga kerja keras TRC membuahk^ h^il

dicapainya perdamaian di seluruh negeri, yang terpenting, dapat mencegah
terjadinya pertumpahan darah yang dapat mengakibatkan kehancuran di semua
bidang kehidupan bangsa.

Transformasi Konflik Ujud Rekonsiliasi yang La^iggeng
Setelah rekonsiliasi dilakukan maka tidak mudah untul^ dapat menjaga

keutuhan rekonsiliasi karena tidak sedikit rakyat yang masih menaruh dendam
kepada politisi masa pemerintahan apartheid. Oleh karenanya dendsim yang masih
ada dihati rakyat dapat merupakan bom waktu yang sewakto-waktw dapat mekdak.
Dendam ini merupakan sesuatu yang potensial untuk timbuJnya konflik. Untuk
itulah rakyat perlu dibekali pengetahuan dan wawasan yang w;tuh untuk menjaga
jangan sampai terjadi konflik yang kedua kalinya, karena konfyc yang kedua kalinya
akan dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar terutama bagi kemakmuran
dan kemajuan kehidupan bangsa. Transformasi konflik adalah solusi yang tepat
untuk itu.

Transformasi konflik mengandung arti bahwa tujuannya tidak hanya mengakhii^i
atau mencegah sesuatu yang kurang baik melidnkan juga memulai sesuatu yatig
baru dan baik. Konflik diyakini dapat menjadi katalisator bagi terjadinya perubahan
yang mendasar, langgeng dan positif daigm diri individu, relasi antar indrvidu, dan
struktur-struktur masyarakat. Transformasi konflik bertolak daripenghargaan yang
mendalam terhadap martabat dan keunikan masing-masing manusia. Oleh
karenanya martabat manusia menjadi tolok ukur dalam mewujudkan penyelesaian
konflik yang langgeng.Martabat manusia menuntun manusiauntuk tidak melakukan
pengulangan kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu. Manusia yang
bermartabat akan selalu menjaga hubungan baik antar sesama dengan penuh
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pengerdan kepentmgan bersama dalam kehidupan nyata. Transformasi konflik
bertolak dari keyakinan bahwa kemanusiaan harus diukur bukan dari kekayaan
atau barta benda semata, melainkan betdasatkan cara mengelola aneka kemampiian
dan bakat yang dianugtahkan kepada manusia, cara manusia menjalin hiabungan
dengan sesama yang mengganggu geiak langkah manusia, cara manusia menanggapi
aneka misteri kehidupan manusia yang tak kunjung henti menyingkapkan diri.
Transformasi konflik bergerak sekitar persoalan-persoalan konkrit sehari-hari
disertai dengan kejelian agar mampu mengungkap petkara-perkara yang lebib dalam.

Konsep transformasi konflik meayira^n pandangan bahwa umat manusia
ditakdirkan untuk terjebak di dalam^^engulangan berbagai perseteruan yang

pernah terjadi dalam sejarah dan yang seperti tidak ada habis-habisnya. Oleh
karenanya sangat mungkin menanggapi dengan cara-cara baru serba tak terduga
yang mampu memutuskan pola-pola perilaku destruktif dan mengakhiri lingkaran
balas dendam. Untuk ituiah perlu dipikirkan berbagai kemungkinan yang
berhubungan dengan tidak sekedar pengelolaan konflik atau penyelesaian konflik,
namun p^u visi dan misi dari setia|> manusia yang memiliki upaya kesepakatan
meskipun selalu dihantui perasaaii dendam yang tumbuh dan berkembang dalam
diri masing-masing pihak yang bericonflik, serta meningkatkan sikap hormat dan
toleran terhadap orang Iain memulihkan hubungan-hubungan yang pecah dan
menata struktur-strukiiir yang tidak adiL Berbagai upaya itu tidaklah menjadi
mainstnams bagi setiap manusia yang berkonflik. Kebenaran dan kemenangan selalu
menjadi wama hati dan tujuan dari setiap manusia yang berkonflik. Manusia sering
lupa akan moralitas bangsa yang diyakini kebenarannya dan didukung sepenuhnya
Halam pola perilaku sehari-hari. Inilah penyebab diperlukannya orang (pihak keti^)
atau mediator yang dapat mewujudkian upaya-upaya pengelolaan dan penyelesaian
konflik, Ronald SKraybill, Alice Frazer Evans dan Robert AEvans^ mengemukakan
upaya tersebut dapat dilakukan melalui dua strategi, yaitu:
(1) para mediator transformatif secara aktif berupaya menolong pihak-pihak yang

bertikai mencapai potensi mereka sebagai manusia sepenuh-penuhnya. Hal ini
dilakukan lewat interaksi dengan pihak-pihak yang bertikai dengan cara-cara
yang mampu men^imhnVtlcan kesadaran din yang sehat, mempersilahkan mereka
untuk merumuskan dan mengungkap aneka pilihan, harapan, kebutuhan, dan
impian mereka, menolong mereka menjajaki semua kemungkinan sampai
menemukan apa yang mereka cari, serta mendorong mereka agar mau
bertanggungjawab atas kehidupan dan problem-problem mereka sendiri.
Strategi ini diesbut empowerment (pemberdayaan).

(2; Memperiuas kemampuan masing-masing pihak yang bertikai untuk menyadari
dan menerima hadkat Han rnartabat pihak lain. Hal mi diakukan lewat memberi

Ronald SKraybill, Alice Frazer Evans dan Robert AEvans. Panduan Mediator Terampil Membangun
Perdamaian. Yc^akarta. Kanistus. 2002, halaman 27 - 29.
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contoh menghargai orang lain dalam setiap tingkah lakunyasendin, memberil^
pcdoman dan kerangka tentang cara-cara melakukan pepabicaraan yang santun,
memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk tnendengarkan dan
menghayati aneka pengalaman pihak Iqifj mencatat dan oatounjukkan b^rba^i
persamaan di antara kedua pihak, memfasilitasi pemecahalii.masal^ bersama,
memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untqik mengakui aneka
kesalahan dan memperbaiki hubungan dan sebagainya. Stra|iegi ini djs6^ut m-
ognition (pengakuan). ^•
Melalui kedua strategi di atas mediator harus beketja keras dengan

meninggalkan kepentingan pribadi untuk terwujudnya transformasi konflik.
Kemampuan melakukan kedua hal di atas akan menjadikate? din lebib baik,
meningkatkan kemampuan untuk hidup dengan baik dan mendptiskan sebuak dimia
damai. Melalui kedua strategi di atas pihak yang bertikai akan se^ialu meii^Tadaii arti
pentingnya hidup damai yang dilandasi moral kemanusiaan yang tmggL Panr pihak
akan membuka diri unmk menerima koreksi akan potensi din masing-masmg dan
bertanggungjawab atas masalah yang dihadapi mereka. Pet^ mediator sangat
diperlukan dalam hal ini untuk meyakinkan akan teqadiiiya perdaniaian yang
langgeng. Pihak yang bertikai harus mendapat jaminan tidak terjadinya pela:^garan
atas kesepakatan yang dilalmlrqn bersama. Jaminan atas t^diharanya perdamaian
yang telah dilakukan merupakan kund utama atas tertatanya kembalv moral ban^a
yang telah dilanggar. Kepercayaan pihak-pihak yang bertikai ali^ kualitas media
tor sangat diperlukan dalam hal ini, disamping mediator sendin juga harus menja^
kualitas diri yang bertanggungjawab. Oleh karenanya menjadi iatiec^tor suatu konflik
tidaklah semudah orang menganggap. Mediator hatus d^eicaya oleh kedua p
yang bertikai. Mediator harus memahami dan mengerti kultiifre pihak-pih^ yang
bertikai. Mediator juga harus bersikap tidak memihak. Mediator menjamiti akan
amannya pertemuan dari kedua belah pihak yang bertikai pada suatu tempat yang
netraL Mediator juga harus dapat menjamin perdamaian yang terjadi akan terpeHhara ^
untuk sepanjang hayat. Dengan demikian melalui mediasi perdamaian yang langgeng
harus benar-benar terwujud, artinya kedua bdah pihak dij^nin bahwa konflik yang
telah berakhir tidak akan muncul lag^ di masa mendatang, dan perdamaian r^kan
terjaga hingga akhir hayat. Itulah makna ttansformaa konflik yang sebei^fifnya.
Namun dapatkah pihak-pihak yang bertflori itu sendin menyadan hal tersebut
menjadikan konflik sebagai pelajaran yang berharga bag^ kehidupan dirinya
kelompoknya? Semua itu berpaling pada din individu masing-masing. Se agai
manusia, kadang memang sifat emosional selalu muncul tiba-tiba jika luka lama
disinggung kembali. Namiii^^ apakah manusia sebagai bangsa yang beradab akan
hanya menuruti nafsu belaka tanpa mempertimbang^can akal pikirandan hati nuram
Penyadaran akan hal tersebut memang harus ditumbuhkan pa^ setiap manusia
anggota bangsa, agar bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan bermartabat di
mata dunia.
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Tiansformasi konflik sebenamya juga metupakan penataan kembali keabsahan
motal bangsa yang telah tetkoyak dengan munculnya berbagai pelanggaran hak
asasi manusia di masa lalu. Polidsi, pemuka agama, rakyat dan selurnh an^ota
masyacakat A£cika Selatan telah menyadati hal itu. Memulai hidup bam dengan
melupakan luka lama dan belajat dari. pengalaman masa lalu akan mencapai
kemajuan di masa datang. Nofuture withoutfor^venessy weforgive but notforget^ nofuture
without reconcilluttion demikianlah semboyan yang betulang kali dikumandangkan di
Afdka Selatan yang akhimya menjadi kesadaran bagi negara tersebut untuk tetap
mempettahankan kejayaannya di masyatakat dunia sebagai bangsa yang
bertnartabat Bagaimana dengan negata Indonesia saat ini? Dapatkah bangsa ini
melupakan luka lama dengan memulai lembaran bacu dalam menyongsong
kehidupan mendatang yang lebih baik? Ataukah bangsa ini sudah menjadi bangsa
pendendam yang selalu metnburu pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu
sampai ke liang kubur?

Implikasi Bagi BangsaIndonesia
Bclajar bangsa Afiika Selatan dalam menyelesaikan konflik, sebagai bangsa

yang memiliki falsafeh moral Pa^asila tentunya malu bila dalam petjalanan hidup
bangsa ini saiat akan konflik yang betkepanjangan. Konflik yang sedng terjadi di
bangsa ini (Indonesia) seolah memang dipelihara guna menunjukkan eksistensi
Icplnmsaan sekelompok otang-orang yang kuat Bangsa iniberkedok Pancasila untuk
mpfiifiHas sesama bangsa sendin yang lemah. Bangsa ini mengajarkan Pancasila
sebagai alat untuk melanggengjcan kekuasaan sekelompok orang. Bangsa ini tidak
pemah merasa lapang dada untuk kalah dan mengakui kesalahan masa lalu yang
dilakukannya. Bangsa ini selalu dihadapkan kejadian-kejadian masa lalu yang buram
tanpa mengerti kejelasan kebenaran yang terjadi, mulai peristiwa Supersemar,
peristiwa Tanjung Priok, peristiwa Semanggi dan sebagainya. Kesalahan-kesglahan
apa yang telah dilakukan bangsa ini di masa lalu seolah tak terungkap menjadi
suatu misteri bangsa yang memunculkan dendam berkepanjangan. Hal inipun
menjadikan sesama bangsa ini saling curiga dan berpikiran negatif terhadap bangsa
sendiri yang memiliki keinginan dan kemauan yangberbeda. Bahkan sudah luenjadi
^main stream'' bangsa yang selalu curiga menangkap perbedaan-perbedaan yang
terjadi Di mana-mana, di hampir seluruh wilayah negara kesatuan ini masih saja
terjadi peristiwa penggusuran yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat dengan
paksa. Rakyat selalu dihadapkan pada posisi yang paling salah dan penguasalah
yang benar. Akankah hal ini akan menjadi ciri bangsa ini? Ataukah memang bangsa
ini senang menjadi bangsa yang "munafik" dengan berkedok Pancasila? Bahkan
lebih parah lagL agama menjadi alat pembenar segala tindakan anarkhi. Fenomena
semacam ini seolah sudah menjadi santapan setiap hari dalam perjalanan hidup
bstfigsa. Para penyelenggara negara dan politisi sudah melupakan akar permasalahan
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bangsa yang disepakati bersama saat founding father negara ini.
Bencana gempa dan tsunami di Aceh suatu bentuk .petingatan pada bangsa im
untuk selalu mawas diri dan ddak hanya mengejar kepentingan kekuasan setnata.
Berpalinglah pada penderitaan rakyat yang masih banyak diiasalpwi ol^h se a^n
besar ral^at Indonesia. Apalah artinya 60 tahun mefdeka jika kese)#htei:aan
tidak pemah tersentuh oleh kebijakan penguasa. 60 tahun merd^a bao^a im
seolah tidak memperoleh apa-apa, jauh tertinggal dan kemajuan bapgsa teU^ga
yang usia kemerdekaannya lebih muda. Akankah penderitaan ini akan tetap i^e ja^
warna hidup bangsa yang memiliki tanah air yang kaya akan sun?ber a
Sebagai bangsa yang berpikiran maju dan bethati muUa seharusnya mulai saat L
momentum untuk berontak terhadap semua kemunafikan, berqii|[tak
ketidak adilan, berontak terhadap kemiskinan dan berontak terhadap pem P
bangsa yang semuanya dilakukan oleh bangsa sendiri. Apakah bangsa ini ti ^
menyadari telah hidup di tanah air sendiri yang kaya akan sumb^r aam,) an^^
berlimpah namun tidak dapat menikmatinya? Ironis memang !! - j

Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa seharusnya menja^ cerminaAi ^
pola hidup yang nyata bagi bangsa Indonesia^ . Marilah
bangsa Afril^ Selatan, bukan berarti meng'copy" apa y^g dilakukan angs^ a
Selatan,namun lebih pada belajar atas pengalaman yang telah dil^vnikaimya t^rut^
apa yang telah dilakukan oleh TRC. Komitmen para penyel^ggara negara n

.konstitusi dengan mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam k^hidupan se ari ri

6 Ubat Kaelan. Pendidikan Pancasila, Paradigtna. YogyakartaJZOOO. halaman 268--^9 rnenyataka
"Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macatn, yaitu aktualisasi jbickti an 'tua sasi
subjektif
1) Aktualisasi Pancasila yang Objektif. • • ^ 1

Aktualisasi Pancasila yang objektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam bentuk Kali^si
setiap aspek penyelenggaraan negata, baik di bidang legisljUif, eksekuti^ yudi ti maupun
semua bidang kenegaraan lainnya. Aktualisasi objektif ini terutama berkai^n dengan asj
dalam bentuk peratuian perundang-xindangan negara Indonesia

2) Aktualisasi Pancasila yangSubjekdE ,
Aktualisasi Pancasila yang subjektif adalah Pancasila dalara setiap pn ,
perseotangan, setiap waiga ncgaia, setiap individu, setiap penduduk, setiap pengiMsa
orang Indonesia. Aktualisasi Pancasila yang subjektif ioi justru lebih penting an a tua sasi
yang objektif, karena aktualisasi yang subjektifini menipakan petsyatatan keberiiasilan aktualisasi
objektif. Dengan demikian pelaksanaan Pancasila yang subjektif sangat berkaitan den^n
kesadaian, ketaatan serta kesiapan individu untuk ma^amalkan Pancasila. Dalam pet^ttian
inilah pelaksanaan Pancasila ytttig subjektif akan terselcnggara dengan baik apabila suatu
keseimbangan kerokhanian yang mewujudkan suatu bcfituk kehiodupan di mana kesadaran
wajib hukum telah terpadu menjadi kesadaran wajib moral, sehingga deng^ demikian suatu
petbuatan yang tidak memenuhi wajib untuk melaksanakao Pancasila bukan hanya akan
menimbulkan akibat moral alrtiioliaflM Pancasila yang subjektif berkaitan dengan norma-
norma morar*.
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meniacli kund kebeAasilan rekonsiliasi menuju masyatakat yang sejahtera7 Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi yang telah dibentuk oleh bangsa ini pada tahun 2004
haruslah dapat menunjukkan tugas dan kerjanya yang nyata sehingga dapat
meyakinkan takyat Indonesia unmk berbuat menyelesaikan betbagai persoalan yang
dihadapi dengan hati yang lapang, dengan betpikitan yang teibuka, dan yang
tetpendng diawali dadpaia penyelenggaca n^ara terutama pata tokoh-tokoh politik
yang panutan bangsa. Bukan lakyat yang menjadi objek kegiatan, namun
lebih banyak pada penyadaran atdpentingnya hidup betbangsa dan benegara serta
sikap kdi^aiawan {sUiU nlat&hsh^ y^uig nyata pata penyelenggara negara dan
politisi bangsa. Jika hal ini tid^^ dilakukan dengan segera niscaya persoalan-
pecsoalan bangsa dapat terselesaikan dengan segeta dan kehidupan yang damai
sejahtera jauh daii jangkauan.

Penutup
Afiika Selatan dapat dikatakan sebagai suatu negaia yang telah mengalami

petjalaaan sejatah yang pahit; terutama sejaiah akan pelanggatan hak asasi manusia.
Namun deng^ kemauan dan komitmet yang kuat dad paca politisi dan pemuka
agama serta dukungan,5elunih cakyatnya untuk mengh^us pengalaman pahit di

lalu menjadikfEf n^ara iniberhasil mdakiikan peibaikan tatanan kehidupan
baru yang demokratts. Melalui rekonsiliasi telah menghilangkan lasa dendam kepada
pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang tetjadi pada masa pemerintahan apart
heid, disamping mengungkap kebenaran atas segala tindakan penyimpangan

moral bangsa masa lalu juga untuk pelajaran berharga agar
hHoIt kesalahan lagi di masa datang dalam menyongsong kemakmuran
bangsa. Dengan berpaling pada pengalaman bangsa A£cika Selatan, bangsa Indo
nesia harus mampu memperbaiki moral bangsa yang terkoyak hingga saat ini dengan
berpedoman pada nikii-nilai Pancasila yang telah diyakini kebenarannya, dai^harus
diwujudkan Halam pedlaku kehidupan nyata mulai dad para penyelenggara negara,
para politiisi, dan para pemuka agama dengan dukungan kuat segenap masyarakat
Indonesia. Tidak kalah pentingnya komitmen seluruh lapisan masyarakat akan
pentingnya hidi^ yang dilandasi Pancasila dan Konstitusi negara yang sangat
tnpndiilqing tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan bangsa yang tenteram dan
tertib. Tentram merupakan inri sad rasa hati setiap manusia Indonesia, sedangkan
tertib terkait dengan hubimgan antar manusia dalam masyarakat. Tercapainya
ketenteraman dan ketertiban akan membuahkan kedamaian bagi seluruh anggota
masyarakat.

UtxaNoot MS Bakry. Pamuila Yuridis Kenegnaan. Liberty. Yogyakarta.1987. halaman 159-160 yang
ms;^a!akan: "A. Pancasila sebagai moral Pembangunan. Dengan bekal penghayatan Pancasila dan
dengan mengamalkannya oleh setiap manusia Indonesia, maka gerak pembangunan yang kita lakukan
betsama-sama alran berjalan lurus dan tiba selamat kepada tujuannya. Unsur manusia dalam
pembangunan ini sangat penting sebab mflnmtta aAalah pelaku djin sekaUgus tujuan dari pembangunan
itu seaditi''.
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Peresensi: Suhamo

Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Univetsitas Negeri Yogyakarta

Buku ini berisi 10 pointers yang diuraikan ke d^l^rn 194 halanian, dari awal
oleh penulis buku dimaksudkan untuk membantu membekali para peminat,
pemerhati, peneliti dibidang etnik, termasuk di dalamnya kajian-kajian konflik
multicuitutai danmultietnik, para dosen antropologi, sosiologi, s^ngat baik untuk
memahami buku ini agar pemahaman terhadap bidang tersebut lebih luas dan
mendalam.

Judul buku ini bisa diterjemahkan menjadi "Memikir ulang makna Etnisitas"
penulis memaksudkah proses memikir ulang makna etnisitas hanyalah memikirkan
kembali apa yang telah dipikirb^ oleh orang lain mengenai etnisitas sebelumnya,
membangun pemikiran di ata'S apa yang telah dilakukan oleh pemikir-pemikir
sebelumnya, sesekali menyelamatkan dan merenovasi pengetahuan yang terabaikan,
membangun petunjuk-petunjuk dan saran-saran kedalam sesuatu yang lebih
sunstansial dan menata hal-hal yang barangkali hal-hal yang tidak terhubung.

Selain memaparkan pikiran-pikirannya sendiri, penulis berusaha menjelaskan
dengan pendapat atau perdebatan dari para ahli tentang gagasan kelompok suku
yang sejak tahun 1960-an telah digantikan dengan gagasan "kelompok etnik ,

etnik, kepercayaan dalam keturunan kelompok, pemberdayaan budaya ^
etnik, model etnisitas, konsep suku, kritik terhadap model etnisitas tradisonal, model
pilihan rasional, kfitilcafi utama terhadap berbagai pemikiran para antropolog dan
sosiolog tentang etnisitas, mitos pluralisme, tipe-tipe pluralisme, dan diakhiri dengan
kritik tediadap model plufalis.

Ertnisitas berasal dari kata "etnos" yang sering dihubungkan dengan suatu
tingkatan situasi dimana sekelompok manusia hidup dan berbuat bersama
(Ostergaard, 1992) yang sering diterjemhakan pula sebagai masyarakat atau bangsa.
Sejak decade awal abad 20, konsep-konsep yang berhubungan dengan etnisitas
dan kelompok etnik telah dibawa keberbagai pemikiran dan diskursus baik bersifat
akademis maupun sebaliknya. (hal 9).

Menurut Weber, keanggotaan etnis tidak merupakan suatu kelompok, etnis
hanya memfasilitasi pembentukan kelompok dengan berbagai jenisnya, khususnya
dalam lingkup politik. Sebaliknya hal tersebut secara primer masyarakat/komunitas
poUtik, tidak p^uli sejauh mana pengor^nisasiannya dibuat-buat yang mengispirasi
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kepercayaan dalam etnisitas bersama (hal 10). Weber berusaha menyarankan bahwa
kepercayaan dalam ketxirunan yang sama sepertinya lebih sebagai konsekuensi dad
tindakan politik kolektifketimbang sebab yang membuat masyatakat melihat dirinya
sendki sebagai milik bersama, berasal dan latar belakang yai^ sama dan sebagai
suatu' konsekuensi dari tindakan bersama. Kepentingan kolektif, tidak
menggambarkan afau mengikuti persamaan dan perbedaan diant^ ordng-orang
tersebut. Pengejaran terhadap kepentingann kolektif bagaimanapun juga-
meningkatkan identitas etnik. Karena kemungkinan-kemungkinan^dakaa W^^tif
yang berakar dari etnisitas tidak tertentu, kekompakan etnis dan istiMh yang
memiliki hubungan dekat yaitu bangsa tidak bisa secara mt^dah dan, tepat
didefimsikan bagi kepentingan yang bersifat sosiologis. j

Pendapat Weber djtentang Everett Hughes yang menolak siiatu pemahaman
etoologis secara sederhana berdasar pada ciri budaya {cuUur trmtiy

"Suatu kelompok etnis tidaklah satu karena derajat perbedaan yang daps^ ^lakur
dan dicermati dari kelompok latn^ ini adalah suatu kelompok etaiis kareiia orang-
orang didalamnya dan orang-orang diluamya tahu bahwa itu adal^ satis^ Kairena
baik orangdalam maupun orang luar berbicara, merasakan, dan bertindiik seolah-
olah hal tersebut sebuah kelompok yang berbeda. Hal ini hanya mungkin jika ada
cara-cara iintuk memberi tahusiapa yang menjadi an^ota/keloi&pok. siapa yang
tidak dan jika seseorang belajar sejak awal, secara mendaj^m dan biasanya tidak
dapat ditarik kembali kepada kelompok apa ia berasal. Jika mudah untuk menarik
dari kelompok, niscaya hal tersebut bxikanlah kelompok etnik yai^ sebenamya"
(hal 10).

Dari pendapat Hughes dapat dipahami bahwa pemberdaTiaan buday etnik
merupakan suatu fungsi dari kekelompokan (groupness), keberadaan suatu
kelompok bukanlah refleksi dad perbedaan kultural, kelotopok-kelompok etnik
mempengaruhi relasi etnik, dan relasi etnik melibatkan paling tidak dua pihak
kolektif, sehingga mereka tidak unilateral. Identitas adalah mengenai orang liiar
dan orang dalam.

Sementara Frederik Barth lebih melihat kelompok etnis bukan pada
karakteristiknya, tetapi lebih pada relasi dari pebedaan budaya khususnya pada
kontak antara kolektivitas sehingga, dibedakan 'Tdta" dan "mereka" (hal 12). Bv^rth
juga tnengemukakan bahwa identitas etnik dingakitkan, dikonfirmasikan atau
ditransformasikan dari interaksi dan transaksi antara pembuatan keputusan,
penstrategian individu-individu etnisitas pada masalah politik, pembuatan keputusan
dan orientasi tujuan (hal 12).

Pada halaman 17-18 Barth juga mengidentifikasikan 4 ciri utama model
korpprat konvensional yang^ secara cultural membedakan kelompok anggota
kelompok etnis: (1). Kelompok etnis berusaha mengekalkan dirinya sendidxi, (2)
A^^ggota-anggota kelompok etnis berbagi nilai-nilai budaya dasar dan
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tnengejawantahkannya ke dalam ke dalam bentuk budaya yang jelas, (3) Kelompok
etnis toerupakan lapangan sosial yang dibatasi oleh komunikasi dan interaksi, (4)
Anggota —anggotanya mengidentifikasikan diri mereka sendiri dan diid^dfiil^si

otang lain sebagai tnilik kelompok tersebut.
mengemukakan juga kndknya terhadapmodeletnisitas txadisional dengan

naengajukan bebetapa dii yang layak untuk dicermati:
1• Analisisnya mengenai etnisitas dimulai dari definisi/pengertian situasi yang

dipegang oleh aktor utama pelaku sosial
2- Fokus tujuan pediatian ditujukan p&^ pemeliharaan batas-batas etnis yaitu

mtetaksi tecstniktur antara 'Idta** dan "mereka" yang terjadi sepanjang batas-
batas tersebut
Identitas etnis tergantung pada askripsi, baik oleh anggota kelompok etnik
dalam petanyaan maupun oleh pihak luat ^

4. Htnisitas tidak tetap (fixed^ ^anpnn dapat diberi pengertian atau didefinisikan
sesuai dengan keadaan/situasi

5. Isu-isu Im^ningw/ekologis tottentu berpengaruh dalam penentuan identitas
etnis, disebabkan persaingan celah-celah ekonomi yang memegang peranan
penting dalam penumnan etnisitas
Penulis meleng^pi tuli^^yad<>ngan mengemukakan model antropologis dasar

tentang etnisitas terdiri dari rangkaian proposisi-proposisi yang terhubung.secara
longgar yang menyebutkan bahwa: (l)Etnisitas adalah mengenai diferensiasi budaya
O^arus diingat bahwa identitas selalu merupakan suatu dialektika antara kesamaan
dan perbedaan). (2)etnisita8 adalah soal budaya akan tetapi juga berakar dalam
dan merupakan hasil dari intetaksi sosial. (3)Etnisitas tidak lagi tetap dibandingkan
budaya yang mana hal tersebut merupakan sebuah bagian atau komponen, atau
situasi-situasi dalam mana etnisitas Hthasillcan (diproduksi) atau dihasilkan ulang
(direproduksi). (4) Etnisitas meliputi dua hal kolektif dan individual,
diekstemalisasikan dalam interaksi sosial dan diintemalisasikan dalam identifikasi
diri pribadL

Dalam perspektif antropologi sosial Inggris, perkembangan model etnisitas
dapat ditinjau dari karya Michael Banton dan Sandra Wallman. Banton dalam
rumusan awalaya mengemukakan bahwa ras digunakan sebagai tauda peranan.
Ras sebagai penanda nyata dari status dan peranan sebagai fungsi-fungsi
keanggotaan kelompok.

Bantondalam halinimengembangkan model pilihan rasional dalam relasi antar
etnis yang mencoba mengintegrasikan studi mengenai etnisitas dan rasionalismc
dengan studi mengenai"hubungan ras". Kerangkakerja ini dibangun di atas cmpat
premis. Pertama, manusia bertindak dengan maksud memaksimalkan keuntungan
bersih yang dapat mereka raih. Kedua^ tindakan sosial memiliki dampak komulatif.
Ketiga, pelaku sosial mendayagunakan perbedaan fisik dan kultural untuk
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membaagun kelompok sosial dan golongan-golongan. Keempat, kedka hubungan
antar kelompok yang dimaksudkan agar berbeda secara fisik ditentukan oleh suatu
ketidakseimbangan kekuasaan, golongan-golongan tradisional terbentuk (hal 19-

-Paradigma etnisitas dikembangkan oleh Don Handelra^i Menurutnya isi
budaya dan etnisitas merupakan aspek penting dari oi^anisalitsosiaJhyfi^^suatu
dikotomi mentah antara budaya dan sosial merupakan sesuatu yang riie^yps^^kan.
Lebih lanjut Handelman beragumen bahwa perbedaan etnisitas teriteojialitas/
kcwilayahan yang diorganisir secara sosial, tergiantung kepe;nitingflnnya dalam
pengalaman individual. . !

Dalam buku ini, Sebelum dibicarakan tentang mitos phiraljsme dikemukakan
kntikan utama terhadap berbagai pemikiran para antropolog dan ispsiolog mengenai
etnisitas. Ada empat kntikan utama terhadap berbagai pemikira^ para i^tropolog
mengenai etnisitas : , >

1• Terdapat kesulitan nyata yang dialami oleh para antropolog dalam menmgam
perbedaan antara etnis dan ras. Don menyarankan bahwa tanggapan yang pal-
ing umum darai para antropolog menganai masalah ini adaiah dengan
mengabaikannya atau menyebutnya secara sepintas. P^^dahal peirsbedaan yang
jelas terhadap kedua hala ini merupakan suatau hal yang penting.

2. Terdapat kegeUsahan dimana para antropolog muncul untuk merasakan
keterpaksaan untuk mengenali pertanyaan-pertanyaan mengenai
ketidaksemibangan kekuasaan. Hal ini dapat menjadi dasar bagi selebrasi
antropologis dan etnisitas sebagai sumber sosial positi£

3. Terdapat kesenjangan relatif atas perhatian teoritis yang tekh diberikan terhadap
point-point perbdaan dan persamaan antara etniditas di^aiatu sisi dengan kelas
dan stratifikasi sosial di pihak lain,

4. Penekanan orientasi, nilai dan tujuan pelaku/aktor sosial terutama anggota-
etnis minoritas bagaimanapun juga menyalahkan korban atat

ketidakberuntungan mereka sendiri. • '
Yang menarik juga adalah buku ini memberikan penjelasan tentang iriitos

pluralisme dan tipe-tipenya yang dikemukakan oleh MG. Smith tipe pluraiisme
budaya/kultural (cultural pluralism), pluralisme sosial, dan pluraslisme stuktural
dia paparkan secara menarik di halaman 26-30 an. Dalam pembicaraan tipe-tipe
pluralisme ini penulis juga menampilkan pendapatSchermerhom yang membedakan
antara plurahsme normatif, pluralisme politik, dan pluralisme kultural yang
berhubungan dengan masy^rakat multi etnis dan pluralisme kultural suatu
masyarakat yang secara internal kelembagaan dibedakan dengan suatu yang
merefleksikan perbedaan populasinya.
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Kemudian hal inenarik yang tidak dapat dtinggalkan dalam tesensi buku ini
adalah kritikan Heribert Adam tethadap model pluialis yang dikembangkan oleh
paiaahli Smithdan Shetmethom, kritikan HeribertAdam tersebut adalah :
1. Pehdekatan pliualisme tedalu melebih-lebihkan du^n tethadap otono^

bagbn-bagian atau s<^men-s^men dari suatu masyacakat plural Hal tersebut
mengabaikan pengujian dngkat kepentingan dimana bagian-bagian tersebut
beidLnpak secara dmbal balik dalam kerangka keija lembaga politik, ekonomi

sosial beisama.

2. Penekanan pada perbedaan/keragaman' poll^k dan budaya sebagai sumbcr
nframa hetiogenitas mengabaiakan peran dan arti penting kesenjangan dan

ekonomi sebagai penyebab petpecahan sosial bersama.

3. Pandangan yang menyatakan bahwa tetdapat hubungan (asosiasi) peting antara
Vtilftiral dalam batas-batas politik dari suam negara dan dominasi

olek suatu minoritas kuitural hatijs ditolak dan hatus diupayakan suatu sistcm
yai^ menjamin masing-masing ba^an budaya memiliki kesamaan petwakilan.
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